[ Nomor SOP [ 000 8 3 3/03/Sekro/DPZAPPKE

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN | Tanggal pembuatan | 2 Januar 2025 —
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA Disahkan oleh | Kepala Dinas P3APPKE Prov Kalteng
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Judul SOP Surat Keluar di Lingkungan Dinas

| P3APPKB Prov Kalteng

Dasar Hukum

Kualifikasl pelaksana

Undang-undang tentang ASN 1. Memahami prosedur dan mekanisme pembuatan surat kedinasan
Peraturan Tata Naskah Dinas 2. Memahami tata naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan komputer dan alat elektronik lainnya
4. Memahami alur koordinasi disposisi/arahan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Disposisi 1. Komputer/laptop
2. Alat Tulis Kantor
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendaftaran
Surat keluar tdak akan diproses apabila | 1. Pengagendaan dan koreksi surat keluar
tdak tersedia peralatan dan sumber 2. Penyimpanan dokumen secara manual dan elektronik

daya manusia yang kompeten

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SOP SURAT KELUAR

[ = Pelaksana -  MutuBaku - .
) — _____Telansana | : -
e " Setrwtarial | Kasubbed' | poiskasne | ron, | 'esla | Kelenghaoen! | waktu | Owwt
1 Membenkan disposisiarahan terhadap O Disposisi T 5 Menit Cisposs:
surat keluar d
2 Membenkan disposisiarahan terhadap ’ = | Disposisl, draf surat 10 Mentt | Drafkonsep
surat keluar B keluar | surat keluar
3  Pembuatan surat keluar yang dikoreksi | Draf surat keluar, berkas | 15 Menit | Drafkonsep
cleh kepala seksi’kasubbag dan "’l i— pendukung/surat masuk ‘ i surat keluar
dilaniutkan ke sekretans : ;
&  Pembuatan surat keluar yang dikoreksi = Disposisi, surat keluar i 5 Menit Surat keluar
oleh kepala seksikasubbag dan .]‘ :I
dilanjutkan ke sekretaris
5§  Mengoreksi berkas dan memben paraf a7 Ne Disposisi, surat keluar | 5Menit | Surat keluar
pada surat keluar v ‘I :
6  Mengoreksi dan memben paraf pada Ly Disposisi, surat keluar, 10 Menit | Surat keluar |
surat keluar \> <4 dokumen/berkas surat
Yo masuk
7 Menyampaikan surat keluar untuk ] Surat keluar, 3 Menit | Surat keluar
| ditandatangani » l < ] dokumen/berkas/surat '
' - masuk
B8 | Penandatangan surat keluar Surat keluar, 15 Menit | Surat keluar i
o - dokumen/berkas/surat :
masuk
9 1 Pemberian nomor surat dan distribusi O ,‘,_I Surat keluar, 10 Menit | Surat keluar ].
dokumen/berkas/surat
| masuk [

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
) ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

[ 000.8.3.3/06/Sekre/DPIAPPYE
2 Januan 2025 —
Kepala Dinas P3APPKB Prov Kateng
Penomoran Surat di Lingkungan Oinas

' P3APPKB Prov Kalteng

Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Disahkan oleh
Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-undang tentang ASN 1. Memahami prosedur dan mekanisme pembuatan surat kedinasan/registrasi penomaoran
Peraturan Tata Naskah Dinas 2. Memahami tata naskah dinas
Peraturan penomoran surat kedinasan 3. Mampu mengoperasikan komputer dan alat elektronik lainnya
4. Memahami alur koordinasi disposisi/arahan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Disposisi/Surat Keluar 1. Komputer/laptop
2. Alat Tulis Kantor
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendaftaran
| Penomoran surat tidak akan tercatat 1. Penomoran surat tercatat pada buku agenda
apabila tidak sesuai dengan mekanisme | 2. Penyimpanan dokumen secara manual dan elektronik
| registrasi 3. Pembukuan register secara tertib

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SOP PENOMORAN SURAT

| e [ ” T MutuBaku -
No Keglatan Sekretaris/ | Kasubba Tata Kelengkapan/ ¥et
v Kot | o dui | Potaksana | p._r_.:? e Wakty  Output
1 Membenkan disposisi arahan terhadap O_ Disposisi S5 Mentt Uspusse
pembuatan surat keluar |
2 | Pembuatan surat keluar yang akan E'j Disposisi, draf surat keluar | 10 Ment | Ora'¥orses
diresgistrasi setelah pendatanganan oleh > | surat ketuar
Pimpinan I | penormoran
3 | Arahan penomoran untuk diregistrasi <> Draf surat keluar, penomoran = 15 Ment  Drafvonseg
< surat keluar
penomoran
4 | Penomoran/registrasi Disposisi, surat keluar, | 5Menit | Surat keluar
' penomoran | | penomoran
S | Distribusi dan pengarsipan Disposisi, surat keluar, | 5Menit | Surat keluar,
| | penomaoran

pencmoran 5

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP 000.8.3.3/07/Sekre/DP3APPKE

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN | Tanggal pembuatan | 2 Januari 2025

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA Disahkan oleh | Kepala Dinas P3APPKB Prov Kalteng
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Judul SOP Pengarsipan Surat di Lingkungan Dinas

P3APPKB Prov Kalteng

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-undang tentang ASN 1. Memahami prosedur dan mekanisme pembuatan surat kedinasan/pengarsipan
| Peraturan Tata Naskah Dinas 2. Memahami tata naskah dinas
' Peraturan pengarsipan surat kedinasan | 3. Mampu mengelola penataan berkas kearsipan
| 4, Mampu mengoperasikan komputer dan alat elektronik lainnya
| 5. Memahami alur koordinasi disposisi/arahan
I Keterkaitan Peralatan/periengkapan
Disposisi/Surat Keluar/masuk 1. Buku registrasi
2. Komputer/laptop
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan pendaftaran

Pengarsipan surat tidak akan tersimpan
apabila tidak sesuai dengan mekanisme
kearsipan

Sl

Pengarsipan surat tercatat pada buku agenda dan kearsipan
Penyimpanan dokumen secara manual dan elektronik
Pembukuan registrasi secara tertib

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SOP PENGARSIPAN SURAT

a Muda

L avir

Pelaksana Mutu Baku -
| No Kegiatan Kasubbag Tata Kelengkapan/
| , Sekretaris | o dank | Pelaksana | oo, |  persyaratan Waktu Output
1 | Memberkan disposisi’arahan terhadap o Disposisi §Ment | Dsposs:
pengarsipan surat keluar/masuk |
2 | Pengarsipan surat keluar/masuk yang akan ,:Yj Disposisi, surat keluar/masuk | 5 Ment | Pengarsipan
diarsipkan selelah disposisi/arahan >
| | Pimpinan |
3 | Arahan pengarsipan untuk dokumen arsip <> Draf surat keluar/masuk | §Mentt | Pengarsipan
4 | Pengarsipan/pencatatan Disposisi, surat keluar/masuk | 5 Menit | Pengarsigan
| |
5 Pengarsipan dokumen Disposisi, surat keluar/masuk | 5 Menit Pengarsipan
?3APPKB
AN TENGAH,
DRIA ADEN, M.M.Kes

680747 199903 2 006

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

' Nomor SOP 000.8.3.3/04/Sekre/OP2APPKE
' DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN | Tanggal pembuatan | 2 Januari 2025
* | ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA Disahkan oleh Kepala Dinas P3APPKB Prov Kalteng
' BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Judul SOP Surat Tugas di Lingkungan Dinas
P3APPKB Prov Kalteng
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
| Undang-undang tentang ASN 1. Memahami prosedur dan mekanisme pembuatan Surat Tugas
Peraturan Perjalanan Dinas 2. Memahami tata naskah dinas
Peraturan Tata Naskah Dinas 3. Mampu mengoperasikan komputer dan alat elektronik lainnya
4. Memahami alur koordinasi disposisi/arahan
' Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Disposisi 1. Komputer/laptop
2. Alat Tulis Kantor
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendaftaran
Surat Tugas tidak akan diproses apabila | 1. Pengagendaan dan koreksi Surat Tugas
tidak dilaksanakan proses secara 2. Penyimpanan dokumen secara manual dan elektronik
prosedural 3. Pengkodean secara khusus
4. Penomoran secara khusus

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SOP SURAT TUGAS

N [ Pelaksana | __ MutuBaku 5 o Nt
o | Kegiatan | Sekretaris/ | Kasubba Tata Kepala Kelengkapan/
Kabid Kasie v l Pelaksana Usaha | Dines persyaratan Waktu —B‘ut-pul |
1 | Memberikan disposisi/arahan | Disposisi | 5 Ment Cspons
terhadap Surat Tugas v O
2 | Memberkan disposisi/arahan Disposisi, draf Surat Tugas | 10 Menit = Dra'ecrsep
terhadap Surat Tugas - Surat Tugas
3 | Pembuatan Surat Tugas dikoreksi l Draf Surat Tugas, berkas | 15 Ment  Drafecnseg
! oleh kepala seksi’kasubbag dan > pendukung/surat ' Surat Tugas
dilanjutkan ke sekretaris masuk/undangan |
4 | Pembuatan Surat Tugas yang Disposisi, Surat Tugas | § Menit Surat Tugas
| dikoreksi cleh kepala seksi/kasubbag I
dan dilanjutkan ke sekretaris g i | |
5 | Mengoreksi berkas dan memberi ik = ] Disposisi, Surat Tugas ; 5 Menit Surat Tugas
| paraf pada Surat Tugas - .
| 6 1 Mengoreksi dan memberi paraf pada Disposisi, Surat Tugas, surat 10 Menit | Surat Tugas
| Surat Tugas Ya l: D-_l masuk/undangan '
| 7 | Menyampaikan Surat Tugas untuk [ Surat Tugas, surat | 3 Mentt Surat Tugas
ditandatangani I | res | mMasuk/undangan l
8 | Penandatangan Surat Tugas / Surat Tugas, surat | 15 Menit | Surat Tugas
& > masuk/undangan i |
9 | Pemberian nomor surat dan Surat Tugas, surat 10 Menit | Surat Tugas
j distribusi OT_ ™ | masuk/undangan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP 000.8.3 3/05/Sekre/DP3APPYE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN | Tanggal pembuatan | 2 Januan 2025
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA | Disahkan oleh Kepala Dinas P3APPKB Prov Ka'eng
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Judul SOP "Surat Perjalanan Dinas di Lingkungan
| Dinas P3APPKB Prov Kalteng

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

| Undang-undang tentang ASN

1. Memahami prosedur dan mekanisme pembuatan Surat Perjalanan Dinas
| Peraturan Perjalanan Dinas 2. Memahami tata naskah dinas
; Peraturan Tata Naskah Dinas 3. Mampu mengoperasikan komputer dan alat elektronik lainnya
- 4. Memahami alur koordinasi disposisi/arahan
| Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
' Disposisi 1. Komputer/laptop
| 2. Alat Tulis Kantor
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendaftaran
Surat Perjalanan Dinas tidak akan 1. Pengagendaan dan koreksi Surat Perjalanan Dinas
diproses apabila tidak dilaksanakan 2. Penyimpanan dokumen secara manual dan elektronik
proses secara prosedural 3. Pengkodean secara khusus
4. Penomoran secara khusus

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SOP SURAT PERJALANAN DINAS

- to_-rmm_nl - MutuBaku .
No | Kegiatan Sekretaris/ | Kasubba. Tata Kepala Kelengkapan/
| Kabid Kasie y Pelaksans Usaha PPIK Dinas persyaratan _r S et ——
1 Membenkan disposisiarahan Disposisi | SMent | Disposss
terhadap Surat Perjalanan Dinas O _
2 | Membenkan disposisi’arahan _ Disposisi, draf Surat | 10 Ment Drateorseg
terhadap Surat Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas | Surat Perjalanan
Dinas
3 | Pembuatan Surat Perjalanan Draf Surat Perjalanan | 15 Menit Drafvorseo
Dinas dikoreksi ocleh kepala > Dinas, berkas _ Surat Peraanan
_ ' seksi’kasubbag dan dilanjutkan ke pendukung/surat Dinas
_ sekretaris | masuk/undangan |
4 | Pembuatan Surat Perjalanan _ Disposisi, Surat 5 Menit Surat Perjalanan
| Dinas yang dikoreksi oleh kepala = < _ Perjalanan Dinas Dinas
| seksi’kasubbag dan dilanjutkan ke |
| sekretaris |
5 | Mengoreksi berkas dan memberi |, Ya _ Disposisi, Surat 5 Menit Surat Perjalanan
_ _ paraf pada Surat Perjalanan Dinas V < Perjalanan Dinas Dinas
| 6 | Mengoreksi dan memberi paraf Disposisi, Surat 10 Menit | Surat Perjalanan
pada Surat Perjalanan Dinas = Perjalanan Dinas, Dinas
; g surat
| | masuk/undangan
| 7 | Menyampaikan Surat Perjalanan Surat Perjalanan 3 Menit Surat Perjalanan
_ Dinas untuk ditandatangani _ T Dinas, surat Dinas
| masuk/undangan
8 | Penandatangan Surat Perjalanan ~ /N1 | Surat Perjalanan 15 Menit Surat Perjalanan
Dinas e W Dinas, surat Dinas
| masuk/undangan
9 | Pemberian nomor surat dan Surat Perjalanan 10 Menit Surat Perjalanan
distribusi O Dinas, surat Dinas
masuk/undangan

1 =

_. QEY)

w \ 5

)\ SELINAE VIOT
\Pembiia Btama Muda

VICTORIA ADEN, M.M.Kes

NIP. 19680717 199903 2 006

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

A

3 Q ' DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Nomor SOP 0008 3.3/02/Sekre/DP3APPKE

| Tgl pembuatan | 2 Januarn 2025

Disahkan oleh Kepala Dinas P3APPKB Prov Kalteng

. BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Judul SOP Kenaikan Gaji Berkala PNS di Lingrungan
L | Dinas P3APPKB Prov Kalteng
[ Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

| Undang-undang tentang ASN 1. Memahami prosedur dan mekanisme kenaikan gaji berkala
| Peraturan kenaikan gaji berkala 2. Memahami persyaratan berkas kenaikan gaji berkala
| 3. Mampu menghitung dan memverifikasi masa kerja PNS
i Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
| Alur surat keluar 1. Peraturan kenaikan gaji berkala
| 2. Berkas kenaikan gaji berkala

| 3. Komputer/laptop

4. Alat Tulis Kantor

i Peringatan

4

Pencatatan dan pendaftaran

| Kenaikan gaji berkala golongan |.a sampai dengan lil.d
| terlambat, maka kenaikan gaji berkala akan tertunda
| pada tahun berikutnya

N =

. Pengagendaan dan koreksi berkas usul kenaikan gaji berkala
. Penyimpanan dokumen secara manual dan elektronik

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SOP PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

' Pelaksana MutuBaks ===
I g Kasubba [
| - g Sekretaris | Umum dagn Pelaksana T;.p." Kelengkapan/ Waktu Qutput Vi
Kepegawaian inas persyaratan
[ 1 Memberikan disposisi/arahan terhadap Disposisi 5 Menit : Dispossi
| proses usulan kenaikan gajl berkala PNS |
| 2 | Melakukan verifikasi dan validasi proses Disposisi, draf surat | 10 Menit | Draf/konsep
| kenaikan gaji berkala PNS > | I kenaikan gaji surat kenaikan
berkala gaj berkala PNS
[ 3 | Pembuatan surat kenaikan gaji berkala PNS v Draf surat kenaikan | 15 Menit | Dral/konsep
oleh pelaksana yang dikoreksi oleh gaji berkala, daftar surat kenaikan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan | l tabel Perpres gaji berkala, |
dilanjutkan ke Sekretaris tentang gaji PNS, berkas kenalkan | Kenaikan gap
| disposisi, berkas gaji berkala | berkala
| kenaikan gaji | diproses cleh
berkala sebelumnya | Sekretariat
4 | Mengoreksi berkas dan memberi paraf pada & = Disposisl, surat 5 Menit Surat kenaikan | dan
surat kenaikan gaji berkala g § = kenaikan gaji gaji berkala | ditandatangani
| berkala | oleh Kepala
5 | Mengoreksi dan memberi paraf pada surat | ... / Disposisi, surat 10 Menit | Surat kenaikan Dinas
kenaikan gaji berkala \>-‘- pengantar, gaji berkala P3APPKB
dokumen/berkas KP | Prov Kalteng
6 | Menyampaikan surat kenaikan gaji berkala l " Surat pengantar, 3 Menit Surat kenaikan
5 | I__]. dokumen/berkas KP gaji berkala
7 | Penandatangan surat kenaikan gaji berkala \ Surat pengantar, 15 Menit | Surat kenaikan
w<> va| dokumen/berkas KP gaji berkala
8 | Pemberian nomor surat dan distribusi Surat pengantar, 10 Menit | Surat kenaikan
© dokumen/berkas KP gaji berkala

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor SOP

[000.8.3.3/01/Sekre/DP3APPKE

Tanggal pembuatan | 2 Januan 2025

Disahkan oleh
Judul SOP

| Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan
Dinas P3APPKB Prov Kalteng

| Kepala Dinas P3APPKB Prov Kateng

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

' Undang-undang tentang ASN
Peraturan kenaikan pangkat

ahWN =

Memahami prosedur dan mekanisme kenaikan pangkat

. Memahami persyaratan berkas kenaikan pangkat

. Memahami jenjang pangkat dan golongan PNS

. Memahami ketentuan jabatan fungsional tertentu, struktural dan fungsional
. Memahami eselonering dan SOTK

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

"Izin belajar
Penggunaan gelar akademik

AWN =

. Buku peraturan perundang-undangan
. Surat dan berkas kenaikan pangkat

. Komputer/laptop

. Alat Tulis Kantor

| Peringatan

Pencatatan dan pendaftaran

L

' Kenaikan pangkat tidak dilanjutkan
| pengusulannya apabila persyaratan
 tidak lengkap

owm e

. Pengagendaan dan koreksi berkas usul kenaikan pangkat
. Inputing usul kenaikan pangkat
. Rakapitulasi usul Memenuhi Syarat (MS), Berkas Tidak Lengkap (BTL), Tidak Memenuhi

Syarat (TMS)

. Mengirimkan usul Kenaikan Pangkat (KP) ke BKD/BKN melalui aplikasi
. Koordinasi penerbitan SK KP PNS setelah mendapat persetujuan teknis dari BKD/BKN
. Melengkapi kembali berkas usul KP yang TMS

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

' 1 - ;|_ ~ Polaksana - - Muty Baku
Kasubba
" Keglatan Sekretaris | Umumdan | Pelaksana ':;""' “"'""“r'.‘::"" | Wakty Output R——
A S | Kepegawalan | s L i L !
1 Mengarahkan untuk mengidentifikas| | Disposisi 5 Manit Drsprss
PNS yang akan naik pangkat dan
| membuat surat usulan kenalkan
| | pangkat PNS il | Y | p—— B
| 2 | Mendala PNS yang akan naik pangkat Disposisi, draf surat 15 Ment Draf korsep sura
! | can mebuat konsep usulan kenakan ‘ pengantar, daftar nama pergantar da®ar
' ‘“;‘i“‘ *e"“;“i'a“ me":‘f‘:‘::{‘us I * Ej PNS yang akan naik nama PN3 yang
| pelaksana untuk mengetik su ulan i
| gan menginfokan kepada PNS yang panghst s
l bersangkutan untuk melengkapi berkas
kenalkan pangkat ]
'3 | Menyampaikan kepada PNS yang Daftar nama PNS yang akan | 5 Han Drafkonsep surat
| | bersangkutan untuk melengkapi berkas naik pangkat, disposisi, berkas | kerja pengantar KP, Werguar
[ | kenaikan pangkat, mengumpulkan dan PNS (SK CPNS, SK PNS, SK dokumen berkas Pargear
[ memeriksa kelengkapan berkas PNS I ! pangkat terakhir, karpeg | | KP “ormses
| | yang bersangkutan, mengetik draf usulan ijazah terkahir, SK jabatan, | 9.;:""-33
kenaikan pangkat dan menyerahkan SKP 2 Tahun terakhir, SK =
| konsep dan berkas ke Kasubbag Umum pencantuman gelar, SK PIAPPXE
| dan Kepegawaian pindah/mutasi, konversi NIP Prov
| 4 | Mengoreksi berkas dan memberi Disposisi, surat pengantar, | 10 Ment | Surat pengantar Kareng
para! pada surat pengantar usulan > <+ dokumen/berkas KP | dokumenberkas 2 anukan
kenaikan pangkat | KP o
5 | Mengoreksl dan memberi paraf pada |rem Disposisi, surat pengantar, | 10 Menit | Surat pengantar, BKD BN
surat pengantar usulan kenalkan % dokumen/berkas KP | dokumen/berkas
pangkat KP
6 Menyampaikan surat usulan KP I Surat pengantar, 3 Menit Surat pengantar,
beserta dokumen/berkas KP ® | ! ! dokumen/berkas KP dokumen/berkas
KP
7 Penandatangan surat pengantar Tew | Surat pengantar, 10 Menit Surat pengantar.
usulan KP L— / dokumen/berkas KP dokumen/berkas
Yo KP
8 Meneruskan usulan KP ke BKD/BKN Surat pengantar, 1 Hari Surat pengantar
l l O + dokumen/berkas KP l kerja dokumen/berkas

'NtP 19630?3‘7 199903 2 006

—~———

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2025




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP 1 |000.8.3.3/ ISekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi : |-
Tanggal Pengesahan :

Disahkan Oleh
Kepala DinaglP3APPKB
Provinsi Kali Tengah,

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M Kes
Pembina Utama Muda
NIP.-196807171999032006

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Nama SOP : Perencanaan Anggaran

1

2
3
4

1

1
2

3

Dasar Hukum

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Gubernur Nomorl1l Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan SOP

SOP Pengelolaan Surat Keluar

Peringatan

Apabila pengajuan RAK tidak dilaksanakan maka tidak dapat dilakukan proses Pengajuan UP
Uang Persediaan merupakan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali

(revelving)

Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada kas di bendahara

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami dan mengerti RKA SKPD
2. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excel)
3. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD dan E-Budgeting

Peralatan / Perlengkapan

1. RKA SKPD yang telah disahkan
2. Perangkat Komputer / Laptop
3. Aplikasi SIPD RI

4. Printer

Pencatatan dan Pendataan
1. Dokumen Cetak Usul RKA

2. Dokumen RKA




Prosedur Perencanaan Anggaran

Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kepala PPK Kasubba, Bendahara
Diflas Sekret:rls Keuangaﬁ Pengeluaran y Pergyaratan./ Kelavgiapn Wt U
1 |Menerima Usulan RKA SKPD (: Usulan RKA SKPD 5 menit|Usulan RKA SKPD diterima
2 Membuat Rekapitulasi RKA dan Anggaran Kas E Usulan RKA SKPD 30 menit|Rekapitulasi RKA dan Anggaran
Kegiatan per Triwulan Kas
3 |Menginput Rencana Anggaran Ke Aplikasi SIPD 240 menit|Konsep Usul Rencana Anggaran
8l

dan mencetak RKA Hasil Inputan

Rekapitulasi RKA dan Anggaran Kas

Koreksi dan Persetujuan Pimpinan dan

<>&

w/ N\,

Konsep Usul Rencana Anggaran

30 menit

Paraf Koordinasi;
Usul Rencana Anggaran ditanda
tangani pimpinan.

Menerima Persetujuan dari Sekretaris serta
menandatan&ani RKA Usulan

b

SPD Final.

20 menit

RKA Final.




Nomor SOP : |000.8.3.3/ ISekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan 3
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh

Kepala Diggs PAAPPKB
Provinst Ka an Tengah,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: A ADEN, M.M K
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN o u"':i:bi“ S:ama s <

KELUARGA BERENCANA NIP. 196807171999032006

Pengajuan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Surat Penyediaan

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP Dana (SPD)

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami dan mengerti DPA SKPD
2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD RI
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4, Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Uang Persediaan (UP)
5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan SOP

Peralatan / Perlengkapan

1 SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. DPA SKPD yang telah disahkan
2 S0P Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan 2. Perangkat Komputer / Laptop
Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD) 3. Aplikasi SIPD R1
4. Printer

Peringatan

1 Apabila pengajuan SPD tidak dilaksanakan maka tidak dapat dilakukan proses Pengajuan UP 1. Dokumen Cetak Usul RAK Per Triwulan
2 Uang Persediaan merupakan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) 2. Dokumen RAK

3 Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada kas tunai di bendahara




Prosedur Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kepala PPK/ Output
Kuasa BUD Dinas Sel ris JFU Persyaratan / Kelengkapan Waktu tpu
1 |Menerima Usulan RAK dari masing-masing Usulan dari PPTK berupa excel 5 menit{Rencana Anggaran Kas

bidang

O

Usulan dari PPTK berupa excel

20 menit

Rekapitulasi Rencana

2 |Membuat Rekapitulasi Anggaran Kas
Kegiatan per Triwulan Kas
WL
3 |Membuat Surat Permintaan Penerbitan SPD ; ; 10 menit
K Usul RAKd
beserta LampiranRAK I_._._ Rekapitulasi Anggaran Kas onsep Usu an 5PD
Paraf Koordinasi;
4 |Koreksi dan Persetujuan Pimpinan ¥i " Usul RAK dan SPD ditanda
:‘_ Konsep Usul RAK dan SPD 30 menit{tangani pimpinan.
Usul RAK dan SPD yang telah di
5 |Proses SPD ke PPKD / Kuasa BUD tanda tangani pimpinan; 1 minggu|Usul RAK/SPD telah
Anggaran Kas (DPA-SKPD) diserahkan.
6 |Menerima Persetujuan SPD dari Kuasa BUD Rencana Anggaran Kas Final 20 menit|RAK Final




Nomor SOP 000.8.3.3/ /Sekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi E

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Kepala Di PPKB
Provinsi Kal n Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH o LAE B RTIT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA o . RS
BERENCANA Pembina Utama Muda
NIP.'196807171999032006
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP Pengajuan Uang Persediaan (UP)

Dasar Hukum

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

o= W o

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan SOP

1 SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD);

2 SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD] / Bendahara Umum Daerah [BUD).

Kualifikasi Pelaksana

Peralatan / Perlengkapan

1. DPA SKPD yang telah disahkan
2. Perangkat Komputer / Laptop
3. Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan
4. Printer

1 Apabila pengajuan UP tidak dilaksanakan maka berpengaruh pada Ketersediaan Kas
2 Pelak an kegiatan menunggu kesiapan dana pada kas tunai di bendahara

Pencatatan dan Pendataan

1. Memahami dan mengerti DPA SKPD
2. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)
3. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIMDA Keuangan

4. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Uang Persediaan (UF)

1. Dokumen Cetak SPP dan Arsip SPM UP Final

2. Arsip 5P2D UP




Prosedur Pengajuan Uang Persediaan (UP)
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kuasa BUD Kepala PPK Kasubbag Bendahara IFU Persyaratan / Waktu Output Ket
Dinas Keuangan Pengeluaran Kelengkapan
1 ;’Sgerima Pessotu{uan SPhitart Biaax Q SPD Final, 10 menit|SPD Final telah diterima
2 b6 % DPA SKPD; SPD Final. 15 menit|SPP di tandatangani bendahara;
Pembuatan SPP dan SPM UP (SIPD) l —l i I Konsep SPM UP.
Ya Tilak SPP yang di tandatangani Paraf Koordinasi PPK;
3 |Koreksi dan Persetujuan Pimpinan i l*‘ bendahara; SPD Final; 30 menit|SPM UP ditanda tangani
Konsep SPM UP. Kadis.
SPD Final; SPP dan SPM
4 |Caeaes Prnerilian 302) dt koasa UP yang telah ditanda 2 hari|SPP dan SPM UP telah
tangani dan dicap. diserahkan.
5 [Menerima SP2D dari Kuasa BUD | Il SP2D UP Final 20 menit{SP2D UP Final
k
g |PenciloeadanTrandes lang i Baok ke | | $P2D UP Final 120 menit|Uang Persediaan
masing-masing PFTK
7 |Penarikan Tunai Bank pada oleh PPTK % ) Cek Giro 5 menit|No.Cek Giro dan Nilai

Penarikan telah terinput.




Nomor SOP 000.8.3.3/ /Sekre/DP3APPKE
Tanggal Pembuatan ¥
Tanggal Revisi : |-
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA Pembind Utama Muda
NIP. 196807171999032006
BERENCANA
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU-P)

Dasar Hukum

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentane Pedoman Peneelolaan Keuanegan Daerah

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan]

Daerah
7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan SOP

1 SOP Pengajuan Surat Penvediaan Dana (SPD);

2 SOP Program Kegiatan;

3 SOP Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Kesekretariatan;

4 SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD).

1 Apabila pengajuan GUP tidak dilaksanakan maka berpengaruh pada revolving kas di Bendahara
2 Pelaksanaan kegiatan akan terhambat apabila proses revolving kas melalui GUP tidak segera
diproses

Kualifikasi Pelaksana

. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan

. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)

. Memiliki ketelitian dalam verifikasi dokumen

. Memiliki pengetahuan tentang perpajakan

. Memahami Tugas dan Fungsi Pengelolaan Anggaran APED

. Memilikl Pengetahuan tentang Penatausahaan Keuangan

. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

=1 Oh Lo LI B

Peralatan / Perlengkapan

1. DPA SKPD yang telah disahkan

2. Perangkat Komputer / Laptop

3. Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan
4, Printer, Kalkulator, Pensil, Cap Verifikasi

Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumen Cetak SPP dan Arsip SPM GU beserta lampirannya

2. Dokumen/Arsip SP] GU beserta kelengkapannya

3. Dokumen Cetak Buku Kas Umum, Laporan Pertanggungjawaban (LP]) GU, SP| GU
4. Dokumen Cetak SP] Fungsional

5. Arsip SP2D GU




Prosedur Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU-P)

Pelaksana Mutu Baku
Ne Kegiatan K al P laksa dah P et
uasa Kepala PPK PTK / Pe na Kasubbag Bendahara JFU eruyarl-imm / Waktu Output
BUD Dinas Keg. Keunangan Pengeluaran Kelenghkap
1 |Menyerahkan Dokumen SP] Kegiatan 9
o Dokumen SP] Kegiatan 10 menit | Dokumen SP] diserahkan
2 |Verifikasi kelengkapan dokumen SP] ¢ T Dokumen SP] yang 2 hari Dokumen SPJ Kegiatan
diserahkan. telah diverifikasi.
: val Bukti Pengeluaran pada No. BKU tercatat pada Bukti
3 |Pencatatan No. BKU pada Bukti Pengeluaran 4‘? Dokumen SP] kegistan 60 menit |Pengeluaran
Tidak ,J:I
4 |Penginputan TBP pada Aplikasi SIPD | M— Bukti Pengeluaran 180 menit | Draft BKU dari Aplikasi
5 |Verifikasi Bukti Pengeluaran dengan BKU; <>" Draft BKU dari Aplikasi 60 menit |BKU telah diverifikasi.
Verifikasi Nilai Penarikan Pajak SIMDA Keuangan.
|‘re SSP pada Dokumen SP] BKU Final;
6 |Penginputan Penyetoran Pajak PPN dan PPh, Q Kegiatan; BKU yang telah 240 menit |LP] GU Final;
serta penginputan SP] GU pada SIPD diverifikasi. SP] GU Final.
7 |Pembuatan Register Rincian Objek dan ﬁ Bukti Pengeluaran, 2 hari Register Rincian Obyek.
Penyusunan Dokumen SP] 1 (asli) dan 4 (Arsip)
~ BKU Final;
Pembuatan SPP dan SPM GU (SIPD Penatausahaan LPJ GU Final; 15 menit |Konsep SPP dan
8 [Keuangan) ITidak
SP] GU Final. SPM GU
Tudak » / \ Konsep SPP, SPM GU; Paraf dan Cap Verifikasi;
9 |Koreksi nilai dan kelengkapan SPP, SPM, dan D‘— * o -+ BKU, 5P|, LP| Final 30 menit |SPP dan SPM GU telah
Per Pimpinan e Dokumen SP| GU Asli ditanda tangani.
SPP, SPM GU Final,
10|Proses Penerbitan SP2D di Kuasa BUD BKU, 5P], LP] Final 2 hari SP2D Final
Dokumen SP] GU Asli
11|Pencairan Uang di Bank | I SP2D Final 120 menit |Uang Kas
12| Transfer ke masing-masing PPTK (j cms 5menit |cms




Nomor SOP 000.8.3.3/ /Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi : |-
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh
Kepala Ding§ P3APPKB
Provinsi Kali n Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN dr. LINAE VI 1A ADEN, M.M Kes
KELUARGA BERENCANA Pembina Utama Muda
NIP, 196807171992032006
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan Nihil (GU-P Nihil)

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan

Keuangan Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
Tengah

1 SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD);

2 SOP Program Kegiatan;

3 SOP Setoran Pengembalian Belanja;

4 SOP Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Kesekretariatan;

5 S5OP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD).

1 Apabila pengajuan GUP Nihil tidak diproses pada akhir tahun anggaran, maka UP yang terdapat pada
Kas Tunai Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Daerah.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan
2. Memiliki ketelitian dalam verifikasi dokumen

3. Memiliki pengetahuan tentang perpajakan

4. Memahami Tugas dan Fungsi Pengelolaan Anggaran APBD

5. Memiliki Pengetahuan tentang Penatausahaan Keuangan
6. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Ganti Uang Persediaan Nihil (GU-P Nihil)

Peralatan / Perlengkapan

1. DPA SKPD yang telah disahkan

2. Perangkat Komputer / Laptop

3. Aplikasi S5IPD Penatausahaan Keuangan
4. Printer, Kalkulator, Pensil, Cap Verifikasi

Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumen / Arsip SP] GU Nihil beserta kelengkapannya

2. Dokumen Cetak SPP dan Arsip SPM GU Nihil beserta lampirannya
3, Surat Setoran Pajak [SSP) PPN beserta Faktur Pajak (jika ada)

4. Arsip Surat Setoran Pajak [SSP) PPh

5. Arsip SP2D GU Nihil




Prosedur Pengajuan Ganti Uang Persediaan Nihil (GU-P Nihil)
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan PPTK / Ket
Kepala Kasubbag | Bendahara Persyaratan /
K
uasa BUD| Dinas PPK l’el:::‘ana Keuangan | Pengeluaran JFU Kelengkapan Wakitu Output
1 |Menyerahkan Dokumen 5P) Kegiatan —D
7 %% 5[ -] Dokumen SPJ Kegiatan 10 menit|Dokumen SP] diserahkan
2 |Verifikasi kelengkapan dokumen SP] <"‘/-,— ook J Dokumen SPJ] GU 2 hari|Dokumen SP| kegiatan
vang diserahkan. telah diverifikasi.
Ya
3 |Pencatatan No. BKU pada Bukti Pengeluaran I I Bukti Pengeluaran pada 60 menit|No. BKU tercatat pada
Dokumen SPJ kegiatan Bukti Pengeluaran
4 |Penginputan Bukti Pengeluaran (TBP) GU Nihil sk Jf | Bukti Pengeluaran 180 menit|Draft BKU dari Aplikasi
Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan L dengan No, BKU
5 |Verifikasi Bukti Pengeluaran GU dengan BKU, <\\~‘r Draft BKU dari Aplikasi 60 menit|BKU telah diverifikasi.
Verifikasi Nilai Penarikan Pajak / SIMDA Keuangan.
. Ya SSP pada Dokumen BKU Final;
6 |Penginputan Penyetoran Pajak PPN dan PPh, W s SP] Kegiatan; 240 menit|LP] GU Final;
serta penginputan SP] GU Nihil pada SIPD | BKU yang telah diverifikasi. SP] GU Final.
7 |Pembuatan Register Rincian Objek dan Bukti Pengeluaran 240 menit|Register Rincian Obyek
Penyusunan Dokumen SP] 1 (asli) dan 4 [Arsip)
L 4 =
BKU Final;
B |Koreksi nilai dan kelengkapan LP] GU Final; 15 menit|SP] Final
Persetujuan Pimpinan e l
i > SP] Final
9 |di Kuasa BUD - +—<>‘ /\‘ Bukti Setor sisa UP 30 menit
v [ N/




Nomar SOP 000.8.3.3/ 1Sekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 25 Juli 2022

Disahkan Oleh

Kepala Dighs PJAPPKB
Provinsi Ka n Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr. LINAE VI IA ADEN, M.M Kes
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, Pembina Utama Muda
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NIP. 196807171999032006
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP Pengajuan Tambah Uang Persediaan Nihil (TU-P Nihil)

e L B e

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

tentang PedomanTeknis

SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD);

SOP Program Kegiatan;

SOP Setoran Pengembalian Belanja;

SOP Pengajuan Tambah Uang Persediaan (TU-P);

SOP Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Kesekretariatan;

Apabila pengajuan TUP Nihil tidak diproses dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal

SP2D TUP diterbitkan, maka dianggap tidak ada realisasi belanja dan anggaran yang telah diterima
harus disetorkan ke Kas Daerah.

Sisa belanja kegiatan yang tidak habis dipergunakan harus disetorkan ke Kas Daerah, dan

bukti setor harus di lampirkan pada saat pengajuan TU Nihil.

1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan

2. Memiliki ketelitian dalam verifikasi berkas

3. Memiliki pengetahuan tentang perpajakan

4. Memahami Tugas dan Fungsi Pengelolaan Anggaran APBD

5. Memiliki Pengetahuan tentang Penatausahaan Keuangan

6. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Tambah Uang Persediaan Nihil (TU-P Nihil)

Peralatan / Perlengkapan

1. DPA SKPD yang telah disahkan

2. Perangkat Komputer / Laptop

3. Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan
4. Printer, Kalkulator, Pensil, Cap Verifikasi

Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumen / Arsip SP] TU Nihil beserta kelengkapannya

2, Dokumen Cetak SPP dan Arsip SPM TU Nihil beserta lampirannya
3. Surat Setoran Pajak (S5P) PPN beserta Faktur Pajak (jika ada)

4. Arsip Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

5. Arsip SP2D TU Nihil




Prosedur Pengajuan Tambah Uang Persediaan Nihil (TU-P Nihil)

Pelaksana Mutu Baku
No Prosedur - 7 o oo 7 Ket
Kepala PPTK Kasu Ben ra Persyaratan
Waktu Output
R D Dinas i Pelaksana Keg. | Keuangan | Pengeluaran i Kelengkapan P
1 |Menyerahkan Dokumen SP} Kegiatan Dokiiiien/SP] TU Keglatan | 10moente [DOKumen SPITU
\ diserahkan
r
v
2 |Verifikasi kelengkapan dokumen SP| = Dokumen SP] TU 14 jam | Dokumen 5P] TU
| Tiaax yang diserahkan telah diverifikasi
Ya
3 |Pencatatan No. BKU pada Bukti Pengeluaran { I Bukti Pengeluaran pada 60 menit|No. BKU tercatat pada
Dokumen SP] kegiatan Bukti Pengeluaran
4 |Penginputan TBP TU pada Aplikasi SIPD e Bukti Pengeluaran 180 menit|Draft BKU dari Aplikasi
Penatausahaan Keuangan dengan No. BKU SIPD
5 |Verifikasi Bukti Pengeluaran TU dengan BKU, <> * Draft BKU dari Aplikasi 60 menit|BKU telah diverifikasi.
Verifikasi Nilai Penarikan Pajak SIMDA Ki B
Ya S5P pada Dokumen BKU Final;
6 |Penginputan Penyetoran Pajak PPN dan PPh, SP] Kegiatan; 240 menit|LP] TU Final;
serta penginputan SP] TU pada SIPD BKU yang telah diverifikasi. SP] TU Final.
7 |Pembuatan Register Rincian Objek dan Bukti Pengeluaran 240 menit|Register Rincian Obyek
Penyusunan Dokumen SP] 1 (asli) dan 4 (Arsip)
A 4
BKU Final;
8 |Pembuatan SPP dan SPM TU Nihil (SIPD) i LP] GU Final; 15 menit|Konsep SPP dan
SP] GU Final. SPM TU Nihil
/\ Tidak 1 o \ Konsep SPP, SPM TU; Paraf dan Cap Verifikasi;
9 Koreksnhmlal dfln kelengkapan 5PF, SPM, dan * \/ + a \/ + BKU, SPJ, LP] Final, 30 menit|5PP daf‘ SPM TU Nihil
Persetujuan Pimpinan Dokumen SP] TU Asli, telah ditanda tangani.
h 2 Bukti setor.
10 |Pengajuan Penerbitan SPZD TU di Kuasa BUD ] " > ) BKU, SPJ, LP] Final, 2 hari|SP2D Final
Dokumen SP] TU Asli,
Bukti setor.




Nomor SOP : 1000.8.3.3/ /Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi ;|-
Tanggal Pengesahan +
Disahkan Oleh
Kepala Di 3APPKB
Provinsi Ka n Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dr. LINAE VI 1A ADEN, M.M Kes
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA Permuing Uthms Muda
NIP. 196807171999032006
BERENCANA
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Gaji Pegawai

Dasar Hukum

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Peneelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan

Daerah
7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan,|
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

1 SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD);

2 SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD).

1 Apabila pengajuan LS Gaji Pepawai tidak segera diproses maka berpengaruh pada
tertundanya pembayaran gaji pegawai.

1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD P

Kewajiban Lainnya,

Peralatan / Perlengkapan
1. DPA SKPD yang telah disahkan

2. Perangkat Komputer / Laptop
3. Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan
4. Printer, Kalkulator.

Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumen / Arsip Daftar Gaji

4, Arsip SP2D LS Gaji

enatausahaan Keuangan dan SIMDA GAJl

2. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell}

3. Memiliki pengetahuan tentang Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil

4. Memahami Tugas dan Fungsi Pengelolaan Anggaran APBD

5. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Pembayaran LS Gaji Pegawai dan Pembayaran

2. Dokumen Cetak Daftar Potongan / Pembayaran Kewajiban lainnya dari setiap pegawai
3. Dokumen Cetak SPP dan Arsip SPM LS Gaji beserta lampirannya




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP 000.8.3.3/ ISekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

|A ADEN, M.M Kes
Utama Muda
NIF:196807171999032006

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Nama S0P Pengajuan Tambah Uang Persediaan (TU-P)

Dasar Hukum

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan|
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

2
3
4

1 SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD);
2 SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD).

1 Apabila TUP tidak diajukan maka berpengaruh pada ketersediaan anggaran untuk
melaksanakan kegiatan yang mendesak dan segera dilaksanakan, namun tidak dapat
dilakukan pembayaran dengan mekanisme UP maupun LS.

2 Pelaksanaan kegiatan menungeu kesia@n dana Eada kas tunal di bendahara

Kualifikasi Pelaksana

1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan

2. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excel)

3. Memahami Tugas dan Fungsi Pengelolaan Anggaran APBD

4, Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan Tambah Uang Persediaan (TU-P)

Peralatan / Perlengkapan

1. DPA SKPD yang telah disahkan

2. Perangkat Komputer / Laptop

3. Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan
4. Printer

Pencatatan dan Pendataan
1. Dokumen Cetak SPP dan Arsip SPM TU-P beserta lampirannya
2. Arsip 5P2D TU-P




Prosedur Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Gaji Pegawai
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kepala Kasubbag | Bendahara
Kuasa BUD Dinas PPK Keuangan |Pengeluara JFU Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output
1 |Merminta Print Out / Cetak Daftar Gaji dari PPKD D KP4, SK Jabatan (jika ada), ﬁ::;: faﬂarﬁa’i yang
SK Kenaikan Gaji Berkala (jika ada),
SK Kenaikan Pangkat (jika ada).
2 |Pembuatan SPP dan SPM LS Gaji (SIMDA Keu), : .{: :] Konsep Daftar Gaji;
Pembustan Daftur Potorgun | Konsep Daftar Gaji yang diterima. 15 menit gzg?pil:: S::’ N
ik /1\ Konsep Daftar Gaji; SPP LS Gaji ditanda
3 |Verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, » Konsep SPP dan SPM LS Gaji 15 menit |tangani Bendahara,
Daftar Potongan Kewajiban Pegawai. N Konsep Daftar Potongan Konsep Daftar Potongan.
Ya Konsep Daftar Gaiji; Konsep Daftar Paraf koordinasi;
4 |Persetujuan Pimpinan l_l._ Ya \‘ Potongan, SPP LS Gaji Final; 30 menit |Daftar Gaji ditandatangani,
Konsep SPM LS. SPM LS dan Daftar
Potongan diitandatangani.
5 |Pengajuan Penerbitan SP2D di Kuasa BUD | LI"' Daftar Gaji, SPP dan SPM yang 2 hari SP2D LS Gaji
telah ditanda tangani dan dicap.
6 |Proses Pencairan di Bank +{ i SP2D LS, Daftar Potongan Final 60 menit |Gaji Terbayarkan

Keterangan Lampiran SPP LS Gaji antara lain : (sesuai peruntukannya)
SK CPNS;
2 SKPNS;
3  SK kenaikan pangkat;
4 SKjabatan;
5  kenaikan gaji berkala;
6  surat pernyataan pelantikan;
7  surat pernyataan masih menduduki jabatan;
B surat pernyataan melaksanakan tugas;
9  daftar keluarga (KP4);
10 fotokopi surat nikah;
11 fotokopi akte kelahiran;
13 daftar potongan sewa rumah dinas;
14  surat keterangan masih sekolah/kuliah;
15  surat pindah;
16 surat kematian;




Nomor SOP : 1000.8.3.3/ /Sekre/DPIAPFPKB

Tanggal Pembuatan b

Tangsal Revisi v )=

Tanggal Pengesahan 3

Disahkan Oleh

Kepala Digas PAAPPKB
Provinsi K n Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dr. LINAE 1A ADEN, M.M Kes
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Pembina Utama Muda
KELUARGA BERENCANA NIP. 196807171999032006
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP Pembayaran Langsung (LS) Barang dan Jasa

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah
5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan

Keuangan Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 SKPD Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

_

1 SOP Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD);
2 S0P Program Kegiatan;
3 SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD).

1 Apabila pengajuan LS B] tidak segera diproses maka berpengaruh pada pembayaran

pelaksanaan kegiatan kepada pihak ketiga menjadi terhambat.

1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan

2. Memiliki ketelitian dalam verifikasi berkas

3. Memiliki pengetahuan tentang perpajakan

4. Memahami Tugas dan Fungsi Pengelolaan Anggaran APBD

5. Memiliki Pengetahuan tentang Penatausahaan Keuangan

6. Memahami Proses dan Prosedur Peembayaran Langsung (LS) Barang/Jasa

Peralatan / Perlengkapan
1. DPA SKPD yang telah disahkan

2. Perangkat Komputer / Laptop
3. Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan
4. Printer

1. Dokumen / Arsip Surat Perjanjian Kerja (SPK), BA Pemeriksaan, BA Serah Terima

2. Dokumen Cetak SPP dan Arsip SPM LS Barang dan Jasa beserta lampirannya
3. Surat Setoran Pajak [SSP) PPN beserta Faktur Pajak (jika ada)
4. Arsip Surat Setoran Pajak (SSP) PPh

5. Arsip SP2D TU Nihil




Prosedur Pembayaran Langsung (LS) Barang dan Jasa

ditanda tangani.

Pelaksana Mutu Baku
- Keghian K Kepala PPTK / Kasubbag | Bendaha P tan / Her
uasa epa ndahara ersyaratan o i
BUD | Dinas | ''X | Pelaksana | Keusngan | Pengeluaran | IFU Kelengkapan Waktu e
1 |Menyerahkan Dokumen LS Barang dan Jasa Dokumen LS B] 10 menit Dlokumen LS B] telah
er diserahkan
3 Surat Perjanjian Kerja,BA
2 |Verifikasi kelengkapan dokumen SPJ tidak / \ va Selesai Pekerjaan, BA 15 menit|{Dokumen LS B)
v Pemeriksaan, BA Serah terverifikasi
Terima,BA
PembayaranFaktur Pajak
{PPN}, SSP Kwitansi
K
3 |Penginputan Data Kontrak, Pembuatan SPP dan i Dokumen LS B] 15 menit|{Konsep SPP dan
SPM LS dan Pemotongan Pajak (SIPD)
terverifikasi SPM LS
lidak > /
4 |Koreksi dan Persetujuan Pimpinan E I" va \/: Dokumen LS BJ, 30 menit|SPP dan SPM LS
Konsep SPP, SPM LS telah ditanda tangani.
5 |Pengajuan Penerbitan SP2D di Kuasa BUD [ ]l SPP dan SPM LS yang 2 hari|SP2D LS




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP

000.8.3.3/ /Sekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Pembird Utama Muda
NIP-196807171999032006

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Nama SOP

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Dasar Hukum

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

1 SOP Proses Rekonsiliasi Keuangan;

2 SOP Proses Rekonsiliasi Aset / Barang Milik Daerah;

3 SOP Proses Rekonsiliasi Barang Pakai Habis;

4 SOP Setoran Pengembalian Belanija;

5 S0P Pengelolaan Barang Inventaris;

6 SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD

1 Laporan Keuangan merupakan suatu kewajiban dan bentuk tanggung jawab dari entitas
dalam memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan

Peralatan / Perlengkapan
1. DPA SKPD yang telah disahkan
2. Perangkat Komputer / Laptop

3. Aplikasi SIPD
4. Printer

Pencatatan dan Pendataan
1. Dokumen Cetak Laporan Keuangan

1. Memahami dan mengerti DPA SKPD

2, Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)
3. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD Rl

4, Memahami Teknik Penyusunan Laporan Keuangan




Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
¥ Inspektorat Kepala Dinas z:::::ﬁ JFU Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output
1 |Pembuatan SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan ( }— Konsep SK 20 menit|Konsep SK
y
2 |Pengetikan SK Tim Peny 1an Laporan K I—&—E | Konsep SK 15 menit|Konsep 5K
3 |Koreksi dan Persetujuan Pimpinan Q_LQ- Konsep SK 30 menit|SK di paraf koordinasi dan
ditanda tangani pimpinan
\ Setoran Pengembalian, Rek.Koran,
4 |Pengumpulan Data dan Bahan yang terkait serta \\‘ I Dokumen Cetak Data Keuangan, 3 hari |Konsep Laporan Keuangan
Pengetikan Narasi Laporan Keuangan Dokumen Cetak Data Aset,
Dokumen Cetak Data Persediaan,
Beban dibayar dimuka.
¥
5 |Koreksi dan Persetujuan Pimpinan D_._:_, Konsep Laporan Keuangan 1 hari |[Laporan Keuangan ditanda
tangani
6 |Review Laporan Keuangan | : Laporan Keuangan Final 1 minggu|Laporan Keuangan telah

di review




Nomor SOP : |000.8.3.3/ /Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi : |-
Tanggal Pengesahan H
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK Pembina Utama Muda
DAN KELUARGA BERENCANA NIP. 196807171999032006
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP Proses Rekonsiliasi Keuangan Per Bulan

Dasar Hukum

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan

Keuangan Daerah
7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

1 SOP Setoran Pengembalian Belanja;

2 SOP Proses Rekonsiliasi Aset / Barang Milik Daerah;

3 SOP Proses Rekonsiliast Barang Pakai Habis;

4 S0P Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD)
5 50P Pengelolaan Surat Masuk
6 SOP Pengelolaan Surat Keluar

1 Apabila rekonsiliasi keuangan tidak dilakukan, maka akan menyebabkan ketidak cocokan /
perbedaan data realisasi keuangan dan kondisi kas antara Bendahara Pengeluaran di SKPD
dengan Bendahara Umum Daerah (BUD) di SKPKD

Kualifikasi Pelaksana

1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Pelaporan
2. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)

3, Mengetahui Prosedur Rekonsiliasi Keuangan

Peralatan / Perlengkapan

1. Perangkat Komputer / Laptop

2. Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Pelaporan
3. Printer

Pencatatan dan Pendataan
1. Dokumen Cetak / Arsip BA Rekonsiliasi Keuangan




Prosedur Proses Rekonsiliasi Keuangan

Mutu Baku
No Kegiatan y Kasubbag | Bendahara Ket
Sekretari W t
Kepala Dinas| Se ris Keuangan |Pengeluaran JFU Persyaratan / Kelengkapan aktu Outpu
1 |Menerima Surat Masuk / Jadwal Pelaksanaan ( ) Surat / Jadwal Pelaksanaan 10 menit|Disposisi pimpinan

Rekonsiliasi Keuangan

Rekonsiliasi Keuangan

2 |Menerima disposisi pimpinan I J——DI Surat / Jadwal Rekon. Keu 10 menit|Disposisi surat dari pimpinan
Disposisi pimpinan.
k Draft BA Rekonsiliasi Keu
3 |Pengumpulan Data Realisasi Keuangan dan Q—‘[ J" Disposisi surat. 120 menit|Draft LRA, SP| Fungsional,
Pengetikan Naskah BA Rekonsiliasi Keuangan Wi SP] per kegiatan, BKU
Draft BA Rekonsiliasi Keu
Ya
4 |Koreksi dan Tanda Tangan Pimpinan =<> Draft LRA, SP] Fungsional, 30 menit{BA Rekon. Keu dan lampiran
SP| per kegiatan, BKU, pendukung ditandatangani.
Bukti setor.
r BA Rekon. Keu dan lampiran BA Rekon. Keu dan lampiran
5 |Proses Rekonsiliasi di BKAD Provinsi Kalteng ( } pendukung yang telah 1 minggu |pendukung ditandatangani

ditandatangani.

petugas dan pejabat rekon

di SKPKD




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP : |000.8.3.3/ 1Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan 3
Tanggal Revisi H
Tanggal Pengesahan $
Disahkan Oleh

Pembina Utama Muda
NIP, 196807171999032006

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Nama SOP H Proses Rekonsiliasi Barang Pakai Habis

Undang-undang Ne. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6 Peraturan Menteri Dalam Negerli Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
limantan Tenga

-l B e

SOP Pengelolaan Barang Pakai Habis;

SOP Pengelolaan Surat Masuk

SOP Pengelolaan Surat Keluar
SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD)

B e

Data antara penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis dengan realisasi belanja. Apabila
rekonsiliasi barang pakai habis tidak dilakukan, maka akan menyebabkan ketidakakuratan

1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell}

2. Mengetahui Prosedur Pengelolaan Barang Pakai Habis

Peralatan / Perlengkapan
1. Perangkat Komputer / Laptop
2. Printer

Pencatatan dan Pendataan
1. Dokumen Cetak / Arsip BA Rekonsiliasi Barang Pakai Habis




Prosedur Proses Rekonsiliasi Barang Pakai Habis

BA Rekon dan lampiran

Penyimpan Barang dan
Atasan langsung, serta
diketahui oleh Kadis

BA Rekon. Keu dan lampiran

Mutu Baku
Sekretaris / Kasu
bbag
¥e et Kepala Dinas Pe::il:: ::;an Keu:ngan & P;r:s::s Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output e
B set
1 |Menerima Surat Masuk /Jadwal Pelaksanaan ( } Surat / Jadwal Pelaksanaan |10 menit | Disposisi pimpinan
Rel iliasi Rekonsiliasi
r
2 |Menerima disposisi pimpinan I I——b{7 ] Surat / ladwal Rekonsiliasi; [10 menit | Disposisi surat dari pimpinan
Disposisi Pimpinan.
Draft BA Rekonsiliasi;
3 |Pengumpulan Data Penerimaan, Pengeluaran dan Disposisi surat. 120 menit |Draft Laporan Penerimaan &
Inventarisasi Stock Opname Barang Pakai Habis serta - (- Pengeluaran Barang Pakai
Pengetikan Naskah BA Rekonsiliasi Habis;
Draft Rekap Penerimaan &
Pengeluaran Barang Pakai
[rudak Draft Rekap Stock Barang;
Draft BA Inventarisasi
Barang Pakai Habis.
BA Rekon. dan lampiran
4 |Koreksi / verifikasi internal dan Persetujuan Pimpinan Draft Dokumen Rekon 30 menit  |pendukung ditandatangani




Nomor SOP : |000.8.3.3/ /Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan -
Tanggal Revisi o
Tanggal Pengesahan 3
Disahkan Oleh
Kepala Di BAPPKB
Provinsi K n Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN dr. ""'xmb E't“ “Di':-:""“ Kes
ERE A ina Utama Muda
SELDARGAR NCAK NIP. 196807171999032006
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP g Proses Rekonsiliasi Aset / Barang Milik Daerah
1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD dan SIMDA BMD
2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2, Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIMDA BMD
3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 4. Mengetahui Prosedur Rekonsiliasi Aset

Daerah
5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan

Keuangan Daerah
7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan

1 SOP Pembayaran Langsung (LS) Barang dan Jasa; 1. Perangkat Komputer / Laptop
2 SOP Pengelolaan Barang Inventaris; 2. Aplikasi SIMDA BMD
3 SOP Pengelolaan Surat Masuk 3. Printer

4 SOP Pengelolaan Surat Keluar
5 SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah / Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pencatatan dan Pendataan

1 Apabila rekonsiliasi aset tidak dilakukan, maka akan menyebabkan ketidakakuratan data realisasi 1. Dokumen Cetak / Arsip BA Rekonsiliasi Aset
belanja modal pengadaan barang dan penambahan nilai aset yang dimiliki SKPD




Prosedur Proses Rekonsiliasi Aset / Barang Milik Daerah

Pelaksana Mutu Baku
Sekretaris /
N Kegiatan Ket
e gia Kepala Dinas Pejabat Keu';s"z':'im P;”gamn‘" s ':;';Z’:ma“ / Waktu Output ¢
Penatausaan £ 8 Shapen
1 |Menerima Surat / Jadwal Pelaksanaan Rekonsiliasi [ } Surat / Jadwal Pelaksanal 10 menit|Disposisi Pimpinan

Aset

Rekonsiliasi

b
2 |Menerima disposisi pimpinan H———u{ } Surat / Jadwal Rekon. Ke{ 10 menit|Disposisi Pimpinan
Disposisi Pimpinan,
Draft BA Rekonsiliasi, SP]

3 |Pengumpulan Data Realisasi Keuangan, Realisasi ok ,—1" Fungsional, LRA, Dok Kontrak
Belanja Modal, Data Persediaan Barang Pakai Habis, . :l Disposisi Pimpinan 180 menit|Draft Akumulasi Penyusutan;
Penghitungan Penyusutan dan Pengetikan Naskah BA BA Rekon Persediaan Final;

. ) Ya \ ‘ BA Rekon. dan lampiran
4 |Koreksi / verifikasi internal dan Persetujuan Pimpinan E:{ / Draft Dokumen Rekon 30 menit pendulung ditandatangani
F BA Rekon. Keu dan lampiran

BA Rekon. dan lam

5 |Proses Rekonsiliasi di SKPKD Provinsi Kalteng e 1 minggu |pendukung ditandatangani
pendukung yang telah ;

_ i petugas dan pejabat rekon

ditandatangani

di SKPKD




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor S0P 000.8.3.3/ ISekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi =
Tanggal Pengesahan ;

Disahkan Oleh

dr. LINAE ORIA ADEN, M.M Kes
Pembina Utama Muda
NiIP. 196807171999032006

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Pengelolaan Barang Pakai Habis

Nama SOP

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan

Keuangan Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

1 SOP Program Kegiatan;

1 Apabila pengelolaan barang pakai habis tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka
Penyimpan Barang tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.

2 Pengelolaan Barang Pakai Habis merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang
harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku,

Kualifikasi Pelaksana
1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)
2. Mengetahui Prosedur Pengelolaan Barang Pakai Habis

Peralatan / Perlengkapan
1. Perangkat Komputer / Laptop
2. Printer

Pencatatan dan Pendataan
1. Dokumen Cetak / Arsip Laporan




Prosedur Penerimaan Barang Pakai Habis

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
PPTK / Penyedia Persyaratan /
P Bara ktu Output
Barang i it Kelengkapan b P
1 |Menyerahkan Barang dari Proses Pembelian C) Fisik Barang, Nota Pembelian| 5 menit|{Barang telah diserahkan
2 |Menerima Barang dari Proses Pembelian, ' Fisik Barang, Nota Pembelian| 20 menit|BA Penerimaan Barang;
Menyimpan barang dan melakukan pencatatan pada I J Barang diterima dan telah dicatat
buku penerimaan pada buku penerimaan barang
Y
3 |Pengarsipan Dokumen ( ) BA Penerimaan Barang 5 menit|BA Penerimaan Barang
Prosedur Pengeluaran Barang Pakai Habis
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Ket
Kepala Bidang / Persyaratan / o
Barang utput
Pelaksana Kegiatan Vengerns Kelengkapan Waktu tp
1 |Pengurus barang menyerahkan barang sesuai nota Fislic Barang 15 Menit |B3ra08 diserahkan kepala
permintaan barang Notz Permintaan Barang Bidang/Pelaksana Kegiatan
2 |Menerima barang l } ;!:r:: f;;::;‘lt;ig:;;a:agm 10 Menit Nota Permintaan Barang Barang telah
i diserahkan ; BA Penyerahan Baran
_./ (lengkap tanggal dan nomor) Ha y &
Nota Permintaan Barang; Nota Permintaan Barang
3 |Pengarsipan Dokumen % ) BA Penyerahan Barang 5 menit|BA Penyerahan Barang




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Nomaor SOP : |000.8.3.3/ 1Sekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan 1 0
Tanggal Revisi £ s

Tanggal Pengesahan : 0
Disahkan Oleh .

Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Nama SOP : Pengelolaan Barang Inventaris

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah
5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah

1 SOP Pembayaran Langsung (LS) Barang dan Jasa;

1 Apabila pengelolaan barang inventaris tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan
berpengaruh pada lemahnya pengawasan terhadap barang milik daerah.

2 Pengelolaan Barang Inventaris merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang
harus dilakukan sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)
2. Mengetahui Prosedur Pengelolaan Barang Inventaris

Peralatan / Perlengkapan
1. Perangkat Komputer / Laptop
2. Printer

Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumen Cetak / Arsip Laporan




Prosedur Pengelolaan Barang Inventaris

Pelaksana Mutu Baku
No Prosedur
Penyedia Barang / | Pengurus
Kepala Dinas Il(epala Bidan Pihak Ketiga Barang Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output
Surat Perjanjian Kerja (SPK};
1 |Menyerahkan barang pembelian belanja ' } BA Pemeriksaan Barang; 10 menit | Barang telah diserahkan

modal (pengadaan barang)

BA Serah Terima Barang;
Fisik Barang sesuai BAST.

Surat Perjanjian Kerja (SPK);
BA Pemeriksaan Barang;

Barang diterima dengan kondisi baik dan
lengkap sesuai BAST;

2 |Menerima dan menyimpan barang dari 30 menit
penyedia barang dan melakukan | | |BA Serah Terima Barang; Barang inventaris telah disimpan;
pencatatan pada Buku Barang Inventaris Fisik Barang sesuai BAST. Buku Penerimaan Barang Inventaris;
Buku Hasil Pengadaan; Kartu Barang.
[ | Daftar Penerimaan Barang dari
3 |Penatausahaan barang Buku Hasil Pengadaan; 30 menit |Pihak Ketiga; Kodefikasi Barang;
Buku Penerimaan Barang Inventaris. KIB (A,B,C,D,E,F); Buku Inventaris.
] Arahan pimpinan / disposisi terkait
4 |Pelaporan dan koordinasi dengan pimpinan |_—l Daftar Penerimaan Barang dari 15 menit |penvaluran barang inventaris;
Pihak Ketiga; Sural Perintah Pengeluaran/Penyaluran
4 Bukti Pengambilan Barang dari Gudang;
5 |Pengambilan barang dari tempat | Surat Perintah Pengeluaran / 20 menit [BA Penyerahan Barang;

penyimpanan

Penyaluran

Buku Pengeluaran Barang;




Nomor SOP : [000.8.3.3/ ISekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan : 0
Tanggal Revisi ;|-
Tanggal Pengesahan : " 0
Higatiksn Oleh ' Kepala Digfs PBAPPKB
Provinsi K tan Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dr. LINAE VIEYORIA ADEN, M.M Kes

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Pembina Utama Myda
NIP, 196807171999032006

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Nama SOP Pemeliharaan Barang Inventaris

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah
5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Pengelolaan Keuangan Daerah
7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

tentang PedomanTeknis

1 SOP Program Kegiatan.

1 Apabila pemeliharaan barang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan
berpengaruh pada masa manfaat dari suatu barang akan menurun.
2 Kondisi suatu barang sangat mempengaruhi kinerja operasional kantor.

Kualifikasi Pelaksana
1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)
2. Mengetahui Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peralatan / Perlengkapan
1. Perangkat Komputer / Laptop
2. Printer

Pencatatan dan Pendataan
1. Dokumen Cetak / Arsip Laporan




Prosedur Pemeliharaan Barang Inventaris

Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Pengurus Barang

Persyaratan / Kelengkapan

Wakitu

Output

Melaporkan kerusakan barang inventaris

C_O—T—

Barang dalam kondisi rusak.

10 menit

Kerusakan barang telah dilaporkan.

Ket

]

Barang rusak dan masih dapat

Menvesuaikan

Barang dalam kondisi baik.

2 |Melakukan perbaikan melalui jasa service
diperbaiki
3 [Menyerahkan kepada bidang / pemilik CD Barang dalam kondisi baik. | 10 menit Barang telah diserahkan kembali.
barang
Y
4 |Pencatatan dalam buku pemeliharaan ( ) Kwitansi / Nota Perbaikan 10 menit Buku Pemeliharaan Barang




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor S0P 000.8.3.3/ ISekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan € 0
Tanggal Revisi : |-
Tanggal Pengesahan % 0
Disahkan Oleh ¥

RIA ADEN, M.M Kes
Utama Muoda
NIP. 196807171999032006

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Nama SOP Kesekretariatan

R

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

SOP Pengelolaan Surat Keluar

Apabila SPPD tidak diajukan, maka akan menghambat proses koordinasi dan konsultasi

dalam rangka pelaksanaan tugas.

Apabila koordinasi dan konsultasi tidak dilakukan, maka dapat mempengaruhi kelancaran proses
pelaksanaan kegiatan.

i Pelaks:

1. Memahami dan mengerti DPA SKPD
2. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell)
3. Memahami Proses Pengajuan SPFD

Peralatan

rlenghkapan
1. DPA SKPD vang telah disahkan
2. Perangkat Komputer / Laptop
3. Printer

Pencatata n Pendataan

1. Kartu Kendali SPPD Pegawai




Prosedur Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Kesekretariatan

Pelaksana Mutu Baku
No Prosedur Ket
Pelaksana Kepala Bendahara Kasubbag Umum Kasubbag w
SPPD Dinas e Pengeluaran PPTK | jan Kepegawaian | Keuangan JFU | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu Output
1 |Menerima Arahan / Disposisi (’ ] Arahan / Disposisi Surat 5 menit |Arahan / Disposisi Surat
Surat Masuk o Masuk Masuk
Tidlak
2 |Pengetikan Surat Tugas, SPPD P{ Arahan / Disposisi Surat 20 menit |Konsep SPT dan SPPD
| — [ |Masuk
——— 1 v /;\~ Paraf koordinasi,
3 |Koreksi dan Persetujuan r‘--‘ * =3 — Konsep SPT dan SPPD 30 menit |SPT dan SPPD telah ditanda
Pimpi — S tangani

[ SPT dan SPFPD telah diberi

4 |Pemberian Nomor SPT dan SPPD |

SPT dan SPPD yang telah 20 menit |nomor; Buku Kendali SPPD
ditanda tangani Pegawai.

Melakukan Perjalanan Dinas dan r
5 |Proses Pertanggungjawaban . SPT dan SPPD yang telah - SPPD telah dilaksanakan
SPPD : - | ditanda tangani. dan disahkan
—Y_ ISPPD yang telah disahkan, Konsep Rincian Pengeluaran
6 |Membuat Rincian Pengeluaran SPT, Bill Hotel, Tiket PP, 20 menit |Riil; Konsep Bukti Pengeluaran.
Riil SPPD. Laporan SPPD.
N I Konsep Bukti Pengeluaran;
7 |Verifikasi Nilai dengan Bukti Riil s = Konsep Rincian Pengeluaran |30 menit |Rincian Pengeluaran Riil;
Riil; Bill Hotel, Tiket
Transport.
. Metikikin pambayaran Clvansier) dan Rincian Pengeluaran Riil; i Rincian Pengeluaran Riil dan

Pengesahan Bukti Pengeluaran

Bukti Pengeluaran, SPPD,

SPT, Laporan SPPD.

Bukti Pengeluaran ditanda

tangani




Nomor SOP : |1000.8.3.3/ /Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan : 0
Tanggal Revisi : |-
Tanggal Pengesahan : 0
Disahkan Oleh :

Kepala Din PPKB
Provinsi Kali

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dr. unaE vickdia ADEn, M. Kes
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA Pembina Utama Muda
BERENCANA NIP. 196807171999032006
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP : Proses Pendampingan Pemeriksaan Internal

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelalksana

1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1. Memahami SAP

2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
) 2. Memahami DPA

3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Memahami Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Memahami Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentane Pedoman Peneelnlaan Keuanean Daerah
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan SOP

Peringatan

Peralatan / Perlengkapan

Arsip / Dokumen 5P)

Pencatatan dan Pendataan

1 Apabila pendampingan pemeriksaan internal tidak dilaksanakan, maka akan menghambat
kelancaran proses audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.

2 Jika audit internal tidak berjalan lancar, maka dapat mempengaruhi opini terhadap kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Provinsi Kalimantan Tengah




Prosedur Proses Pendampingan Pemeriksaan Internal

Pelaksana Mutu Baku
No Prosedur PPK / PPTK / Kasubbag Ket
ﬁ:t:.?tlur lli;ilnas Sekretaris Bendahara / Keuangan dan JFU ;Zi’;:l::a:: Waktu Output
Pengelola Barang Aset P
1 [Memberikan Arahan / Menerima C) Arahan / Disposisi 10 menit Disposisi Surat Masuk
Surat Masuk Surat Masuk
2 [Mengumpulkan Data dan Dokumen | ' Disposisi Surat Masuk |1 hari Data dan Dokumen telah
yang diperlukan . terkumpul
3 [Memenuhi panggilan Tim Auditor guna :II '——-[ I| Data dan Dokumen Menyesuaikan |Keterangan telah
memberikan keterangan disampaikan disampaikan dengan
jelas, rinci dan transparan
4 |Pengetikan Isian Data Umum Kertas 3 E:E:hr IsianData 30 menit Draft Isian Formulir
j i Kertas Kerja
Kexfi Pemieri s Pemeriksaan
Formulir telah ditanda
¥,
5 |Koreksi dan Tanda Tangan Persetujuan ( :~ - \> < Draft Isian Formulir |60 menit tangani dan diserahkan
serta menyerahkan ke Tim Auditor kepada Tim.
6 |Menerima LHP dari Tim Auditor ( } Laporan Hasil Menyesuaikan | Disposisi
7 |Memilah-milah hasil LHP dan Laporan Hasil Pemerikq60 menit LHP telah dipilah-pilah
mendistribusikan kepada pejabat Disposisi dan telah didistribusikan.
pengelola uang dan barang untuk
memberikan tanggapan / jawaban atas
LHP tersebut.
8 |Memberikan jawaban / tanggapan dan LaperanHanl 1 hari Jawaban dan tindak lanjut
+ Pemeriksaan
10 |Membuat draft/konsep laporan jawaban ‘{ ‘_"I | Jawaban atas LHP 120 menit Draft Laporan Jawaban
hasil pemeriksaan 4 Hasil Pemeriksaan
-+ -
laporan jawaban hasil pemeriksaan. O"’<> ‘2>' Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan telah
ditanda tangani
12 |Menyampaikan Laporan tersebut Laporan Jawaban yang | 30 menit Laporan Jawaban telah

ke instansi terkait.

ditandatangani

diserahkan




Nomor SOP ;1000.83.% 1Sekre/DP3APPKB

Tanggal Revisi e
Tanggal Pengesahan ; 24/04/2025
Disahkan Oleh I

Kepala Dj 3APPKB
Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dr, LINAE ORIA ADEN, M.M Kes

Pembina Utama Muda

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN NIP. 196807171999032006

KELUARGA BERENCANA

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Nama SOP : Setoran Pengembalian Belanja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan
2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer (MS. Word dan Excell}
3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Mengetahui Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5 Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun

2006 tentane Pedoman Peneelolaan Keuanean Daerah

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

7 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlenghkapan
1 SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan Nihil (GU-P Nihil); 1. Perangkat Komputer / Laptop
2 SOP Pengajuan Tambah Uang Persediaan Nihil (TU-P Nihil); 2. Printer

3 S0P Proses Pendampingan Pemeriksaan Internal.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1 Setoran pengembalian belanja merupakan suatu bentuk tanggung jawab vang harus dilakukan 1. Dokumen Cetak / Arsip Laporan
apabila ditemukan kelebihan bayar setelah SP2D terbit, sisa dana TU yang tidak habis digunakan,
dan/atau sisa UP pada setiap akhir periode anggaran.




Prosedur Setoran Pengembalian Belanja

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Bendahara Pengeluaran

JFU

Persyaratan / Kelengkapan

Waktu Qutput

Ket

Menghitung nilai setoran pengembalian (Sisa TUP,
Sisa UP akhir tahun}

-

Dokumen SP] TU Nihil /
Dokumen SP| GU Nihil /
Hasil verifikasi

10 menit |Nilai yang harus disetorkan
ke Kas Daerah

Nilai yang harus disetorkan

15 menit |Draft STS

2 |Pembuatan STS (Surat Tanda Setoran) Tidok J—‘j
ke Kas Daerah
3 |Koreksi, tanda tangan STS dan melakukan <\~ Draft STS 10 menit |STS telah ditandatangani dan
penyetoran melalui Bank / Kantor Pos terdekat. / Uang telah disetorkan
4 |Penginputan bukti setor (TU Nihil dan GU Nihil) pada STS yang telah disahkan. 20 menit |Bukti setor telah terinput /

aplikasi SIPD atau melakukan penjurnalan
apabila setoran tersebut merupakan kelebihan bayar
setelah SP2D terbit;

telah dilakukan penjurnalan.
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Prosedur Penyusunan Frogpram Kerja

Pelaksana Mutu Baku
Na. Kegiatan Koordinator Kepala U Kel Wakt o Kt
L FT, n aktu uiput
Penyusunan | Sekretarf Dinas iFL/l engkapa pu
Pwm
1 | Wembuat furatuotuk bapriap Sunat Perimiah Thar  |Surst Permiah
Ridang ag tr Mengumn pulban PergiUmpal. iy Laporan
Program bana
2 | Memnarsfiurar Pengompdan Surak Perintah 1har  |Surat Perieinh
Program bara dan Menyerahican Pesgumpulan Laporan PFengumpual nlaporan
KepadaSekretaria yang w.dah diparsf
T | Memarat'urat dan Menyerahkan b Subat Perintah ihari  [Serm Periniah
Keprda Xapal Thaas | Pergumpulan Laporan Pengumpal.oLaporan
yang sudah diparaf yarp sudah diparal
Ka:ubag
L L it pougi Surat P pul Sayat Perintah Zharl  |Surad Prrivah
Wogram Kenia 1 ; Pevgumpulan laporan tPengum pul i Laporn
yaig sudih diparad vang sudah
Sel retaric ditandatany mi
S | Menggenc abundan Membagan Swax Penniah Fjaen  |Sural Prrintah
Surat ke Tiap - Tiap Bidarg Pergumpulan Laporan [ Penguin pul.in Laporn
I ] yang sudah
ditmnd i Kepala
| e as
6 | Masointa]vogram Kera gadi Tlap- Suiat Perintzh 1 minggu [Laporap Program Kerja
TapFudug Peigumyrilanl aporan [Bidang
? | Mengumyp slken Frogram Keria Layrorai Program Kena Zhari  [Program Ko
Bidangua tuk digadikan Pogram Rirang
[Kerjalinas
8 |Menyusur Program Kerja Kedinas L Pragram Keda lhari |Dedumen ¥ ogram
{ ) Kenia




SeluaeDr lanpkr

FEMERINTAH PROVINSI KALIM/ANTAN TENGAH

DINAG PEMBERDAYAAN FEREM 2UAN, PERLINDUNC AN ANAK, PENGENDALIAN
PENDLU JUK DAN KE.UARCA BERENCANA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 'ROGH AM Nanmahiy Penyusunan Laporan Hl"JU‘ul.ﬂiN i‘l\'i‘rdﬂ-ill -\uu{u Al
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Kalimantan Tengzab menpetabiv b s don turg |nul_| fie pemyusionan lapooan

1P 3 Tenatalisahaan Kommputy i
S IFAS
SPp Fangsional (SIPD Petata Dt

ik peayusinan lporgm n 1 laperan minggu gita bular anaka




Prosedur Penyasunan Laporan Reatisasi Fenyerspan Anggaran

Peliksaus Mutu Badau
Koondinator IFI/F
No. Kegri Keter,
an Sedetaris Perpusunan Melenghapan wakw Outpur Al
Program
Disposisi 15>menit | Msposisi
Meberikan disposisi penyusunan laporan
1 realisasi wggacan G
] Disposisi 30 menit | konsep kebututan
2 | Membertcan disposisi [ I laporan
_ Konsep ke butuhan 120 memin§ 5P) Fungsional, terkalt SOP
Mengumpulkan bahan (Sicnda), menyusun b ; Laporan Rencana Aks: Pengumpulan Jahan
3 | dan memampaikan draft kaporan realisasi | i penyerapan
anggaran . ANZEHTaN
i
i
! SP) Fungs- cnal, E0menit | kensep laporan
r L
Tidak ? - Rencana Aksi
4 Memeriksa laporan dan mmyampaﬂtan - penyErapan
diaft laparsn reslisasi angaa -an : anggaran
konsep la yoran A menit | Dokumen Lazoran
5 [Menandamngani iaporan realisasi anggaran C
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PEMERINTAH FROVINSI KALIMANTAN TENGAH ;
DINASPEMBERDAYAAN PUREMEUAN, FERLINDUNG, AN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BER ENCANA ;
NIRY (QGW;WYMJM
SUB BAGIAN FENYUSLUNAN PROGRAM Nama SO Peagumpulan l..»pmalll(mu.mﬂ roReram
|
N ) I R 5 S R Y T ¢ ————
1 Peraturan Guasmmur Kalimantar Yenpah Nomer 17 1Tahun 2022 T T Susina ugas Pokok o emiliks Perpetabuan tntan npumpulon lapara |
[ et Lizisin Tugas Binas Pemb srdaviasan Pe vmprioan, Perl \ Pengendalian et mi engenad b 1'.‘-'=|'"'”-" o Han |
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erlu-nui-c.m:m —_—_
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tad | apssiar Kacptlatag b (U1




Prasedur Peogumpulon Laporan Keglatan

Telalksann Mutw Anke
Nex Kegiatzn Koorwator | Seicetars | KepaiaDinas | FT/IFG Kelenghapatr Wakty Output Kewermgan
Femuyuswnan
Frogam
t  |Memhua Serat baar Tiap-dap Bidang Sorit Ferinah thari (Surst Pedinah
unatuk Mengumpuikan Lapnran :) Pengumymlsn
Laporar
2 | wf Surat Pengurnpalas Laporan din ij Surat Perintah 1har |SuratPerniah
Wienyeraibian Kepads Selr etaris Per gumpulan Laparan Pemgumulan
Laporan yming sudsh
Hparaf Kaubag
3 | Memarzl Surat dan Menyerahicn Kapada ¥ Surat Perintah Zhar  [Surat Peanak
KepalaDinas | 1 Pengumpulan Laposan Pengutmntlan
yabg sudah diparaf Laporan yaig sudah
Kazubag diparaf
4 |Menandatangi Surat Pengenpulan Gaporan L' Sur it Petintah Zharl  {Suret Perimah
Pengumgulan Laj Pangiinalan
] paatan et Py oy
5  [Menggindakan dzn Membagikan Sural Surat Penintah 3jam |SuritPerintah
"engurnpulan Laporan k= Tlap Tiap Bidang Pengusmulan | aporan fengumpulin
pggud@h Lapotan Buiang
tz ndatanganl
6 |Menagih laporan pada TiapTiap Bidang Tidkak Surar Perineah | mingguiLaporan Bblang
. Pengumpulan Laporan
Bidang —
T |Mengoreksi Laporan Bikang \, Laporan Hidang 1| ménggu [Laporan Bulang Final
O -
B IMengunpulkan Eaporan Bidang L Laparan Bidang Fimal Zwarl {laparan
é Kegiatan /Frogrem




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYA AN PEREMI'UAN PER.INDINGANANAK, PENGENDALIAN
PENDUD K DAN KELUA RGA BERENCANA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN FROGFAM

ubernur Kalimantan Tengah Nomeor 37
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Dekurnen Ravitra
SKPD

Prosedter Fepy Renstra Mans
I P o Wty Baka
Megiamn L., " Seluetaris | Mwpola Dhias =] Kabenglempan Whkdn Ouipat Ecterangan
¥ ERYISI DAR
Frogram
Mengumpuikan dan Meny Data Prer Data Per Blding SMW—I_Bahm.xnyummm S0P Pengummpaian
Budong @ Rensla Lapeiran Dinas
tMemaraf dan Menyeratkan Draf Rersug. Hahan pen pusianae Tam  |DrafRemstrayang
kepada Sekivraris Renatra v Hparal
Memaraf Draf Rensirs sera Menyerabhan r_ 2lam  |DrafRenstrayamg
kapadh Kepala Dinas BrafRenstrayang, sudsh dparal
suiah dipars’ Kisubag
Menardatangi Dokumee o Fenstra DratRenstrayang Vwun  |Rens r:_-‘m
sudah diparat
JSelwﬂ.lris
Menggandakan dan Menjlid Poluamen Renstra SHPD 3nari  (Dokumen Renry
Renstra SXp0
bMengirim Dokumen Rensia Bolamen Renstra l1hari  (Evhurmen REastTa
SKPT KD
|Mcngagendakan Bukti Fesgiriman D n Rensirs {Smenit (Bukt Mengiriman
SKPD
Dokumenasi Dokumon Rastora Huli Pengiriman dan Lomenit {Amp
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PFRLINDUNCAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN dr. LINAE NI
KELUARGA BERENCANA Penbipa Mama Muda -, /
NIP. 196807 [ 71999032006 >

] L

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Nomi SOF Pensusunan RN ShPD

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tenpah Nomor 17 Tahin 2002 Tentang Susunan, Tugas

1. Memnlibi Pengetahuan tentang Penyvasunan RRT SKPI
Fokok dan Fungsi Serta Uratn Vugas Dinas Pemberdayvaasan Perempuan Perlin lungan Anal "

wenat Kegudan Peny
Fengendalian Penduduk dan Keluar Herencana Brovmse Kdimantan Tengah Memibbt Kemampuan tentmng Penyusunan RKKT SKPD

Keterkaitan SOP

SO0 Pengumpuilan Laporan Kegratan/Prigram

Apibila Progres kerpa keghatan pregram tdlak tearcapar maks dapat ber penga htechadap peliporan k




Prosedur Penyusunan RKT SKPD
Pelaksana Mutu Bakuy
No. Keglatan Keterangan
Koordlnstor Sckeetariz | Kepala Dlnas JFT/JFU Helenghapan Waktu Dutput |
Penyusunan i
Program |
1 | Mengumpuikan dan Menyusan Dacs Per Data T Per Bidang 1 minggs | RKT Per Bdang *SOF Pemgurnpulan
Hidarnyg C_J? Aapazan Dinas
3 | Memaral gun Menyerahkan Berivas RKT RKT Per Bidang 3 far RKT Drinasyang sudah :
HepadaSekreans —]l diparal .
5 | MemarafBericas RET serta Menyerahkan I | RHT“KPD vangtudak 1 hant RKT SEFD yaing sudah :
krpada Keoaw SKPD dipar o Kasubag diparaf .
& | Menandacang! Dolewmen RKT A BT T NPD wng audak 1 haa RKT SKPD yang sudah
j dparafSekvetaris dimndatangan
7 | Menggand.ikmn Dolosmem RNT I | AKT 5KPD 1 han: Dokumen RKT FKPT
& |Mengirim Johumes RET * Dokswren AT SKPD 1 hai | Dowumcn RET SKMD
% | Mwngugendaban Rukd Pengtriman [Ll Dokwmen RET SKFD 15 menkt | Bukil Peogirvnan
10 | Bokwmenc i Dokwnen BRT BukH Pengiriman dan 15 menk | Ardp
Dokemen RKT SKPD




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

OImor 0003 33 ]
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NI, 1968071 31999023 16, >

Nisahkan aleh

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Nama S0P Per

iv ustan Lakip ot -

pela

Peratur

Tugas

Pokok dan FupgsiSerta lh
Anak, Pepgendalian Penduduk dan Keluar pa 1

an Gubernur Kalimantan Tengah Nomer 37 Tahun

2022 Tentang Su

5 Pembi

srencana Provins Kalymant

alan Tupas Dina fayaaan Perempuan, Pe

SOP Pengumpulan Laporan Dinas

Apabila Propres
poran

engaruh te

kerja kegiat
kineria SKPD

i/ program tidak tercapal maka dapat bery

SUnan

riindungan

an Tenzah

hadap

Kualifikasi Pelaksana

ian tentang Penyvusunan LAKIP SKPD
nan LAXIP SKPD
ampuan tentang Penvusanan LAEIP SKPD;

Memiiiki Pengetah
2 Mema

§ Memiliki Ke

hami mengenal Kegiatan Penyust

Peralatan/ Perlengkapan

1. Data Bidang
2. Data Sekretaat

Pencatatan & Pendataan
AKIP

Dokumentas: |




Prossdur penyusunan LAKIP SKPD

Pelaksana Mutu Baku
Na. Keglatan , Kepala Ket
Hoordinator Sekretaris Dinas JFT]FU Kelenghkapan waktu Ouitpit
Penyusunan Program
1 | Mengumpulicim Dats Pendulung LAKIP L_) Laporan Hulanan, Laporan 2 mingzu Jdral LAKY? Dinas SOP Pengumiputan
[Laperan Bul Laporan K g Keuangam, REMSTRA, IKU, laporan Dnas
RENSTRA, 1KV, Panetapan Kineria, RKT, Penetapan Xiner;a, RKT,
Pengukuran Xinena dan Struktor Pengulwran Rir rjadan
Organizasi Dinas per-Tabun) Sorubeur Organisisi Diras per-
— Tabmn
2 [Menyusun LAKIF Dinac draf LAKIP Dinas 1 winggu [draf LAKIP Dinas
yang sudah tersusun
3 Im { danMenyerahkan Kepad L H draf LAKIP Dinas yang sicsah | 10 mwcut |draf LAKIP Dinas
Sekretaris tersusun vang sedahdipamt
4 |Memaral LAKIP Innas dan Menyurahkan | draf LAKIP Dinas yang sucsh |1 han draf LAKIP Dinas
keepada Hopa'a Dinas diparaf Kasabag fvaug sudah diparaf
5 Menapdatanganl LAKIF SKPO thaf LAKIP Dinas yang sudah |1 han LAKIPDivas yang
I : liparalSehrrtaris rudah dirardanengan
& |Menggandakan dan Menitid LAXIP LAKIP Dinas yany; sudah 3 hani Choloumen LAKIP
SKED ditandatangani Kepala Diras Diindws
¥ {Mengirim LAKIP SXPD Dokumen LAKIF Dinas 1 hari Dotarmen LAKIP
THnas
8 |Mengagendalon Bukti Peng) EZ Dakume i LAKIP Dinas 15 menit [Bukt Pengiriman
3 |Dolumenmsi LAKIP SKPD Bubti Pengiriman dan 15 menit [Arsip
Dokumaen LAKIP Duinas




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN|
KILUARGA BERENCANA

47 TE% T

appkn

S5UB BAGIAN PENYLISE NAN PROGRAM

Dasar Hukum

Peraturan Gudsernur Kalimantan Tengab Nomaor 47 Tahun d Tentung 5

Keterkaltan SIWP

SO Fenganipulan Eaparan Hina




Prosedur Penyusunan LPPD SKPD

Polakzana Multu Buks
No. Kegiatan Keterangan
. Koordunator
Kepala Dinas Sekretaris Prnyusunan TR Kidahgieapan Walktu Dutput
Program
1 Mengumpulikan Data Terkait Pendulung LPPD Dispasisi, Format IKK dae cata- 2 hari disposisi
S daty tekait urysan SKPQ
2 Melakukan penyusunan LWPPD Dispeasisi, Formar XK das data- Tari Telaakan
ﬁl" Twdak datx tekait urusan SKPD Pelaleana
S
3  |Memeriksa hasil penyusunan LPPO sk Dral LFPD 30 rnenit Orafl LFPD
1A
Ya
4 Memerilsa hasil penyusunas LPPD Dra’ LPPT 10 menit Draf LFPD
Ya
5 |Memeriksa dan menandatangani Draf LPPL Dral’ LPPE 10 rmeniz Draf LFPD
T
P Menyampaikan LOPT kepada Biro ADFUM LPPD 1} imenit Tanda terima Terkait SO
penyerahan LFPD Pengeidlam Surat
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDLUK
DAN KELUARGA BERENCANA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Nanua SOF Ponvosuman | K P

raturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomaors 37 Tabun 2022

Tentang Susunan, Tuga 1
ukuk dan Fungsi Serta Uraken Tugas Dina: Pemberdayaaar

Memilikt Pengetabuan tentang Penyusunan LKP] SKPI

Merempuan, Perlindungan Anak Memahami mengenal Kegiatan |

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Herencana Provinst Kaltmantan Tengah

"enyusunan LKP] SKPD

4, MemibEl Kemampuan tentang Ponyusunan KP| SK¥

Pecalatan/ Perlenglkapan
SOP Pengumpulan Lape

1 [rata Bidang

ran Tanas

4. Format IKK '
Apabila Progres kerja kegatang program tidak tercapa maka dapat herpengaruh terhadag Dokamentasi LKPI
pelaporan Kmnera SKPIL




Prosedur Petiyusunan LKM SKPD

Pelaksana Mutu Balay
e " Kepata Di Seksetari Koordinator Kei Wadetu ou e
haia Linas ckpetaris Penyusunan JFT/IFY enghapan tput
Progratn
1 |Menpunpulkan Data Teckait Dispasisi, Form:a VKK dan data- 2 hari disposisi
Pendukung LKP) D dnta tekail urusan SKPD
2 |Melakukan penyusunan LKP| ‘ Dizposisi, Formus 1KK dan dais- thari Telashun
ﬂ Thde! data tekait urusan SKPD Pelaksara
3 {Memer.ksa hasil penyusunan LKP) Tidak Dhral LKF| 3} menit Draf LKM
\1/
Y i’ \
4 |Memerihsa hasil peayusunan LKP) Draf LK) 10 roenit Dral LKP|
Ya
5 |Memeriksa dan mesandatangsni Oraf Deaf LKPM 10 menit Drafl LK
LKP]
T ape—
6 {Menyaropaikan LKPkepada Bire LKP) 10 reenit Tand: terima Terkait SoP
ADPUM penyerahan LKP| | Pengelolaan
Surat Keluar




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PERENMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

J .

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENCENDALIAN PENDUDUK DAN dr. LINAE VICTORIA ADEN, MM Kes) gl
KELUARGA BERENCANA Pembina Utama Muda -, / //

NIP 196807171389032008 " o

A = ————— . 5 et = R R S S LEP T DA ——
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Narma S0P Penyusunan Program Kerfa

in tentang Penvasunan Program Keoja Mampu mengaperasian Ap

| Permendagr No 54 Tahun 2070 tentang ata Lara Pengy lahar Datadan Informasi I Memulik Pengetah

Perencanaan Pembangunan Dacrah Perkantoran
Peratucan Daerah Provins: Kalmantan Tengah Non Fahun 20 tentang R na F o Menahannmengenan Kegiatan Fenyusunan Prozram Kera, Memahana vigds dan tungs serta mekanisms
Pembangunan Jangk: engah Daceah Provins: Kalimantan fengah Tahun 2011-215 PenvUSUnan laporan
s Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Susanan. Tugas Pakos 3 Memaliki Kemampuan tentame Penvusunan Program KenaMemaham kehyakanvang teckat dengar
-unpst Serta Uraran Fugas Dinas Pemberdayaaan "erempuan, Perhindungan Anas, MERAVUSUIRAN TeNCana Progran Kerja

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov st Kalimantan Tengat

Data Bidang
okumen RENSTHA
{, Dokumen RENJA
i inkn (Penetapan Kiner,

5. 1K
A Perangkat Kompuater

Pencatatan & Pendataan

Apabila salah satu tahapan tidak dilabsanakan, maka poggram kena bdak dapat disusan wopram Keria dakam hentuk hardecopy dan soltdopy




Prosedur Peayusunan Prigram Kerfs

Pelaksana Mutu Baku
No. Keglatan Koordinator . Kepala
Penyusunan | Sekretaris Dinas JFT/JFU Kelengkapan | Waktu Output
Program
1 | mlembuat Surat untuk dap-tap Surat Perintab Thari  Jsurat Perintah
Bidang agar Mengunipuekin { Pengumpulan Laporan
Program Fetja
1 | Mamaraf Surar Pengy mpwilan Surat Perintah 1hart  |uraxPerincah
Program Keria dan Menyerabhan Pengumpulan Lipo¥an Pengumpulan Laporan
Kepada Sekretarls — rang sadah diparaf
3 {Memarat Sucacdan Menyerahbun b 2 Surat Perintah Zhari  [uratPerintah
Mepada Kepala Dina: [: | Penpumpulan Liproran Aergumpulan Laporan
S yang sudah dipwal vang sudah diparaf
Ka:mbag
4 |Menandatangi Serat Ferygympulan Y Surat Pefintah 2har  [Surat Perintah
Program Kerja E Pengumpulan Laporan Jepgumpulan Laparan
—1 yang sudah diparaf ‘/ang sudah
Sebrptarls Itandaangani
5 | Menggandakan dun Merrbagikan Swirat Perintah 3jam  |surst Perintah
Suratige Tiap - Tiap Bicling Pengumpulan Laporan Pengumpulan Lapocan
] yang sudah
— ditandatangani Kepala
Diras
& | Memnta Program Kirja pada Tiap- Surat Perintah 1 minggu | Laporan Program Kerja
Tap Bidang | Fengumputan Lporan Balang
7 | Meogurpulkan Projrarm Kerja Laporan Progra n Kerjd 2hart | Program Merja
Bidanguntuk dijadil:an Program ] Bidang
Kerja Dinax= L._
E | Menyusur: Program er aKedinasan L Program Kerja 1 harl |Dokumen Progsam
c ) Ketia




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNCAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
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Prosxdar Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran

Pelaksana Mutu Baku
Koordinator JFT/IFU
et
No. Keglatan Sekretars Petyyususan Kelenghapan Walktu Dutput erangan
Program
1Hsposis) 15 menit { Disposisi
Meberikan disposit i penyusunan laporan
! realisasi anggaran C
4 {Yisposisi 30 menit | kansep kebutuhan
L laporan

2 [ Memberikan disposisi

onsepkebutuhan 120 menit | $¢] Fungsional, terkait SOP

Mengumpulkan bahan (Simda), menyusun | aparan Rencana Aksi PengumpulanBahan
3 ]d=zn menvampaikan draftlaporan realisasi penye apan

amgparan anggayan

SP] Fungeianal, 60 menit | konsep laporan
Y. 1
Tidbok : Rencana Aksi

4 Memeriksa laporan dan menyampaikar enyerapan

draft Yapursn realisasi angaaran anggaran

«onsep laporan 90 menit | Dokurien Laporan
5 {Mienandatangani |aporan realisasi anggiran




|
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS P EMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
1

ernur Kalimantan Teogahh Nomor 37 Ta 2022 Tentang Susunan, Tugas

aan Tugas Dinae. Pemb rhmdungan At

Penduduk dan Keluarga Der

(LER M

WNomor SUH? TR R 3
Tangg [10 Mare
— 1
T I—| il r
BV,
i i il
PembidaUis : 4
‘{q’i* (;,;?“_ ’
NIP. 1968073 HB8pRapase”
Natrma SO Pengumpulan Laporan Rrgiau‘lr_:ﬁii'ﬁim

Kualifikasi Pelaksana

I Memiliki Penpetabuan tentang lengumpulan Lapor

Semabiami menpenal Kegiatag

Semilika k

L ".‘"!"'

smampuan entang Pengumpulan Laporan Keglatan | Program

Peralatan/ Perfenghkapan

1 Surat Menintab Tugas

okumentas: | aporan kegiatan ' Programn




Pros: dwr Pengumpolan Li poran Kegiatan

Pelaksana Muty Bala
No. Kegiatan Koordinawel Selemars | KepalaDinas | §FT/IFU Kelenglapan Waku Ouiput 8
Panyuiunas
BT -
1 [Membuat Surat buat Tiap-tiap Bidang Surat Ferintah 1 hari [Sarat Perintah
untuk Mengumpulkan Laporan @ Pengumpulan
Laporan
2  [Memaraf Surat Penpumpulan Laporan dan Surat Perintahb 1 hari [Surat Perintah
Menyerabkan Kepada Seloretaris Pengumpulan laporan Pengumpnlan
Lapotan yang sudah
diparaf Kasubag
3 |Memaral Surst dan Menyerahkan Kepada y Surur Ferintab Zhari  |Surat Perintah
Kepala Dinas | Perzgumpiatan Laporan Pengumpulan
yang sudah diparaf Laporan yang sudah
Hasubag diparaf
4 [Menandazangi Surat Pengumpulan Laporin i 4 Surat Perintab Zhari  (Surat Perinh
E Pengumpulan [aporan Fengumpulan
— ng sudah digaraf Laporan yxivg sudah
Laris ditandatangani
5 |Menpgandakan dan Membagikan Surat Surat Perintah Sjam |SuratPerintah
Pangumpulan Lapc ran ke Tiap-Tiap Bldang Pengumpulan [ aporan Fengumpulan
yangsudah Laporan Hidhang
ditan 3
& |Menagih Laporan [-ada Tlap-Tiap Bldang Tidsk I'_Y_ Surat Perintah { minggu [Laporan Bldang
:] j Pengumpulan l.aporan !
[~ Bidang |
T |Mengoreksi Laporan Bidang \J Laparan Bedang 1 minggu f.aporan RidangFlnal |
Q‘V A
& [Mengumpulkan Laporan Bidang . Laporan Bidang Finat 2hart {laporan
d: Kegiatan/Program
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Namia SOP

SUR BAGIAN PENYUSUNAN FROGRAM

1 Memiliki Pepgetahuan tentang; Penyusunan Renstra Dinas

1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahua 2022 Tentang Susunan, Tugas Pokok 2 Memahami mengenal Kegiatan Penyusunan Renstra Dinas
dan Fungs: Serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan erhindungan Anak, Pengendaliar i Memiliki Kemampuan tentang Penyusunan Renstra Dinas;

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinst Kalimantan Tengat
) Peraturan Daerah Provins: Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencar ha Pembangunan

langka Menengah Daerah | RPIMD] Provins kahimantan Teng b Tayun 20112-2026.

Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pengumpulan Laporan Kegiatan/Program i Data Bidang

Data Sekrecariat

Pencatatan & Pendataan

Apabila Progres kerja keglatan/program ticki k tercapai maka capat herpengaruh terhadap pelaporan

kinerja SKPD

NDokumentas: Renstra




Frosedur Fenyusunan Renstra Dinas

Pehkzans Moru Baku
Ne. Kegiamn Meterangan
Koordinator Seliretaris Kepala Dinas JFa Kelengapar, Wakti Output
Pesyusunas
Frogram
1 Meng Ji:an dan Menyusun Dato Per Data Per Bldang 3 inggu |Bahan peny SOP Pengumpul
Bidang Remsra JLapuran Dinas
2 [Memaraf dan Menyerahkan Drafl Re 1stra Bahan penyusunan 1jam  |Dsaf Rensirayang
e pada Sek:etaris Renstra swila rdiparaf
3 [MemarafBrafRenstra serta Menyernhkan 2lm  |Draf AensiTayang
kepada Kepals Dinas — Draf Renstra yang sudy vdiparaf
sodahdipasal £as sbrag
4 |Menandata ygh Dakumen Renstra [ Draf Renstra yang 1hari  |Rensira SKPD
fyodah diparaf
-— Sekretarns
5 |Menggandakandan Menitlid Dokum cn ] Renstra SKPD Inard  [DekimenRenstry
Renstra E.__ SKPL
5 |Mengirim C1kumen Renstra T | Dol Renstea 1han  |Doki menRenstra
l ] SKFD SKPL:
7 |[Mengagencakan Bukti Pengiriman ] Dakumen Renstra 15 menit |Bukt Pengiciman
SHPDR
B |Dakument:s| Dokumen Renstra BuktiPengirimandan | 1Emenit [Arsip
) Dokumen Renstra
SKPD
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, FERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELIIARGA BERENCANA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Nama SOF Pensusunan R 1T SKPLH

1. Peraturan Gubernur Kahimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Susunian, Tuga 1. Memilili Pengetahuan tentang Penvusunan RKT SKPD
111 ChpPets lan t ng re: sunan K L e

Pokok dan Fungs: Serta Uraian Tugas Dinas Pembe rdayaaan Perempuan, Perlindungan Anak Mem.itimi m

engenal Kegratan Pepyusunan RETSKPD

intan Tengah L Memibik: Kemampuan tentang Penvusunan RKKTSKRI

Peapendaliin Penduduk dan Kelvarga Berencana Provins: Kalim

Keterkaitan SOP

SOP Pengumpular Llaporan Kematan/Program

Peralatan/ Perlengkapan

]
Apabila Progres kerja kegiatan/ prog

kD

ram Hdak tercapai makas dapat berpengaruh terhadap pelapora

Jokumentas: RKT




Prosedur Penyusunan RKT SKPD

Pelaksamna Mutn Bakn
No. Kegiatan Keterangan
Knordinator Sekretaris |Kepala Dinas JF1/JFU Kelengkapan Waktu Output
Penyusunan
Program
1 [Mengumpullandan Menyusun DaraPer Data RKT Per Ridang 1 minggu | RKT Per Bida1g SOP Pengumpulan
Bidang (? laporanDinas
3 |Memarafdan Menyerahkan Berkas RKT RKT Per Bidany 3 jam RKT Dinas yang sedah
kepada Sebretaris 1 diparal
3  |MemarafBerkas RKT serta Menyershkan RETSEFD yang sudan 1 hari RKTSHPD yary swdah
kepadia Kepalz SKPD diparaf Kasubag diparad
6 |Menandatingi Dokumen RET RKTSKPD yany sudah 1 hari RKTSKFD yang sadah
diparsf Sekretarls ditandatangary
[
7 | Menggandkan Dekumen FKT I I RKT SKPD 1 harl Dokumen AK'T SKPI
B §Mengirim Dokumen RKT t Dakumen RKT SKPD 1 hari Dokumen RKT SKPD
9 | Memgagensdakan Bukti Pengiriman r.Ll Dakumen RKT SKPD 15menit | Buldh Pengiriman
10 | Dokumentisi Dollamen RKT Bukti Pengiriman dan 15 menic | Arsip
Dakumven BET SKPD




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

omaor

Sekre Uplappkb
Tanggal Pembuata

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

- - -
AT o
Disahkan oleh Kepala Dinas |' 2y

(\ i /
dr. LINAE VIC N‘&A\@:h,:s \‘Ml Koy’
Pembina U t}(tﬁlﬂ]‘tﬂiﬂ

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

NIP. llmsu"ﬂl%m]mjf.

‘envusunan | akip

Nama SOP }

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Teagah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Susunan
Tugas

Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Seluarg:

ga Berencana Provinsi Kalimantan Teagah

SOP Pengumpulan Laporan Dinas

Apabila Progres
pelaporan kinetja SKPD

kerja kegiatan/program tidak tercapal maka dapa berpengaruh terhadap

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki Penpetahuan tentang Penvusunan LAKIP SKPD;
' Memahami mengena Kepiatan Penyvusunan LAKIP SKPD
i Memiliki Kerampuan tentang Penyusunan LAKIP SKPD;

Peralatan/ Perlengkapan

1. DataBidang

Data Sekreta -iat

Pencatatan & Pendataan

NDokumentast LAKIP




Prosedur penyusunan LAKIP SKPD

Pelaksana Mutu Baku
. Ke;
No. Keglatan Koordinator Sekretaris Di::l: JFTIFU Kelenghkapan Waktu Output Ket
Penyusunan Program

1 {Mengumgulkan Data Pandulung tAKIP | () Laporan Bulanan, Laporan 2 minggv { draf LAKIF Dinas S0P Pengumpulan

{Laperan Bulanan, Laporan Keuangan, Kevangan, RENSTRA, IKD, LaporanDinas

REMSTRA, KL, Penelapan Kinera, RKT, Penetapan Kiner:a. RKT,

Pengukuran Kinerja dan Strukiur Pengukuran Kincria dan

Organisasi Dunas per-Tahun) Struktur Qrganisasi Dinas per-

W Tabun
—
2 1Menyusur: LAKIP Dinas dral LAKIP Dinas 1 mingau |draf LAKI? Dinas
yang swdak tecsusun

3 [Memaraf dan Menyerahka n Kepada L_d drafLAXIP Dinas yangsudah |10 menit |draf LAKIP Bines

Selaetans tersusun vang ssdah diparaf
4 |Memaraf BAKIP Dinas dan Meny zrahkan ] draf LAKIP Dinas yang sudah |1 hari draf LAKIP Dinas

kepada Kepala Dinas diparsl Kasubag yaogsadab diparaf
S [Memandaangand LAKIP SKFD drafLAKIP Dinas yangsudab |1 heni LAKIPDinas yang

I = diparaf Sekretariy sudah ditandatangan

& |Menggandakan dan Men|[lid LAKIP LAKIF Dinas vany sudab 3 hani Dokunen LAKIP

(P ditandatangani Kepala Dinas Dinas
7 [Mengirim LAKIP SKPD Dokumen LAKIP Pinas 1 ari Dakumen LAKIP

Dinas
B |Mengagerdalkan Bulkd Pengiriman '::j Dokoamen LAKIP Duvas 15 menit | Bukti Pengiriman
9  |Dokumenzasi LAKIP SKPD Bukti Pengiriman dan L5 menit |Arsip
Cickumen LAKIF B:nas
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA |
T4 3R
SURB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Nara SO Penyusunan LPPG-SKED —

3. ran Gubermur Kalimantan Tenvah Yomor {1 Tohus L2 Tentang Susumn ookt e
Fu t 1han Tugas [ b5 Pemberd avsaan Perempuan. Perliinda nAr I taltan Pendudik
! er Provin alir il 1ah

Keterkaitan S0P

SO Pengumipulan Lapnran Dinas

Apahila Progeess ke kesgriatan /S prapesm s terespal o poebaprat b penparub terhadop peiaporan Kinera

VKT

n LPPDP SKP




Prosedur Penyusunar LFPD SKPD

Pelaksang Muaha Balas
Nob. Kegiatan Konedinator Keterangan
Kepala Dinas Sekretaris Penyusunan 16T/ IFU Kelengikapan Waktu Dutput
Prngam
1 |Mengumpulkan Data Terkait Pendukung LPPD Dispastsi, Format IKK daa data- 2 hari dispogisi
D data tekail urusan SKPD
2 |Melakukas penyusunan LPPD Dispasisi, Format IKK dan data- 1har Telaahan
pe i( Tidak data tekait urusan SKPD Pelaksana
3 [Memerikss hasil penyusunan LPPD Tidak Draf LPPD 10 menit Draf LFPD
¥Ya
4 |Memeridxa hasil penyusunan LPPD DralLPPDr 10 menit Dvral LPPD
5 |Memeriksa dan menandatangani Draf LPPD Draf LPPL 10 menit Draf LPPD
™A
& |Menyampaikan LPPD kepada Biro ADPUM LPPD 10 renit Tanda terima Terkait SOP
penyerahan LPPD Pengelolaa Surat




Nomor SQP

000 B 3 3/ 2B /Sekre/Dp3appkb

Tanggal Pembuatan

N I
0 Marer 20

Fanggal Revisi

Tanzgal Pengesahan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Msahkan oleh

F-‘rr:vrk
)

SUR BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Nama SUP

Penyusunan | KP)

I Peraturan Gubemur Kalimantan Teagah Nomos 37 Tahun 2022 Tentang Susunan, Tugas
Pokok dan Fungs) S5erta Uraton Tugas Dinas Pemberdavaaan Perempuan, Perhindungan Anak

'enduduk dan Keluarga Berencana Provins: Kalima }

Pengendalian | ritan Tengah

Keterkaitan SOP

SOP Pengumpulan Laporan mas

Apabila Progres keria kegiatan/program tidak tercapa maka dapat berpengaruh terhadap

3. Mennbhik

I. Data Bidang

I rata Sekretariat

1. Format IKK Provins
b, Perangkat Komputer

Pencatatan & Pendataan
Dekumentasi LKP)

pelaporan kinerja SKPD

Memiliki Pengetabuan tentang Penyusunan LKP| SKPD
2. Memahami mengenal Kegiatan Penyusunan LKP| SKPL;

Kemampuan teittang Penyusunan LKP] SKP]




Prosedur Fenyusunam LKP] SKPD

Pelaksarm Mutu Baku
Na. Hegiatan pr——— Keterangan
Kepala Dinas Sukretaris Penyusuran IFTAFD Kelenghapan Waldu Outpat
Program
1 {Mengumpulkan Data Terkait Disposisi, Format IKK dan data- 2 hari disposisi
Pendukung LKF] S data tekait urusan SKPD
2 |Melakukan penyusunan LKP) Tidak Disposisi, Format IKK dan data- 1hari Telaahan
i data tekait urusan SKPD Pelaksana
3  |Memer:ksa hasil penyusunan LKPJ Tk Draf LKPJ 30 rnenit Draf LEP[
Ya
4 [Memerihsa hasil penyusunan LKF] Draf LKP| 1} renit Draf LKP]
Ya
S5 |Memerksa dan menandatangani Draf Draf LKP) 10 menit Draf LXP)
LKPf
T
6 |Menyampaikan LXP] kepada Biro LKP| 10 raenit Tanda terima Terkait Sop
ADPUM. penyerahan LKFPj Penpalclaan
Surat Kcluar
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Nomaor S0P : [000/8.5.3/17/Sckre/DP3APPKD

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2025

Tanpgal Revis

Tangpal Pengesahan 2 Januari 2025

Disahkan oleh

RIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Nama S0P - Pengelolaan Surat Masulk

Dasar Hukum

1. Peraturaan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota.

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3, Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Linglungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah

Jika SOP ini tidalke dijalankan maka pelaksanaan leegiatan selanjutnya akan terhambat/terlendala

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di ingkungan Dinas P3A-PPKB Provinsl Kalimantan
Tengah
2. Mengetahui dan memahami tentang tata kearsipan

3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip

Peralatan/ Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buleu agenda Surat Masuk

3. Lembar disposisi

Surat masule terlebih dahulu diregister dalam buku agenda surat masuk



https://v3.camscanner.com/user/download

Jauueogwe) uebusp lepuidiq F

Prosedur Pengelolaan Surat Masuk

PELAKSANA MUTU BAKU
No, KEGIATAN Keterangan
Kepala Dinas Kepala Bidang Jafung Jru Kelengkapan Walitu Output
1 [Menerima dan Meregister surat masuk dalam buku Surat Masuk, Lembar Disposisi 5menit Kartu Surat Masuk
agenda surat masuk Buling Kualitas Hidup Kepata Dinas dan Buku Agenda
Perempuan
2 [Meneruskan lembar disposisi surat masuk ke Surat Masuk dan Lembar 10 menit Lembar disposisi, surat
Repala Bidang Kualitas Hidup Perempuan | I Disposisi Kepala Dinas masuk
3 [Meninduklanjut disposisi kepala Dinas z Surat Masule dan Lembar 10 menit | Surat Masuk dan Lembar
| Digposisi Kepala Dinas Dispasisi Kepala Dinas
4 [Molaksanakan disposisi apabila Kepala Bldang ¥ Surat Masuk dan Lembar 10 menit Surat Masuk dan Lembar
melaksanakan disposisi dan berkoovdinast dengan \ Ya Disposisi Kepalu Dinas Disposisi Kepala Dinas
IFT { Sub Koordinator ) terkait
5 [ Melakulan koordinash dengan Kepala Bidang untuk " Surat Masuk, disposist Kepala 10 menit Surat Masuk, disposisi
menindaklanjut disposisi Dinas dan lembar disposisi Kabid Kepala Dinas dan lembar
disposisi Kabid
6 [ Melalsanabon disposist dan melaporkannya ke Surat Masuk, dhsprosist Kepala L0 menit Surat Masuk, disposis

Krpala dinas

imas , lembae disposisi Kabid
dan luporan

Kepala Dinas , lembar
disposisi Kabid dan
laporan



https://v3.camscanner.com/user/download

Jauueogwe) uebusp lepuidiq F

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomaor SOP :|'000/8.5.3/18 /Sckre/DP3APPKDB

Tanggal Pembuatan : Januari 2025

Tanpgal Revisi

Tanggal Pengesahan ¥ Januari 2025

Disahkan oleh
P

dr. LINAE VICYORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Nama SOP - Pengelolaan Surat Keluar

1. Peraturaan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsl dak Kabupaten /Kota.

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Megara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3. Permendagn Nomor 78 Tahun 2012 Tertang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Megeri dan Pemerintah Dacrah

Jilea SOP inl tidak dijalankan maka pe alkesanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

2. Mengetahui dan memehami tentang tata kearsipan

3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip

Peralatan/ Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Buku Agenda Surat keluar
3. Lembar disposisi

Pencatatan & Pendataan

Surat keluar terlehih dahulu diregister dalam buku agenda surat keluar
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Pembina UtamaMuda
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NIP. 15620717 199503 2 605
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PEMERINTAH FROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS FEMEIRDAYAAN FEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALLIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

3

: |'000/8.53/20 /5ekae /DP3APPK

d

januari 2025

Tanggal Pengesahan z Januari 2025 "
Diszhkzn oleh 2 Kepala D APFKB
Provinsi K wan Tengah,

drLINAEV] ADEN M. M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19680717 199903 2 006

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Nama S0P : |Pelaksanaan Kegiatan Bidang Knalitas Hidup Perempuan

| S ™ — - - T T - T e L Tl - Er~ -
1 Bergtoroe Memteri Dolae Neger No 52 Tabon 2011 Tentang Stancar Cperasional Prosedur di
Li=gie—gae Pemermesh Proving G Kabopaten /Ko

Kualifikasi Pelaksana

1. Menget=hui dan memahami proses melzksanakan kegiatan Bidang Kezlnzs Hidsp Perempaan

Peralatan/ Perlengicpan

2 Bukuagenda suratkeluar

£ BUKY g Surat

Pencatatan & Pendataan

Kerangia Aruan Kegiaten Bidang Kualitas Hidup Perempaan
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Nomor SOP

:|000/8.5.3/21 /Sekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan

Januari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Januari 2025
Kepala Din PKB
Provinsi Kal nTengah
dr. LINAE VI RIA ADEN M,.M. Kes
Pembina Utama Muda

NIP.19680717 199903 2 006

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Nama SOP

Prosedur Permintaan Narasumber untuk Kegilatan Bidang Kualitas
Hidup Perempuan

Dasar Hukum

1. Peraturaan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota.

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

T s |

Kegiatan pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan tidak akan berjalan

Bila tidak dilak kan , Proses pelak
sesuai jadwal yang ditentukan

Perempuan

Peralatan/ Perlengkapan

Perempuan .

1. Mengetahui dan memahami proses permintaan Narasumber untuk kegiatan Bidang Kualitas Hidup

1. DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Buku agenda surat keluar

Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Buku Agenda Bidang Kualitas Hidup



https://v3.camscanner.com/user/download

Jauueogwe) uebusp 1epuidig B

Provedur Peomintaan Naasunher Kegiatan Peds Filamg Kualitas Hidup Perempuam

o wariwt oot st Warssain bt il wim

Wy

i W as b yang b

¥

avr b wapal yany beah diier

The B bee b | e

TR TT Y SRR
s Midhap ¥

b hogun i Dy i

dorl sy | U [TER R L)
[Hhm Soevnat moaba i an datanganl ool Kigals Dinas
P T T T

i wtais bk

Nuribuuimbior

yang e lah dhitaadaangani aloh
Kepala Uinas

PELAKSANA MUTU PAKL
L2 KELIATAN - s Ketrrangan
Koeprala Micung Jafung ¥ N Kelengkajp Wakitu utpuat
1 X 10 laknaiahan hogialan Bidang Kuaiias A SKPD DPFA PP | 18 menit | Digosisd
oy ana Keglalan
:l‘—'J 1L K linas W0
Per mpuan
¢ o W ! an Kopals Dinas ihengan Bl DA SEPI DA PR 15 meni | DPA SKPD DA PR
A8 e rwnsanakan Konse paem e man Noras an b I Hervana Keplatan Memcana Kegiatan Iideng
g bk tHianpakart g Kaativs Widup Kualfas Wilup Prrempusn |
1er wan dlan lisprisind dark Kepala Dinas
Wbsgerndsd diard Kepala dan komaop permintaan
Thimas A e
b—— T—— —_ ——
' s Dilking mr wan g ang ke P SKPDEIAPPKN, | L% menil |ral Surat Permintaan
b o bt il wors) po (RN I ]——4 I— Tenvann Keglatan Navasumber
an o P itk ket ie bk awsg Kl itas iidup
Pwrampuan , thisposlsd
dlars K la B dan
B perminlaan
— —— FARTRTATTIo e
4 Tidsk Niral 1 Parmintaan oot [l Sural Permintaon
! Marasumbwr MNarasumber
A o raila K :/
uk mun ik N Yo
8 aun Havavumtnr | Dl aarat Porminiean | 10 menit [Draf Sursl Permintan
itk digse el Joka r/\\‘ Ya Naranumitme Navasumbas
It s ratiean bk K opin i Brining i o T
[T S —
O ] rin e el i womnbiet i Vil Dl Sorat Pormiminan Smenht |t Permintaan BMarasamber

Sl Permintann
Marasumbr yuny hlah
ivandatangani nleh
Kopala [Hnas

Sural Permintaan Narasamiher
yang Welah dfapdatangani vleky

Kopaln Dinas , diregister dan

Mcap siempel

Tituk

Toaral Perm

Maranumbwr yang telah

Ditemiabangani ileh
Bonjalan [hiwian , dhiregintme

han M cap wienspel Tinas

12 hant

sl e b s am ber

sura! jawalian Lalon
maras e

|t

Kenrdaan « ahin Narasamber
o ) Mar e uinber
fevguatan Binking Kaahia
Hisbups Peremgpaan



https://v3.camscanner.com/user/download

Jauueogwe) uebusp lepuidiq F

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Nomor S0P :|000/B.5.3/22 [Sekre/DPIAPPKD

Tanpgal Pembuatan » Januari 2025
Tanggal Revisi {
Tanggal Pengesahan 4 Januari 2025

Disahkan oleh
Kepala Diffas PIAPPKDB

Pembina Utama Muda
NIP, 19680717 199903 2 006

BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Prosedur Pemanggilan Peserta Keglatan Bldang Kualitas Hidup

Nama SOP
Perempuan

Peraturaan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota.

2. Peraturaan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No,35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3 Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negerl dan
Pemerintah Daerah

Keterkaitan SOP.

Bila tidak dilaksanakan , Proses pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Kualitas Hidup Perempuan tidak akan berjalan
sesuai jadwal yang ditentukan

1. Mengetahul dan memahami proses pemanggilan peserta untuk kegiatan bidang Kualitas Hidup
Perempuan

1. DPA-SKPD Dinas P3A- PPKB Prov, Kalteng

2. Buku agenda surat keluar

Pencatatan & Pendataan

Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Buku Agenda Bidang Kualitas Hidup
Perempuan
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SOP AP di Dinas P3IAPPKB

STRUKTUR

No ORGANISASI JUDUL SOP AP
7 Bidang Data dan Pengelolaan Surat Masuk
Informasi Pengelolaan Surat Keluar
Pembuatan Surat Tugas

Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Data dan Informasi

Permintaan Narasumber untuk Kegiatan Bidang Data dan Informasi

Pemanggilan Peserta Kegiatan di Bidang Data dan Informasi

Pengumpulan Data dan Informasi

Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kabupaten/Kota

Wwiool~dinjun|dwlr]|

Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum Puspa Kabupaten/Kota




Nomor SOP D00 B 13/ BB /sckro/DIIAPPKE
Tarpgal Pembuatan 1M ———
Fanpgal Revs

Tanppal Pengecahan
haahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

NIDANG DATA DAN INFORMASI

Nama SOP

Pengelolaan Surat Masuk

Peraturaar Menten Dalam Negeri NoS2 Tahun 2011 Tentany Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemenintah Prov

w dak Kabupaten /Kot

Mengetihul dan memahami Lata naskash dinas di lirghungar Dinas PJA-PPKB Frovinsi Kalumantan
Teagah

™

Peraturaar Menten Peoday

ragunaan Apratur Negara dan Reformas) [irokras) Ho 35 Tahun 2012

2 Mengetahui dan memahami tentang Lits kearsipan
tentarg Pedoman Penyusuran Mandar Operasional Prosedor Adminstrasi Pemenntah [SOP-AP)
3 Permoendapn Nemor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementeran Dalam 3 Mengetahui tentang jenis
Negen dan Pemennah Dacrah

s-jenis Arsp

Peralatan/ Perfenghapan

1

Dokumen Pedoman Tata Naskah Diras

2 Buku agenda Surat Masuk

cmbar dispossi

Jika SOP 1 11 Ldak dgalan

an maks pelakeocaan kepatan selanjutnya akan terhambat fierkendala Surat masuk tedetwh dahulu diregster dalam

boky aperdd tumal mas h




Proscdur Pengelolaan Surat Masuk

KEGIATAN

MUTU BAKY

Sual/P

Kelengkapas

Dutpat

dan laporar

Menernma dan Mercgiser surat masuk dalam baka Surat Masuk, Lembar sposmsi 5 menit Kartu Sursl Masuk

agends surat masvh Bidang Data dao Infermas i | Kepala Dinas Jdan Buks Agenda

Mensruskan lembar disposisd yural masuk ke Surst Masuk dan Lembar 10 menit Lembar disposis, surst

Kepala Bidang Data dan Informasi [ Dispusivi Kepala Dinas mamuk

|Meaindaklanyut disposii kepals Dices Surat Maouk dan Lembar 10 menit | Surat Masuk dan Lombar

I | Disposin Kepaia Dinas Disposial Kepala Dinas

Melaksanakan dispesisi 2pabils Repaia Sidacg ] Surat Masuk dan Lembar T0meait | Surat Masuk dan Lembar
e el 1 dan ber dinasi deagan K Ya Disposisi Kepaia Dinas Disposisi Kepals Dinas

kepala seks terialt </

Melakukan koordinas dengan Kepala Bidang untuk P Surat Masuk. disposisi Kepala 10 menit Surat Masul, dispesisi

menindaklanpun dispesiul Dinas dan lembar dispesisi Kabid Kepala Mnas dan lembar

| l disposisi Kabid
) T . dan ok ya e Surat Masul, dispasia Kepala 10 menit Surat Masuk, disposisi
kepaks dinas Dinas , lembar dispossn Kabid Kepala Dinas , lembar

disposisi Kahid dan
|aporan







Prosedur Pengelolasn Surat Keluzr

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Meterangan
Kepala Dinas Kepala Bidang """;:m' """m"“" Staf/Pelaksana Kelengikapan Waktu Output
Merurnesian konsep surst keluar Bidang Dot dan Konsep suratkeluar 5 menit Humusan konsep surat
Informasi ( ) keluar
Mem buat Konsep Surst Kelvar Bidang Daia dan Rumusan konsep surat 5 menit Konsep surat keluar
Informasi yang kernudian diteruskan ke keluar
etaf/ pelalesma untuk di ketik
—
Memerikss draft surat keluar, [k ndak sesual Tidak draf surat keluar yang 10 menit draf surat keluar yang
diker balikan kepada stal/ pelaksana untak sudah diketk sudah diperbaiki
dipersaild, Jiks Sesas! maka diparaf dan
disampaikan kepada Kepala Bidang untuk mendagar Tidak / Ya
prersenuan
Memeriksa draft surat keluar | [Tka ddak sesuai draf surat keluar yang 10 menit draf surat kefuar yang
dikerr ballkan krpada Kepals Seksi ummik /\ Ya sudah diperbaild sudah diperbaiki
jdiperbaid, | Sesusl maka diparal dan €
disa mysikas kepada Kepala Dinas untuk mencagst Tidak '\ /
draf sural keluar yang 10 menit Surat keluar yang telah

|Memeriks draft surat keluar | jika bdak sesoai

dilaingan register dan pembertan cap stempel Dinas

jdike mibalikan kepada Kepala Edang unmuk \ Ya sudah diperbalki diandatangani kepala
diperbaik, [ika Sesiuai maka dtandatangani alch Dinas dan telah diregister
Kepala Dinss / dan di cap stempel Dinas
Surat ieluar yang sudah ditasdatanganl cleh kepala Surat keluar yang telah | 10 menlt Surat keluar yang relah
Dinas &) kembalikan ke mbal ke bidang untuk ditandatangani kepala ditandatangani kepala
Dinas Dinas dan telah diregister

dan di cap stempel Dinas

Surat keluar yeng telah di register dao cap stempsl
kemudan dilinmies ke alamit yang headak ditujy

J

Surat keluar yang telah
ditandatanganl kepala
Dinas dan relah
dircgister dan di cap
stempel Dinas

10 menit

Surat keluar siap untuk
dikirim




Nomar S0P 000833/ /@ ,Sckre/DPIAPPKR

Tanggal Pembuatan 3 Mayer 2025

Tanggal Revisi

Tangpal Pengesahan

Disahkan olch dinf]s FAAPPKD
Iy,

an Tengah
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

|
)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN i

IA ADEN,M. M. Kes
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG DATA DAN INFORMASI Nama SOP Pembuatan Surat Tugas

Peraturaan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 1. Mengetahui dan memahami tata naskay dinas di lingkungan Dinas PIA-PPKB Provins:
Prosedur di Ungkungan Pemerintah Provinsi dak Kabupaten /Kota Kalimantan Tengah

2 Perataran Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2. Mengetahui dasar penugasan pegawii
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

3 Permendagn Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Permohonan Surat Tugas

3. Surat Undangan/Permintaan

4 DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provins) Kalimantan Tengah

lika SOP i tidak dijalankan maka pclaksanaan kegiatan sclanjutnya akan Iicatat dan direkam secara manual dan elektronik




Pre=sdur Pesnbuatan Surat Tugas

Ya

sudab ditandstangant
Kepala Dinas

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN
Kepala Diaas Kepala Bidang | 1#beta0 Pungsional Stat/Pelal Jengkag Wakm Output
™M kan per pembn Surar Disposisi Kepala Dinas,| 10 menit |Permohonan Surat
tugas Bidang Data dan Informas| C)_.—| Undangan tugas
Membust konsep Surat Tugas yang Permohonan Surat Smemt |Konsep Surat Tugas
kemudian diterusikan ke stal/pelaksana Tugas
untuk diketik
Memenksa draft Surst Tugas. Jika masih ada Tidak Kansep Surat Tugas Smenit | Draft Surat wgss yang
yanog salah dikembalikan kepada pembuaat Tidak K‘ sudah diparal Kepala
konsep untuk dipertsaiki, jiie sudah benar 'E/ " Selsi| dan
sparal ~ Ya stal/pelaksana
Mesneniksa draft Surat Tuges. jika masih ada Draft Surattugas yang | 5 menit |Draft Surat Wgas yang
1mmmmhmn=m Kepala Tidak . sudah diparaf Kepala sudah diparaf Kepala
Seksi untck diperbaiki, jie sudak benar v /" Ya Seksi dan Bidang Kepala Seksi
diparal’ stal/ pelabsana dan swaf/pelaksana
Memeriksa draft Surst Tugas. Jika masih ada Dralt Surstugas yang | 5 menit  |Draft Surat rugas yang
yang salah dikembalikan kepada Kepaia \ sudah diparal Kepala sudah ditandatangan
Rucang urtuk diperbatki jika sadab benar /" Bidang, Xepala Sekst Kepais Dinas
|¢itandatargani Sl dan stal/pelaksana
o {kan nomor dan pel Sural mgas Oraft Surattugas yang | Smenit |Surat Tuges
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PEMERINTAH PROVINS KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMECRDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Komaor SOP

00083 3/ f2 (Sekne/UPIAPPRE

FanggEal Pembuatan

Tangpal Revist

Fanggal Pengesaban

/’_,, \NTAH

Disahkan oleh

3 Marct 2025
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FA——~T0,\\

7 199303 2 006

SIDANG DATA DAN INFORMASI

o Prosedur
Nama SOF

arasumber untuk Keglatan EidangData dan
Informasi

ermten Dalars Nepen N Standar Operasional Prosedur di

ngan

Peoerutal Provons cax Rasesetes /1

2 Peatzraar Mesen Pesdavapenaan | + Swemara dan Retermasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tentang

i crour Adraimastras: Pemenntah [SOP-AP)

Petorzan Femye an S

andar Operass

1 Pernendap Nomor T Tahim 2017 Teotang Tat Kearspan di Lingkungan Kementenan Dalam Negeri dan
Pemernmal Daersd

4 DPA-SEFD Numor 1BE.48 7616 0FA-SKFD Desember 2020 pada Dinas PIA-PIKE Provins

Tonzah

L2 mamar

Mils tidat dlabiamaban Prows pelaandat Lrgsten pads Bideng Dats dan [nlormas] tdek akan berjalin seswal

jadwra yany O nrluran

1 DIPA-SKPD Dinas P3A-PPKH Provins Kalimaotan Tengah

2. Huku agenda surat keluar

1. Mengetahul dan memahami proses permintaan Narasumber untuk kegratan Bidang Data dan Iotomasi

Keranghka Acuan Keglatan Bidang Data dan Infoomast dan Buku Agenda Badang Data Can lnformas




PELAKSANA MUTU BAKU
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMHEEHDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Nomor SO

000833/ /D /Sekre/DPIAPIKH

Tanggal Pembuatan

Tangeal Hewisi

Tangpal Pengesahan

AL

tisahkan vleh

BIDAKG DATA DAN INFORMAS]

Nama S0P

PMnggil.‘m Peserta Keglatan Bidang Data dan
Informasi

1 Peramuran Menten Delzm Negeri NaS2 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prasedur di Lingkungan

Pemerinzh Provies dak Kabupaten /Ko

2 Persturzas Meoten Frodsvagensan Apratur Negara Jan Relormas) Birokras| No 35 Tahun 2012 watang Pedinmin

Peryuseran Standar Operasienal Prosedur Adounistrasi Pemernntah [SOP-AP)

Tertanz Tata Kearsipan di Lingkungan Kementeran Dalam Negeri dan

1 Permendagn Nemor 78 Tabus 2

Peroerintah Darrab

Bila deak dilslcanaban | Prose peakianian r‘_r-;;,aun pads Bidany Nawa dan loformas) tidak akan berjalan sesual

agwal yang Sitentolaeo

Informasi

Kerangka Acud

1. Mengetahul dan memahami proses pemanggilan peserta untuk kegiatan bidang Data dan

1. DPA-SKPD Dinas P3A- PPKR Prov. Kalteng

2 Buku agenda surat keluar

oiatan Uidang Dota dan Informasi don Buko Apenda Bidang Daca dan Intornas)
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PILAKSANA MUTU BAKY
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15 menlt
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R Bz 2 Knpuis Sersi yumg [Ty Infarmasi , disposisi dari Kepala

Memwen Craf® rw proereries P (S Tk sewes Sl
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor 501" Joous. 33/ 1y [Sekre/DIIAFIKE

Tanggal Pembuatan |3 Maret 2025

Tanggal Revis)

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

BIDANG DATA DAN INFORMASI

Nama SOP Pengumpulan Data dan Informasi

1. Peraturan Guberrur Kalimaotan Tengah Romer 17 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsl, dan
Uratan Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan din Perbindungan Anak. Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsl Kalimantan Tengzh

2. Peraturan Menten PP Nomor 06 Tahun 2009 ientang Penyelenggaroan Data Gender dan Anak

3 Instruksi Gubenur Kalimantan Tengah Nooor - 183.54/13/2011
tentang Pengumpulan Data dan Informasi Torplal Penganusutamain Gender dan Anak

Apabila Progres kerja keglatan/program tidak tercapal maks dapat berpengaruh te rhadap pelaporan

1 Mampu mengoperasikan kemputer

2 Mampu memberikan penjelasan tentang data gender dan anak, Kependudukan dan KB

3. Memiliki Pengetahuan terkait Data Terpilah Gender dan Anak, Kependudukan dan KR

Peralatan/ Perlengkapan
1. Kemputer/ Printer
2. DPA SKPD

Dokumentasi Laporan Keglatan/Progrim




Presedur o

Prakmu Muty Baku
-
Vg Keopals Sidang Kelengha pan Wakmu Owipen
Terkait Bxdang Data dan Informasi Penyusunan 1 Jam Duposms.
y Mo Sowm Doapei d Kl Program Kegists Data Cender dan Aash DPA Bidang.
D FIATTCE Surat - Surst terian Data, Undangan, Edaran, Serst
Keputwan, Penugusan lainnya
Bedang Data dan informast Peryusunan 1]am Penugasan dari Kadi. |
|Program Kegratn Dats Gender dan Anak DPA Ridang, Konsep, Farsf
2[R Mrnradak Lanse secs g Surst - Surst reriait Data, Undangan, Edaran, Surat
Keparasan, Penugasan lainnya
Terkalt Bidang Dats dan Informasi Penyusunan 10 mendt Drivpasixt Peaugasan.
Program Kegislas Dats Gencer dan Ansk DPA Bidasg, Paral
3 Rt Meedeposwikar keyats L Surst - Surat teriail Data. Undangan, Edaran, Surst
Kapurusmn, Penvgasan lsinnya
| Terkalt Bidang PARTKA Penyusunan Program Kegiatam, | | han Penugasan, Koas=p,
KUA PPAS. DPA Bidang, Surat - Surat tericait Anak, Paraf
o (M MPmsaremm o sspeos ocxs L Uncangan, Edaran, Surat Kepututan, Peaugasan lainnya
Jegpery E
HWMMGmMWB 1 hari Pencatrtan Dobumen
{Program Keglstan Data Gender dan Anak DPA Bsdang, (Mamak dan Kelvar
5| M pam S Sural - Surat terimit Data. Undangan, Edaran, Sarst Konsep. Telaan
Keputusan, Penugasan lainnya Stal, Pencgasan, Pucal]
Terkait Sidang Dats dan Informast Pesyusensn 3 hari | Delcermen Laporan
Program Kegramn Data Gender dan Anak DPA Badang, | Pelaksanaan
Swrat - Surat terkail Data, Undangan, Edaran, Saral
& Laporer. Pelcama Keputusan, Penugsssn lainnya
Terkait Budang Data dan (nformas: Pesyusonan 1 hari Dekumen / Behn |
Program Kegistan Data Gender dan Anak DPA Bidang Fuik Keglotan
5 [Pemgermgme Bwcs Fon Dotoemes Suref - Surat terkait Data. Undangsn, Edaran, Serat |
| D bz Krputusar, Penugesan lainaya .




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEM BERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor S0P 000 B33/ 75 /Sekre/DPIAPPKR

Tanggal Pembuatan 3 Marer 2025

T.':nbrsnl Revisi

Disahkan oleh

BIDANG DATA DAN INFORMASI

Nama SOP Kegiatan Rapa

P TR
Tanggal Pengesahan 21 Apnil M\“‘_::'___F‘?ﬂm
t L/

7,

Tingkat Kabupaten/Kota

- Peraturan Gubernur Kalimarten Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungs:, dan
Uraian Tugas Badan Pemberdayazn Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Kalimanian Tengah

2 Peraturan Menteri PP Nomor 0% Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

[

Imstruksd Gabenur Kalimantan Tengzh Nomor - 18854 /13/2011
tentang Peagumpulan Dam dan Informasl Terpllah Pengarusutanmiaan Gender dan Anak

w

Apabila Progres kena kegpatan prugram Udak tercapal maka dapat berpengaruh terhadap pelaparan

Mampu mengoperasikan komputer

X

Lt

1. Komputer/ Printer
2. DPA SKPD

Dokumentas) Laporan Kegiatan/Program

Memahami mengenai kegiatan terkait Data Terpilah gender dan anak

Memiliki Pengetahuan terkait Data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab/Kota




Keg Rapat Koord]

Forum Dats Terpllah dan Amak Tinghat Kabupates/Kota

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Ketermgan
Kepala Dinas Kepala Bidang """:,::r’”‘ StaffPelaksana Keleaghapan Waktu Output
ry Program Keg Rapat Koardinas! Data Ksbupatan/Xota 1 minggu Rapat Koordinasi Forum | SOP Rapat koordinasi
Forum Data Terpilah dan Anak Tingkat yang diundang Data Terpilahdan Anak | Forum Dau Terpilah
Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten,/Kota dan AnakTingkat
Kabupaun/Kota
Menyelenggarakan Rapst Imernal untuk mesyusun Rupat Koordinasi Forum 2|am Rapat Koordinasl Forum
|rencana Kegiatan Rapat Knardinasi Forum Da@ Data Terpilah dan Anak Data Terpilah dan Anak
Terpllab dan Anak Tinglar Kabapaten/Kota | Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kom
Menyusun Matrik jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi Forum 3 hani Rapat Koordinas! Forum
Data Terpilah dan Anak Data Terpilah dan Anak
Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota
yang sudah diparaf
alil k2o P 2 ez FKoard: Kegiatan yang akan 3 hari Dokumen Hapat
Forum Dat Terpilsh dan Anak Tingkat Ej dilaksanakan sudsh di Keardinas! Forum Data
Kahupaten/Kota paraf Kabld Terpilah dan Anak Tingkat
Kabupaten/Xow
Membuat Sural Undangan Tidak Dokumen Rapat 3 han Dukumen Rapat
Koordinasi Forum Data Koordinasi Forum Data
Tidak Terpilah dan Anak Terpilah dan Anak Tinglkat
L. -— Tinghat Kabupaten/Kow Kabupaten/Xo@
Tidak .
I Ya
Ya
Menprirs Surst Undangan Dolumen Surat 3 hart Dokumen Surat Undangan
Undangan Rapat Rapat Koordinasi Forum
Koordinasi Forum Data Data Terpilah dan Anak
Terpilah dan Anak Tingkat Kabupaten/Kota
Menganggendakan Bukt Peagiriman Surat Dokumen Sura: 20 menit Bukti Pengiriman
Pelaksanaan Keiaman Undangan Rapat
Koordinasi Forum Data
Terpilah dan Anak
e n Hapat Ao Farmm Bukt Pengiriman dan 20 menit Arsip
Data Terpilah dan Anak Tingkat Kabupaten /Kota Dokumen Rapat
Koordinasi Forum Data
Terpilah dan Anak
Tingkat Kabupaten,/Kota
Buku Laporan Rapat Koordinesi Forum Data Bukd Laporan Kegatan 3 hari Arsip
Terpilah dan Anak Tingiar Kabupaten, Kota Rapat Koordinas! Ferum
Data Terpilah dan Anak
Tingkat Kabupaten/Kota




Nomor 501 00033/ /& [sckre/DP3APPKE

[Tanpgal Pembuatan 3 Maret 2025 —
Tangpal Revisi = WNIAH o N
Eshens _ °®

Tanggal Pengesahan 21 Apnil g
Disahkan olch

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

an Sosialisa an Advokasi P r 2
BIDANG DATA DAN INFORMASI Nama SOP ) Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum Puspa
Kabupaten/Kota

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan 1 Mampu mengoperasikan komputer

Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
2 Peraturan Menteri PP Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak 2 Memahami mengenai kegiatan terkait Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peninghkatan

Kualltas Keluarga
3. Insuruksi Gubenur Kalimantan Tengah Nomor  1BBS54/13/2011 3 Memiliki Pengetalinan terkait Pengembangan Kegiatan Mosyarakat unruk Peningkatan Kualitas

tentang Pengumpulan Data dan Informasi Terpilah Pengarusutamaan Gender dan Anak Keluarga

i/ Perlengkapan
1. Komputer/ Printer
2. DPA SKPD

Dokumentas: Lapuran Kegiatan/Program

Apabila Progris kena kegiatan/program udak tercapai maka dzpat berpengaruh terhadap pelaporan




resst: Kugs dar Afvmiu Pa dan Forum FUSP A K bapaten, Kieta
PELAKSAN L MUTU RBARY
T CFOATES Esterangan
» © Napale B34 babartan Fumgvie aal o —— Wakis Output
1 e, Mopes Kopeme Sowsher o Data Labupaten/Xota 1 mmgr aan S0P 5
M el Memiwemkar Foume PUSR yang dlundang Pemb Foarum vl Pemib
| Kt s PUSPA Kabupaten,Kota Forum PUSPA
Nabupatien/Kota
F dan Sosmalisy dan Advokan) 2 jam Souwlast dan Adwoiss
| [mermEay Seno PUSTL Katvgpets Am Pembenruican Forum Penbearwkan Forum
'I PUSPA Kabwpaten/ Koty PUSPA Kabupaten /Koo
| 8 |!——I-l—tq— —— Scmalizasl dan Advokasi 1 han Souialisasi dan Adwokasi
I [ Pembenrukan Forum Fembeatakan Forum
PUSPA Wabupaten/Kata PUSPA Kabugaten/ Kot
yung sudah diparsf
. o Ak Kegiatan yang skan 3 hart Dokumen Sostalisasi dan
g TSR L ditmhsanakan sudah di Advokas Prm bestubn
] paraf Kabkd Farum PUSPA
Kabupaten,/Kota
i B Ity Ben Feutown e Yerw Cnomaps * vk a 3 kari Dolmrmen Samalisa dwn
Advokasi Pembentukan Advokasi Probeamukan
! - Forem PUSPA Forum PUSPA
l Kabuparen /Koo Kabupaten /KXoty
|
a
T,
Ii
iE -
L ey o Paesus o by roergar Dolumen Surat 1 hari Dokumen Surar Undangan
Jangan Seatalimsi da Soshlmas! dan Advokas
'| Advokan Pembentukan Pembeatukan Forum
Forem PUSPA PUSPA Kabupaten /Kot
Kabupaten/Xets
T jeeepaagpeesdu B Sropemr eer 4 Dolumen Surat 0 menit Bukei Pengirman
e sameae Srasr Undangan Soualisas! das |
Advokaz Pembentukan
Foram FUSPA
Kabuparen/ Kot
. s Bl Pengriman dan 10 meak Arup
[P e ot PTGl gy M. Dakurmen Sanka bsasi dan
J Advohas Pembeniskan
Farum PUSPA
Kabupaten, Keta
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
11. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kanton: dp3appkb@kalteng.go.id

Nomor SOP : 061.1/ /OV/Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan : Maret2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan |:  Maret 2025

Disahkan Oleh

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Nama SOP Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi

| Dasar Hukum :

Kualifikasl Pelaksanaan :

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nemor 23 Tahumi2002 tentang Perlindungan
Anak

1. Memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan kegiatan dalam kaitannya dengan
Pemenuhan Hak Anak

2. Memahami mengenai kegiatan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3. Memiliki pengetahuan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Keterkaitan SOP :

Peralatan Perlengkapan :

Laporan Kegiatan/Program

1. Komputer/Printer
2. DPA-SKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila progres kerja kegiatan/program tidak tercapai maka data berpengaruh terhdap pelaporan
kinerja SKPD

Dokumentasi Laporan Kegiatan/Program

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Prosedur Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

! PELAKSANA MUTU BAKU
; i NI KepalaDinas | Kepala Bidang JFT JFU Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1. | Menyusun Program/Kegiatan Advokasi, Data Advokasi 1minggu | Advokasi
' Sosialisasi dan Pendampingan ( ) Kebijakan dan Kebijakan dan
Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA Pendampingan
PHA
v Advokasi Kebijakan dan 2 jam Advokasi
2. | Menyelenggarakan rapat internal untuk Pendampingan PHA Kebijakan dan
Menyusun rencana kegiatan Pendampingan
PHA yang sudah
diparaf
3. | Menyusun matriks jadwal kegiatan Advokasi Kebijakan dan 3 hari Advokasi
y Pendampingan PHA Kebijakan dan
Pendampingan
PHA yang sudah
diparaf
4. | Melakukan persiapan kegiatan Advokasi, v Kegiatan Advokasi yang 3 hari Dokumen
Sosialisasi dan Pendampingan akan dilaksanakan Advokasi
Pelaksanaan Kebijakan PHA sudah diparaf Kabid Kebijakandan
Pendampingan
PHA
5. | Membuat surat kegiatan Advokasi, k Dokumen Advokasi 3 hari Dokumen
Sosialisasi dan Pendampingan Ya Kebijakan dan Advokasi
Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA Kebijakan dan
Ya Pendampingan
——I PHA yang sudah
Ya Tidak ditandatangani
Tidak
!
Tidak
Ya
6. | Mengirim surat kegiatan Advokasi, Data Advokasi 3 hari Data Advokasi
Sosialisasi dan Pendampingan Kebijakan dan Kebijakan dan
Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA Pendampingan
PHA

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Mengagendakan Bukti kegiatan Advokasi,

Sosialisasi dan Pendampingan

Bukti Advokasi 30 menit | Bukti Advckasi
Sosialisasi dan Pendampingan Kebijakan dan Kebijakan dan
Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA Pendampingan

| PHA

Mendokumentasikan dokumen kegiatan Bukti Advokasi 30 menit | Arsip
Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Kebijakan dan
Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA
Buku laporan kegiatan Advokasi,. @ Buku laporan kegiatan 3 hari Arsip

Pelaksanaan Kebijakan PHA

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor SOP : 061.1/ /&4 /Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan T Maret 2025
Tanggal Revisi L
Tanggal Pengesahan | :  Maret 2025
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dr
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
J1. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id

Nama SOP Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Dasar Hukum ;

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsl dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

1. Memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan kegiatan dalam kaitannya dengan
Pemenuhan Hak Anak melalui Forum Anak Nasional

2. Memahami mengenai keglatan terkalt Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3. Memiliki pengetahuan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Keterkaltan SOP :

Peralatan Perlengkapan :

Laporan Kegiatan/Program

1. Komputer/Printer
2. DPA-SKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Pa_rll_'lsatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila progres kerja kegiatan/program tidak tercapai maka data berpengaruh terhdap pelaporan
kinerja SKPD

Dokumentasl Laporan Kegiatan/Program

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Prasedur Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

| PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN .
) o Kepala Dinas Kepala Bidang JFT JFU Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 Menyusun Program/Kegiatan Koordinasi Data Forum Anak 1 minggu Pertemuan
dan Sinkronisasl Pelaksanaan @ Daerah (14 Kab/Kota ) Forum Anak
Pendampingan PKHA Nasional
f KAK, Data ForumiAnak 2 jam Draf pertemuan
| 2. | Menyelenggarakan rapat internal untuk Daerah (14 Kab/Kota ) Forum, Anak
| menyusun rencana kegiatan Nasional yang
== sudah diparaf
3. | Membuat surat penyeleksian Duta Anak SK Forum Anak Daerah 1 hari Surat '
Kalteng dari 14 Kab/Kota Ya 14 Kab/Kota penyeleksian
Ya Dua Anak
Kalteng yang
I T sudah diparaf
Ya )\ Tidak
j Tidak
Tidak
4, | Mengirim surat penyeleksian Duta Anak ‘ Surat penyeleksian 3 hari Surat
Kalteng Duta Anak Kalteng, SK penyeleksian
Forum Anak, dokumen Dua Anak
Forum Anak Provinsi, Kalteng, SK
bukti pengiriman Forum Anak,
dokumen
| ForumAnak
Provinsi, bukti
v pengiriman
5. | Melakukan persiapan kegiatan Rakornas Kegiatan yang akan 3 hari Dokumen data
Forum Anak Nasional dilaksanakan sudah Duta Anak
diparaf Kabid Kalteng yang
ikut Forum
Anak Nasicnal
6. | Membuat Surat Konfirmasi ke Ya Dokumen data Duta 3 hari Surat
Kementerian PPPARI I Anak Kalteng yang ikut konfirmasi,
Forum Anak Nasional dokumen data
l Ya Duta Anak
Tidak Kalteng,Forum

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Anak Nasional

Ya yang sudah
ditandatangani
' » | Pridak
Tidak
|
7. | Mengirim Surat Konfirmasi Surat konfirmasi, 3 hari Bukti
dokumen Forum Anak pengiriman,
Nasional dokumen
Forum Anak
Nasional
8. | Mengagendakan bukti pengiriman surat Bukti pengiriman, 30 menit Bukti
pelaksanaan kegiatan dokumen Forum Anak pengiriman,
Nasional dokumen
Forum Anak
Nasional
9. | Dokumentasi dokumen kegiatan Forum Bukti pengiriman dan 30 menit | Arsip
Anak Nasional dokumen Forum Anak
Nasional
10. | Buku Laporan Kegiatan Forum Anak Buku laporan kegjatan 3 hari Arsip

Nasional

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JI. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kanton: dp3appkb@kalteng.go.id

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisl
Tanggal Pengesahan

: 061.1/ /OV/Sekre/DP3APPKB

Maret’2025

Maret 2025

! Disahkan Oleh

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Nama SOP

Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Gubemnur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah:

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahum2002 tentang Perlindungan
i Anak

1. Memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan kegiatan dalam kaitannya dengan
Pemenuhan Hak Anak

2. Memahami mengenai kegiatan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3. Memiliki pengetahuan terkait Pemenuhan Hak Anak [PHA)

i Keterkaitan SOP :

Peralatan Perlengkapan :

Laporan Kegiatan/Program

1. Komputer/Printer
2. DPA-SKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila progres kerja kegiatan/program tidak tercapai maka data berpengaruh terhdap pelaporan
kinerja SKPD

Dokumentasi Laporan Kegiatan/Program

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Prosedur Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Dinas Kepala Bidang JFT JFU Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1. | Menyusun Program/Kegiatan Advokasi, Data Advokasi 1 minggu Advokasi
Sosialisasi dan Pendampingan ' ) Kebijakan dan Kebijakan dan
Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA Pendampingan
PHA
Advokasi Kebijakan dan 2 jam Advokasi
2. | Menyelenggarakan rapat internal untuk Pendampingan PHA Kebijakan dan
Menyusun rencana kegiatan Pendampingan
PHA yang sudah
diparaf
3. | Menyusun matriks jadwal kegiatan Advokasi Kebijakan dan 3 hari Advokasi
Y Pendampingan PHA Kebijakan dan
Pendampingan
PHA yang sudah
diparaf
4. | Melakukan persiapan kegiatan Advokasi, v Kegiatan Advokasi yang 3 hari Dokumen
Sosialisasi dan Pendampingan akan dilaksanakan Advokasi
Pelaksanaan Kebijakan PHA sudah diparaf Kabid Kebijakan dan
Pendampingan
PHA
5. | Membuat surat kegiatan Advokasi, Dokumen Advokasi 3 hari Dokumen
Sosialisasi dan Pendampingan Ya A4 Kebijakan dan Advokasi
Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA Kebijakan dan
Ya Pendampingan
——T PHA yang sudah
Ya Tidak ditandatangani
Tidak
Tidak
Ya
6. | Mengirim surat kegiatan Advokasi, Data Advokasi 3 hari Data Advakasi
Sosialisasi dan Pendampingan Kebijakan dan Kebijakan dan
L Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA Pendampingan
| PHA

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Sosialisasi dan Pendampingan

Mengagendakan Bukti kegiatan Advokasi, Bukti Advokasi 30 menit Bukti Advokasi

Sosialisasi dan Pendampingan Kebijakan dan Kebijakan dan

Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA Pendampingan
| PHA

Mendokumentasikan dokumen kegiatan Bukti Advokasi 30 menit Arsip

Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Kebijakan dan

Pelaksanaan Kebijakan PHA Pendampingan PHA

Buku laporan kegiatan Advokasi, C) Buku laporan kegiatan 3 hari Arsip

Pelaksanaan Kebijakan PHA

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

| Nomor SOP : 061.1/ /g [Sekre/DP3APPKB
| Tanggal Pembuatan Maret 2025
| Tanggal Revisi -
IITanggal Pengesahan Maret 2025
i Disahkan Oleh
I
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JI. Brigien Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id
| Nama SOP Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perlindungan dan
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK ' Pemenuhan Hak Anak
Kualifikasi Pelaksanaan ;

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3. Permendagri No. 78.Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah

1. Mengetahui dan memahami proses melaksanakan kegiatan Bidang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Anak

Keterkaitan SOP: Peralatan Perlengkapan :
1. DPA-SKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Buku Agenda surat Keluar

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat/terkendala

Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Prosed ur Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

| no KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Dinas Kepala Bidang IFT JFU Kelengkapan Waktu Output Keterangen
{7 Menugaskan untub melaksanakan kegiatan Bidang DPA-SKPD DP3APPKE, 15 menit Disposis|
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak [: Rencana kegiatan Bidang
Perlindungan dan
[ Pemenuhan Hak Anak
Menindaklanjuti tugas yang diberikan Kezala Dinas DPA-SKPD DP3APPKE, 15 menit Konsep KAK Bidang
Rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan
[ Perlindungan dan Pemenuhan Hak
! Pemenuhan Hak Anak Anak
[73. | Menindakianjuti dengan membuat konsep TOR ( Konsep KAK Bidang 60 menit Draft KAK Bidang
| Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Narasumber, Y Perlindungan dan Perlindungan dan
E Waktu Pelaksanaan, Jadwal keglatandan Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak
| Anggaran/blaya ) yang kemudiandiberikan kepada L‘ Anak
IFU untuk diketik [——-——‘3‘
A Memeriksa draft konsep TOR kegiatan, jilka tidak Tidak Draft KAK Bidang 10 menit Draft KAK Bidang
sesuai dikembalikan kepada JFU untuk diperbaiki, Perlindungan dan Perlindungan dan
Jika sesual maka disaraf dan disampalkar kepada Tidak = \ / e Ya Pemenuhan Hak AnaH Pemenuhan Hak
Kepala Bidang untLk mendapat persetujuan Anak
5 Memeriksa draft konsep TOR,jika tidak sesuai Tidak Ya Draft KAK Bidang 10 menit Draft KAK Bidang
dikembalikan kepada JFT untuk diperbaikl, Jika - / \ - Perlindungan dan Perlindungan dan
sesuaimaka diparaf dan disampalkan kepada Kepal Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak
Dinas untuk mendi pat persetujuan Anak
6. Memeriksa draft konsep TOR,|Ika tidak sesuai Draft KAK Bidang 5 menit KAK Bidang
dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk Perlindungan dan Perlindungandan
diperbaiki, jika sesual maka ditandatangani oleh < < Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak
Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan Ya Anak yang sudah
melaksanakan keglatan Bidang Perlindungan dan ditandatangani oleh
Pemenuhan Hak Anak Kepala Dinas
7. Membuat konsep surat menyurat keglatan Bidang KAK Bidang Perlindungan dan 60 menit KAK Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak kemudian Pemenuhan Hak Anak, draft Perlindungan dan
diserahkan ke JFU untuk diketik surat undangan dan surat Pemenuhan Hak
- pemanggilan peserta, surat Anak, draft surat
- peminjaman Gedung,ruang undangan dan surat
/] rapat pemanggilan
Tidak peserta, surat
peminjaman
Gedung/ruarg rapat
8. Memeriksa draft surat menyurat keglatan, jika tidak KAK Bidang Perlindungan dan 10 menit KAK Bidang
sesual dikernbalikan kepada IFU untuk diperbaiki, Pemenuhan Hak Anak, draft Perlindungan dan
Jika sesual maka diparaf dan disampalkan kepada surat undangan dan surat Pemenuhan Hak
Kepala Bidang untuk mendapat persetujLan pemanggilan peserta, surat Anak, draft surat
- / \ = peminjaman Gedung/ruang undangan dan surat
L i rapat pemanggilan
\/ Ya peserta, surat
peminjaman
Gedung/ruang rapat

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9. | Memeriksa draft surat menyurat kegiatan, jika tidak Ya KAK Bidang Perlindungan dan 10 menit KAK Bidang
sesual dikermnbalikan kepada JFT untuk diperbaiki, Pemenuhan Hak Anak, draft Perlindungan dan
jika sesuai maka dioaraf dan disampaikan kepada surat undangan dan surat Pemenuhan Hak
Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan ’\\ pemanggilan peserta, surat Anak, draft surat
peminjaman Gedung/ruang undangan dan surat
Tidak rapat pemanggilar
peserta, surat
peminjaman
Gedung/ruang rapat
dan surat
permintaan
narasumber
10, | Memeriksa draft surat menyurat kegiatan, jika tidak KAK Bidang Perlindungan dan 10 menit Surat undangan,
sesuai dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk Pemenuhan Hak Anak, draft surat pemanggilan
diperbaiki, jika sesuai maka ditandatangzni cleh surat undangan dan surat peserta dan surat
Kepala Dinas dan deregister serta dicap stempel \\/ Ya pemanggilan peserta, surat peminjaman
Dinas < / < peminjaman Gedungfruang Gedung/ruang rapat
rapat yang telah
ditandatangani oleh
| Kepala Dinas.
| 11. | Melaksanakan kegiatan Bidang Perlindungan dan Ya Surat undangan, surat 1-2 hari Rekomendasi Hasil
| Pemenuhan Hak Anak, jika telah mendagat pemanggilan peserta dan Kegiatan Bidang
persetujuan dari Kepala Dinas surat peminjaman Perlindungan dan
gedung/ruang rapat dan Pemenuhan Hak
| surat permintaan Anak
narasumber yang telah
ditandatangani oleh Kepala
Dinas
12. | Pembahasan Pelaporan hasil kegiatan Bidang Rekomendasi Hasil Kegiatan 30 menit Perencanaan
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan dan Kegiatan yang akan
Pemenuhan Hak Anak datang dengan
| i< mengacu pada
Rekomendasl Hasil
Kegiatan Bidang
Perlindungan dan
Pemenuhan Hak

Anak

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JI. Brigien Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@Kalteng.go.id

Nomor SOP : 061.1/ (7 /Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan : Maret 2025

Tanggal Revisi i

Tanggal Pengesahan | : Maret 2025

Disahkan Oleh

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Nama SOP Pembuatan Surat Tugas

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3. Permendagri No. 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas.dilingkungan Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah
2. Mengetahul dasar penugasan pegawai

Keterkaitan SOP:

Peralatan Perlengkapan :

Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

Pedoman Suurat Tugas

Surat Undangan/Permintaan

. DPA-SKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

hWwpNpE

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat/terkendala

Dicatat dan direkam secara manual dan elektronik:

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Presedur Pembuatan Surat Tugas

| PELAKSANA MUTU BAKU
|_N_? KEGATAN Kepala Dinas Kepala Bidang JFT JFU Kelengkapan Waktu Output Keterangan
| 1. | Mengajukan permohonan pembuatan Disposisi Kepala Dinas, 10 menit Permohonan
l surat tugas Bidang Perlindungan dan Undangan surat tugas
| Pemenuhan Hzk Anak
: v Permohonan surat 5 menit Konsep surat
| 2. | Membuat konsep surat tugas yang ¢ | tugas tugas
kemudian diteruskan ke JFU untuk diketik
— | 3
3. | Memeriksa draf surat tugas jika masih Tidak Konsep surat tugas 5 menit Draf surat tugas
yang salah dikembalikan kepada pembuat A yang sudah
konsep untuk ciperbaiki, jika sudah benar diparaf JFT dan
diparaf Tidak r\/ Ya JFU
4. | Memeriksa draf surat tugas jika masih Draf surat tugas yang 5 menit Draf surat tugas
ada yang salah dikembalikan kepada JFT /\ Ya sudah diparaf JFT dan yang sudah
untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf < JFU diparaf Kabid,
Tidak —\ / JFT dan JFU
5. | Memeriksa draf surat keluar masih ada Draf surat tugas yang 5 menit Draf surat tugas
yang salah dikembalikan kepada Kepala Ya sudah diparaf Kepala yang sudah
Bidang untuk diperbaiki, jika sudah benar \‘ Bidang, JFT dan JFU ditandatangani
ditandatangani / Kepala Dinas
: 6. | Memberikan nomor dan stempel surat Draf surat tugas yang 5 menit Surat Tugas
| tugas dan mencatatnya dalam kartu sudah ditandatangani
| kendali Kepala Dinas
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

J1. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id

Nomor SOP : 061.1/ fj /Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan : Maret 2025

Tanggal Revisi i

Tanggal Pengesahan | : Maret 2025

Disahkan Oleh

|
|
|
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
|

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Nama SOP Pengelolaan Surat Keluar

! Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di

. Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

| 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah {SOP-AP)

3. Permendagri No. 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah

2. Mengetahui dan memamhami tentang tata kearsipan

3. Mengetahui tentang Jenis-jenis arsip

P

| Keterkaitan SOP:

Peralatan Perlengkapan:
1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buku Agenda Surat Keluar
3. Lembar Disposisi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat/terkendala

Surat masuk terlebih dahulu diregister dalam buku agenda surat keluar

B Dipindai dengan CamScanner
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Prosedur Pengelolaan Surat Keluar

: PELAKSANA MUTU BAKU
|lo REGIATAN Kepala Dinas | Kepala Bidang JFT JFU Kelengkapan Wakty Output Keterangan
| 1. | Merumuskan konsep surat keluar Bidang Konsep surat keluar 5 menit Rumusan
| Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ( } konsep surat
keluar
2. | Membuat konsep surat keluar Bidang Rumusan konsep surat 5 menit Konsep surat
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak i keluar keluar
yang kemudian diteruskan ke JFU untuk
di ketik P M
| 3. | Memeriksa draf surat keluar jika tidak Tidak Draf surat keluaryang 10 menit Draf surat.
sesuai dikembalikan kepada JFU untuk A sudah diketik keluar yang
diperbaiki, jika sesuai maka diparaf dan * sudah
| disampaikan kepada Kabid untuk Tidak \/ Ya diperbaiki
mendapat persetujuan
4. | Memeriksa draf surat keluar jika tidak Draf surat keluaryang 10 menit Draf surat
sesuai dikembazlikan kepada JFT untuk / \ Ya sudah diperbaiki keluar yang
diperbaiki, jika sesuai maka diparaf dan > < sudah
disampaikan kepada Kadis untuk Tidak \ / diperbaikit
mendapat persetujuan
5. | Memeriksa draf surat keluar jika tidak Draf surat keluaryang 10 menit Surat keluar
sesuai dikembalikan kepada Kabid untuk Ya sudah diperbaiki yang telah
diperbaiki, jika sesuai maka - ditandatangani
ditandatangani oleh Kadis - oleh Kadisserta
telah diregister
Ii dan dicap
! stempel dinas
| 6. | Surat keluar yang sudah ditandatangani Surat keluar yang telah 10 menit Surat keluar
oleh Kepala Dinas dikembalikan Kembali ditandatangani Kadis yang telah
ke bidang untuk dilakukan register dan ditandatangani
pemberian cap stempel dinas | oleh Kadisserta
telah diregister
dan dicap
stempel dinas
7. | Surat keluar yang sudah deregister dan Surat keluar yang telah 10 menit Surat keluar
cap stempel kemudian dikirmkan ke ( ] ditandatangani Kadis siap untuk
alamat yang hendak dituju dan telah diregister dikirim

dan dicap stempel
dinas
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JI. Briglen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go id

Nomeor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

1 061.1/ /Sekre/DP3APPKB

Mare$/2025

Maret 2025

Disahkan Oleh

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Nama SOP

Pengelolaan Surat Masul

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

3. Permendagri No. 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negerl dan Pemerintah Daerah

1. Mengetahui:dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi

Kalimantan Tengah

2. Mengetahuiidan memamhami tentang tata kearsipan
3. Mengetahuiitentang jenis-jenis arsip

Keterkaitan SOP : Peralatan Perlengkapan :
1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Lembar Disposisi

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat/terkendala

Surat masuk terlebih dahulu diregister dalam buku agenda surat masuk

B Dipindai dengan CamScanner
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Prasedur Pengelolaan Surat Masuk

| PELAKSANA MUTU BAKU
| M8 EEIATAR Kepala Dinas | Kepala Bidang JFT JFU Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1. | Menerima dan meregister surat masuk Surat masuk, lembar 5 menit Kartu surat
dalam buku agenda surat masuk Bidang disposisi Kepala Dinas masuk
[ Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Buku Agenda
2. | Meneruskan lembar disposisi surat masuk Surat masuk dan 10 menit Lembar
ke Kepala Bidang Perlindungan dan lembar disposisi Kepala disposisi surat
Pemenuhan Hak Anak Dinas masuk
3. | Menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas Surat masuk dan 10 menit Surat masuk
lembar disposisi Kepala dan lembar
Dinas disposisi Kepala
Dinas
4. | Melaksanakan disposisi apabila Kepala Ya Surat masuk dan 10 menit Surat masuk
Bidang melaksanakan disposisi dan lembar disposisi Kepala dan lembar
berkoordinasi dengan JFT Dinas disposisi Kepala
Dinas
5. | Melakukan koordinasi dnegan Kepala r Surat masuk, lembar 10 menit Surat rna.suk, ‘
Bidang untuk menindaklanjuti disposisi disposisi Kepala Dinas lembar disposisi
dan lembar dispcsisi Kepala Dimas
Kabid dan lembar
disposisi Kabid
6. | Melaksanakan disposisi dan v Surat masuk, lembar 10 menit | Surat masuk,
melaporkannya ke Kepala Dinas disposisi Kepala Dinas, lembar disposisi
lembar disposisi Kabid Kepala Dinas,
dan laporan lembar disposisi
Kabid dan
laporan
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JI. Brigjen Katamso No..11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id

Nomor SOP : 061.1/ /D /Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan : Maret 2025

Tanggal Revisi HE

Tanggal Pengesahan | : Maret 2025

Disahkan Oleh

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Nama SOP Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Pemenuhan Hak Anak Kewengangan Pravinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

1. Memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan kegiatan dalam kaitannya dengan
Pemenuhan Hak Anak melalui Forum Anak Provinsi

2. Memahami mengenai kegiatan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3. Memiliki pengetahuan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Keterkaitan SOP :

Peralatan Perlengkapan :

Laporan Kegiatan/Program

3. Komputer/Printer
4. DPA-SKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila progres kerja kegiatan/program tidak tercapai maka data berpengaruh terhdap pelaporan
kinerja SKPD

Dokumentasi Laporan Kegiatan/Program

B Dipindai dengan CamScanner
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Prosedur Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

yang ikut Forum
Anak Daerah

NO \ KEGIATAN y : PELAKSANA MUTU BAKU
\ Kepala Dinas Kepala Bidang JFT JFU Kelengkapan Waktu Output Keterangan
| 1. ] Menyusun Program/Kegiatan Penguatan Data Forum Anak 1 minggu Pertemuan
. Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan ‘ ] Daerah (14 Kab/Kota ) Forum Anak
Pemenuhan Hzk Anak Kewenangan Daerah Prov.
Provinsi dan Lintas Daerah Kalteng
| Kabupaten/Kota
| = KAK, Data Forum Anak 2 jam Draf pertemuan
| 2. | Menyelenggarakan rapat internal untuk Daerah (14 Kab/Kota ) Forum Anak
menyusun rencana kegiatan Daerah Prov
yang sudah
diparaf
3. | Membuat surat kegiatan Forum Anak SK Forum Anak Daerah 1 hari Surat
Daerah Provinsi kepada Forum Anak Ya 14 Kab/Kota pelaksanaan
Daerah (14 kab/kota) kegiatan Forum
Ya | Anak Daerah
I Prov. Kalteng
Ya /E Tidak yang sudah
T~ diparaf
I Tidak
Tidak
4, | Mengirim surat Keglatan Forum Anak & Surat pelaksanaan 3 hari Surat
Provins| kegiatan Forum Anak pelaksanaan
Daerah Prov. Kalteng, kegiatan Forum
SK Forum Anak, Anak Daerah
dokumen Forum Anak Prov. Kalteng,
Prov, bukti pengiriman SK Forum Anak,
dokumen
Forum Anak
Prov, bukti
pengiriman
5. | Melakukan persiapan kegiatan Rakorda Kegiatan yang akan 3 hari Dokumen.data
Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan dilaksanakan sudah Forum Anak
Tengah diparaf Kabid Daerah Kalteng
(14 kab/kota)
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Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi
Kalimantan
| Tengah
6. | Membuat Surat bagi Forum Anak Daerah Ya Dokumen data Forum 3 hari Surat
(14 kab/kota) — Anak Daerah Prov. konfirmasi,
Kalteng (14 kab/kota) dokumen data
Ya yang mengikuti Forum Forum Anak
Tidak Anak Daerah Provinsi Daerah Kalteng
(14 kab/kaota)
Ya yang sudah
j b ditandatangani
Tidak
Tidak
7. | Mengirim Surat Konfirmasi Bgi Forum Surat konfirmasi, 3 hari Bukti
Anak Daerah (14 kab/kota) dokumen Forum Anak pengiriman,
Daerah Provinsi dokumen
Kalimantan Tengah Forum Anak
Daereh
8. | Mengagendakan bukti pengiriman surat v Bukti pengiriman, 30 menit Bukti -
pelaksanaan kegiatan dokumen Forum Anak pengiriman,
Daerah Provinsi dokumen
Kalimantan Tengah Forum Anak
Daerah
9. | Dokumentasi dokumen kegiatan Forum Bukti pengiriman dan 30 menit Arsip
Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah —.—| dokumen Forum Anak
Daerah Provinsl
Kalimantan Tengah
10. | Buku Laporan Kegiatan Forum Anak @ Buku laporan kegiatan 3 hari Arsip
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Nomor SOP : 061.1/ /Of /Sekre/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan Maret 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan Maret 2025
| Disahkan Oleh
!

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIVANTAN TENGAH
JI. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor :dp3appkb@kalteng.go.id |
| Nama SOP Prosedur Permintaan Narasumber untuk Kegiatan Bidang
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Dasar Hukum :

i Kualifikas! Pelaksanaan :

| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

| 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No, 35 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)
3. Permendagri No. 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah

] 1. Mengetahuiidan memahami proses permintaan Narasumber untuk kegiatan Bidang
i Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

|

Keterkaitan SOP :

. Peralatan Perlengkapan :

1. DPA-SKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Buku Agenda Surat Keluar

Peringatan :

: Pencatatan dan Pendataan :

Bila tidak dilaksanakan, proses pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Anak tidak akan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan

Kerangka Acuan:Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Buku Agenda
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
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Prosedur Permintaan Narasumber Kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

| nO e PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Dinas Kepala Bidang JFT JFU Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1. | Menugaskan untuk melaksanakan DPA-SKPD DP3AFPKB, 15 menit Disposisi
kegiatan Rekomendasi Hasil Kegiatan ‘ Rencana kegiatan
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak _J Bidang Perlindungan
Anak dan PemenuhanHak
Anak
4 DPA-SKPD DP3APFKE, 15 menit DPA-SKPD
2. | Menindaklanjuti tugas yang diberikan Rencana kegiatan DP3APPKE,
Kepala Dinas dengan membuat Bidang Perlindungan Rencana
merencanakan konsep permintaan dan PemenuhanHak kegiatan Bidang
Narasumber yang telah disepakati Anak dan disposisi dari Perindungan
Kepala Dinas dar Pemenuhan
Hak Anak,
disposisi dari
Kepala Dinas
dan konsep
permintaan
Narasumber
3. | Kepala Bidang menugaskan JFT yang v DPA-SKPD DP3APPKB, 15 menit Draf surat
memegang kendali kegiatan untuk Rencana kegiatan permintaan
membuat draf surat surat permintaan Bidang Perlindungan Narasumber
narasumber yang kemudian diteruskan ke a dan PemenuhaniHak
IFU Anak, disposisi dari
Kepala Dinas dan
konsep permintaan
Narasumber
4. | Memeriksa draf surat permintaan Draf surat permintaan 5 menit Draf surat
narasumber, jika tidak sesuai \IQak. Narasumber permintaan
dikembalikan kepada JFU untuk < Narasumber
diperbaiki. Jika sesuai maka diparaf dan Tidak / Ya
disampaikan kepada Kepala Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
5. | Memeriksa draf surat permintaan Ya Draf surat permintaan 5 menit Draf surat
narasumber, jika tidak sesuai Narasumber permintaan
dikembalikan kepada JFT untuk =/\= Narasumber
diperbaiki. Jika sesuai maka diparaf dan Tidak
disampaikan kepada Kepala Dinas untuk
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mendapat persetujuan

Memeriksa draf surat permintaan Ya Draf surat permintaan 5 menit Surat
narasumber, jika tidak sesuai Narasumber permintaan
dikembalkan kepada Kepala Bidang \\‘ Narasumber
untuk diperbaiki, Jika sesuai maka /' yang telah
ditandatangani oleh Kepala Dinas ditandatangani
oleh Kepala
Dinas
Setelah dilakukan register pada buku Surat permintaan 10 menit Surat
agenda dan dicap stempel maka Surat Narasumber yang telah permintaan
permintaan Narasumber dikirimkan ditandatangani oleh Narasumber
kepada Calon Narasumber yang telah Kepala Dinas yang telah
ditunjuk ditandatangani
J ] oleh Kepala
Dinas, diregister
dan dicap
stempel dinas
Calon Narasumber menjawab surat yang Surat permintaan 1-2 Hari Surat jawaban
telah diterima yang berisi Narasumber Narasumber yang telah Narasumber
bersedia untuk memberi materi ataau ditandatangani olefi
tidak bersedia,jika Narasumber tidak : Kepala Dinas,
bersedia maka DP3APPKB di Bidang Tidak / deregister dan dicap
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak b > stempel dinas
akan berkoordinasi Kembali ke Kepala \
Dinas untuk mencari Narasumber yang
lain Ya
Calon Narasumber bersedia/menerima Sarat jawaban calon 1 hari Kesediaan
untuk menjadi pemateri dalam kegiatan Narasumber Calon
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak @ Nara:umber
untuk menjadi
' Narasumber
kegiatan
Perlindungan
dan Pemenuhan

Hak Anak
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JI. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id

Nomor SOP : 061.1/ /p3/Sekre/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan : Maret 2025

Tanggal Revisi HE

Tanggal Pengesahan | : Maret 2025

Disahkan Oleh

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Nama SOP Prosedur Pemanggilan Peserta Kegiatan Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012

| Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)

| 3. Permendagri No. 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah

1. Mengetahui dan memahami proses pemanggilan peserta untuk kegiatan Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Keterkaltan SOP :

Peralatan Perlengkapan :

1. DPA-SKPD Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Buku agenda surat keluar

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Bila tidak dilaksanakan, proses pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Anak tidak akan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan

Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Buku Agenda
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
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Prosedur Pemanggilan Peserta Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

NO KEGIATAN SESBANA MUTY BAKL
Kepala Dinas Kepala Bidang JFT JFU Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1. | Menugaskanuntuk melaksanakan DPA-SKPD DP3APPKB, 15 menit Disposisi
kegiatan Bidang Perlindungan dan Q Rencana kegiatan
Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan
dan PemenuhanHak
Anak
DPA-SKPD DP3APPKB, 15 menit DPA-SKPD
2. | Menindaklanjuti tugas yang diberikan 4 Rencana kegiatan DP3APPKB,
Kepala Dinas dengan membuat Bidang Perlindungan Rencana
merencanakan konsep pemanggilan dan PemenuhaniHak kegiatan Bidang
peserta yang telah disepakati Anak dan disposisi dari Perlindungan
Kepala Dinas dan Pemenuhan
Hak Anak dan
disposisi dari
Kepala Dinas
dan konsep
pemanggilan
peserta
3. | Kepala Bidang menugaskan JFT yang DPA-SKPD DP3APPKB, 15 menit Draf surat
memegang kendali kegiatan untuk Rencana kegiatan pemanggilan
membuat draf surat pemanggilan peserta y Bidang Perlindungan peserta
yang kemudian diteruskan ke JFU — dan Pemenuhan Hak
A Anak, disposisi dari
Kepala Dinas dan
konsep pemanggilan
peserta
4, | Memeriksa draf surat pemanggilan Tidak Draf surat pemanggilan 10 menit | Draf surat
peserta Jika masih ada yang salah peserta pemanggilan
dikembalikan kepada JFU untuk — peserta
diperbaiki, jika sesuai maka diparaf dan Tidak Ya
disampaikan kepada Sekretaris untuk
mendapat persetujuan
5. | Memeriksa draf surat pemanggilan \ Ya Draf surat pemanggilan 10 menit Draf surat
peserta, jika tidlak sesual dikembalikan _ < /4 peserta pemanggilan
kepada JFT untuk diperbaiki, jika sesuai Tidak peserta
maka diparaf dan disampaikan kepada
“Kepala Dinas untuk mendapat
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https://v3.camscanner.com/user/download

persetujuan
Memeriksa draf surat pemanggilan Ya Draf surat pemanggilan 10 menit | Surat
peserta, jika tidak sesuai dikembalikan peserta pemanggilan
kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki, peserta yang
jika sesuai maka ditandatangani oleh N~ telah
Kepala Dinas /' ditandatangani
oleh Kepala
Dinas,
deregister dan
dicap stempel
dinas
Setelah dilakukan registrasi pada:buku Surat pemanggilan 10 menit | Surat
agenda dan dicap stemple maka surat peserta yang telah pemanggilan
pemanggilan peserta dikirimkan kepada ditandatangani oleh peserta yang
calon peserta yang telah ditunjuk Kepala Dinas telah
ditandatangani
oleh Kepala
Dinas,
deregisterdan
dicap stempel
dinas
Calon peserta menjawab surat yang telah Surat pemanggilan 1- 2 hari Surat jawaban
diterima yang berisi peserta bersedia peserta yang telah calon peserta
untuk mengikuti kegiatan ditandatangani cleh
Kepala Dinas,
deregister dan dicap
stempel dinas
Surat jawaban calon 1 hari Kesediaan:calon

Calon peserta bersedia untuk menjadi
peserta dalam kegiatan Bidang
Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

peserta

peserta untuk
menjadi peserta
kegiatan Bidang
Perlindungan
Dan
Pemenuhan

Hak Anak

B Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP :1000.8.3.3/ 49 /SEKRE/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan Januari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Januari 2025

Kepala Dings P3
Provinsi Ka

Disahkan oleh
n Tengah,

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes.
Pembifia Utama Muda
NIP. 1968071719990302006

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Nama SOP Pengelolaan Surat Masuk

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
(SOP-AP).

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat/terkendala.

1. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah,
2. Mengetahui dan Memahami tentang Tata Kearsipan.

3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip.

Peralatan/ Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buku Agenda Surat Masuk

3. Lembar disposisi

Pencatatan & Pendataan

Surat Masuk terlebih dahulu diregister dalam Buku Agenda Surat Masuk




Prosedur Pengelolaan Surat Masulk

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Sub Koordinater Keterangan
2 FT Analis
Kepal idan U Output
pala Dinas Kepala Bidang Kebijakan Ahli Staf/Pelaksana Kelengkapan Waktu ulpu
Mudal
1 [Menerima dan Meregister Surat Masule dalam Bula Surat Masuk, Lembar 5 menit Kartu Surat Masulk
Agenda Surat Masuk Bidang Perlindungan Disposisi Kepala Dinas,
Perempuan dan Kualitas Keluarga, dan Buku Agenda Bidang
2 |Meneruskan Lembar Disposisi Surat Masuk ke v Surat Masulk dan Lembar| 5 menit Lembar Disposisi, Surat
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Disposisi Kepala Dinas Masuk
Kualitas Keluarga,
3 |Menindaklanjuti Disposisi Kepala Dinas. Surat Masuk dan Lembar| 10 menit Surat Masulk dan Lembar
Disposist Kepala Dinas Disposisi Kepala Dinas
4 |Melaksanakan Disposisi apabila Kepala Bidang Vv Surar Masuk dan Lembar | 10 menit Surat Masuk dan Lembar
Melaksanakan Disposisi dan Berkoordinasi dengan Ya Disposisi Kepala Dinas Disposisi Kepala Dinas
JFT (Sub Koordinator) terkait. \
5 [Melakukan Koordinasi dengan Kepala Bidang untuk P Surat Masuk, Lembar 10 menit Surat Masulk, Lembar
Menindaklanjuti Disposisi. Disposisi Kepala Dinas, Disposisi Kepala Dinas,
Lembar Disposisi Kepala Lembar Disposisi Kepala
Hidang Hidanp
G |Melaksanakan Disposisi dan Melaporkannya ke Surat Masuk, Disposisi 10 menit Surat Masuk, Lembar
Kepala Dinas, Kepala Dinas, Lembar Disposisi Kepala Dinas,
Disposisi Kepala Bidang Lembar Disposisi Kepala
dan Delcumen Laporan Bidang, Dokumen Laporan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP :1000.8.3.3/ RE/ JSEKRE/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan Januari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Januari 2025

KB
Tengah,

Kepala DinasgP3/
Provinsi Kalin

Disahkan oleh

dr. LINAE VICTOMA ADEN, M.M .Kes,
PembinafUtama Muda
NIP. 1968071719990302006

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Nama SOP Pengelolaan Surat Keluar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah (SOP-AP).

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peringatan

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan
terhambat/terkendala.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah.

2. Mengetahui dan Memahami tentang Tata Kearsipan,

3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip.

Peralatan/ Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Buku Agenda Surat Keluar

3. Lembar disposisi

Pencatatan & Pendataan

Surat Keluar terlebih dahulu diregister dalam Buku Agenda Surat Keluar.




Prosedur Pengelolaan Surat Keluar

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Sub Koordinator Keterangan
Kepala Dinas Kepala Bidang I(e{:l':}l;::an::;;li StaffPelaksana Kelengkapan Waltu Outpul
Muda)

1 |Merumuskan Konsep Surat Keluar Bidang Petlindungan Konsep Surat Keluar 5 menit Rumusan Konsep Surat
Perempuan dan Kualltas Keluarga. ‘ ) Keluar

2 |Membuat Konsep Surat Keluar Bidang Perlindungan Rumusan Konsep Surat 5 menit Konsep Surat Keluar
Perempuan dan Kualitas Keluarga yang Kemudian el o = Keluar
Diteruskan ke Staf/ Pelaksana untuk Diketik.

3 [Memeriksa Draft Surat Keluar, lika Tidak Sesual Tidak Draft Surat Keluar yang 10 menit Draf Surat Keluar yang
Dikembalikan kepada Staf/Pelaksana untuk Diperbaiki, Sudah Diketik Sudah Diperbalki
Jika sesuai maka Diparaf dan Disampaikan Kepada
Kepala Bidang untuk mendapat Persetujuan, Tidak \ / Ya

/

4 |Memeriksa Draft Surat Keluar, Jika Tidak Sesual Va Draf Surat Keluar yang 10 menit Draf Surat Keluar yang
Dikembalikan kepada Sub Koordinator untuk /\ Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki
Dlperbalki, lika Sesual maka Diparaf dan Disampalkan
kepada Kepala Dinas untuk Mendapat Persetujuan, Tidak \ /

M

5 |Memeriksa Draft Surat Keluar , Jika Tidak sesual W Draf Surat Keluar yang 10 menit Surat Keluar yang Telah
Dikembaliken kepada Kepala Bidang untuk Diperbaiki, \ 1o Sudah Diperbaiki Ditandatangani Kepala Dinas
lika Sesual maka Ditandatangani oleh Kepala Dinas. /

6 |Suratkeluar yang Sudah Ditandatangani oleh Kepala Surat Keluar yang Telah 10 menit Surat keluar yang Talah
Dinas Dikembalikan Kemball ke Bidang untuk < Ditandatangant Kepala Ditandatangani Kepala Dinas
Dilakukan Register dan Pemberian Cap Stempel Dinas. Rinas dan telah Diregister dan

Dicap Stempel Dinas

7 [Surat Keluar yang Telah Diregister dan Cap Stempel Surat keluar yang Telah 10 menit Surat keluar Siap untuk

Kemudian Dikirimkan ke Alamat yang Hendak Dituju,

Ditandatangani Kepala
Dinas dan Telah Diregister
dan di Cap Stempel Dinas

Dikirim




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP :1000.8.3.3/ 45 /SEKRE/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan Januari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan Januari 2025

Disahkan oleh Kepala DinagP3APPKB

Provinsi Kalir Tengah,

dr. LINAE VICTQRIA ADEN, M.M.Kes.
Pembind Utama Muda
NIP, 1968071719990302006

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Nama SOP Pembuatan Surat Tugas

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah (SOP-AP),

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

Keterkaitan SOP

Peringatan

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan
terhambat/terkendala.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui Dasar Penugasan Pegawai.

Peralatan/ Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Permohonan Surat Tugas
3. Surat Undangan/Permintaan
4 DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Pencatatan & Pendataan

Dicatat dan Direkam Secara Manual dan Elektronik




Prosedur Pembuatan Sural Tugas

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Sub Koordinator Keterangan
FT Anali;
Kepala Dinas Kepala Bidang l(e(llsi[al(:n :\;Ii Staf/Pelaksana Kelengkapan Waktu Dutput
- Mugda)

1 |Mengajukan Permohonan Pembuatan Surat Disposisi Kepala Dinas,| 10 menit | Permohonan Surat tugas
Tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan ( } Undangan
Kualitas Keluarga.

2 |Membuat Konsep Surat Tugas yang Permohonan Surat 5 menit Konsep Surat Tugas
Kemudian Diteruslean ke Staf/f Pelaksana l—- Tugas
untuk Diketik. 1‘

3 |Memerilesa Draft Surat Tugas. Jika Masih Ada Tidak Konsep Surat Tugas 5 menit Draft Surat tugas yang
yang Salah Dikembalikan kepada Pembuat . sudah diparaf Sub
Konsep untuk Diperbaiki, Jika sudah Benar Tidsk o Koordinator, Staf/
Diparaf. e W i Pelaksana

4 |Memeriksa Draft Surat Tugas. Jika Masih Ada ) Draft Surat Tugas yang | 5§ menit Draft Surat Tugas yang
vang Salah Dikembalilkan Kepada Sub Tidak \l sudah Diparaf Sub Sudah Diparaf Kepala
Koordinator untule diperbailo, jika sudah x Koordinator dan Bidang, Sub Keordinator
Benar diparaf. \/ m StaffPelaksana dan Stafy Pelaksana

5 |Memeriksa draft Surat Tugas. Jika Masih Ada Draft Surat Tugas yang| 5 menit Draft Surat Tugas yang
yang Salah Dikembalilkan Kepada Kepala \ Sudah Diparaf Kepala Sudah Ditandatangani
Bidang untuk Diperbaiki, Jika Sudah Benar < Bidang, Sub Kepala Dinas
Ditandatangani. / Ya Koordinator dan

Staf/Pelaksana
6 |Memberikan Nomor dan Stempel Surat Tugas Draft Surat Tugas yang| 5 menit Surat Tugas

dan Mencatatnya dalam Kartu Kendali.

Ya

:

Sudah Ditandatangani
Kepala Dinas dan
Kartu Kendali




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP :1000.8.3.3/ 2L [SEKRE/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan Januari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan Januari 2025

Kepala Dina
Provinsi Kali

Disahkan oleh

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP, 1968071719990302006

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan

Nama S0P Kualitas Keluarga

Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP).

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah.

Keterkaitan SOP

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat/terkendala.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan Memahami Proses Melaksanakan Kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan
Kualitas Keluarga.

Peralatan/ Perlengkapan

1. DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Buku Apenda Surat Keluar

Pencatatan & Pendataan

Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga




Prosedur Pelaksinaan Keglatan Bldang Perlindungis Perenpuan dan Koalitas K

L ]

PELAKSANA MUTUBAK
No. KEGIATAN SubWoordinanor | o o et
Kepala Dinas | Kol Bldang UFTAnalis Staly Pelaksinn Kelungho jran Waikin Gutput
Kihijakan ALl e
Muilial
DPASHPT: BEEAPPRE, Reneani Keglatan Heaig Peclisdungan Phmenit | el
| Memagea shan unbal melaksanilan Kegatan Bidin e Porindangin Perempuan t '! Pepempuca i Kilitos Bslopmg
dan Muahtas Ketoa g
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Nomor SOP :1000.8.3.3/Z 7 /SEKRE/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan Janua 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan Januari 2025

Disahkan oleh
Kepala Dinas#3AP,

Provinsi Kali

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP, 196807171%99032006

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Nama SOP Prosedur Permintaan Narasumber

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP).

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Keterkaitan SOP

Peringatan

Bila tidak dilaksanakan , proses pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga
tidak akan berjalan sesuai jadwal yang ditentulkan.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami proses permintaan Narasumber untuk kegiatan Bidang Perlindungan
Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Peralalan/ Perlengkapan

1. DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Buku Agenda Surat Keluar

Pencatatan & Pendataan

Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga dan Buku Agenda Bidang
Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga




dur Permintaan Nar o Kegiatan

KEGIATAN

MUTU BAKU

Staf/¥

Kelengkapan

Waldu Culput

Reterangan

Me untuk melak kan hegiatan Bldang
Perlindungan Perempuan dan Kualltas Keluarpga

DPA-SKPD DIF3APPKE,
Rencana Keplatan Bidang
Perlindungan Perempusn
dan Kualitas Keluarga

15 menlt [Diposist

Mentndaklaajull tupas yang diberilan Kepala Mnas dengan
membdat merencanakan konsep permintaan Nacasumber
vang teluh dise pakati,

DPASKPIYDEIAPPKR
Reneana Kegiatan Bldang
Perlindungan Perempuan
dan Kuplitas Keluarga dan
disposisl dart Kepala Dinas

15 menit | DPA-SKPD DPIAPPKE,
Rencana Kegiatan Bidang
Perlindungan Peeempuan dan
Kualitas Keluarga , disposisi
dari Kepala Dinas dan konsep
permintaan narasumber

Kepala Bidang menugaskan Sub Koordinater vang
memegang kendali kegiatan untuk membuat draft surat
permintian narasumber vang kemudian diteruskan ke
st/ peladsana unluk dikelik

-

BPASKPD DP3APPED
Rencana Kegiatan Bidang
Perlindungan Perempuan
dan Kuallts Keluarga,
dispusis: darl Kepala Dinas
dan Kensep permintaan
DAL

15 menit | Braf Sural Perminman
Marasumber

Memerlksa dralt sural permintaan Narasumber, jika tidak
sesual dikembalikan kepada stalypelaksana unluk
dipertaiki, Jlka Sesuai maka dipacaf dan disampaikan
kepads Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan
Kualitas Keluarga untuk mendapat persetujuan.

Draft Sural Permintaan
MNarasumibier

10 menit | 2ral Surat Permintann
Narasumber

Memeriksa draft sural pereintaan Navasurnber, [ikn Udak
sesual dikembaliican kepads Sub Keordimator untuk
diperbaild, ki Susunl maka diparal’dan disampatkan
kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan;

w

Draf Surat Permintaan
Narasumber

10 menit | Dral Surat Perminiaan
Marasurnber

Memeriksa draft surat permintaan Narasumber | Jika tidal
sesual dikembal kan kepada Kepala Bidang untuk dipervbalkl,
Jlka Sesual maka ditandatangan) oleh Kepala Dinas.

Drale Surat Permiataan
Marasumber

Smenit |Sural Permintann Narasumber
vang telah ditangdatangani
vieh Kepala Dinas

Setelah di lakukan register pada buky agendadan di cap
|stempel imaka surat permintaan Narasumber cilarimkan
kepada Calon Marasuniber vang telah ditunjuk.

W

Surat Permintaan
Narasumber vang telah
ditandatangant oleh Kepala
Dinas

10 menit |Surat Permintaan Narasumber
yanp telah ditangatangsni
oleh Kepala Dinas, diregister
dan dl eap stempel Dinas

Calon Narasumber menjawah surat yang telah diterima yang
beris) Narasumber bersedia untek membert materd atau
tidak bersedla, {lla Narasumber tidak bersedia maka Dinas
PIAPFKE i Bidany Peclindungan Perempuan dan Kuaiitas
Keluargs akan berkoordinast kemball ke kepala Dinas anruk
mencarl Narasumber yang lain,

Tidak

O

Surat Permintaan
Narasumher yang telah
ditandatanganl oleh Kepala
Dinas, diregister dan dil cap
stempel Dinas

1-2har |surat awaban narasumber

Calen Narasumber bersedla/menerima untnk menjad|
pematert dalam Keglatan Bidang Ferlindungan Perempuan
itan Kualltas Keluarga.

T

surat Jawslian calon
1

:

man

T harl  [Kesediaan calon Narasumber
untulk menajill Narasumbor
leeglatan Perlindungan
Perempuan dan Kualltas
Keluarga
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Nomor SOP :[000.8.3.3/2¢ /SEKRE/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan ! Januari 2025
T'anggal Revisi !
Tanggal Pengesahan ! Januari 2025 e

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANAG dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes,
Pembina Utama Muda
NIP. 196807171999032006

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA Nama SOP Prosedur Pemanggilan Peserta

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami proses pemanggilan peserta untuk kegiatan bidang Perlindungan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Perempuan dan Kualitas Kelunarga.

Pemerintah Provins! dan Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah [SOP-AP).

3 Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Peralatan/ Perlengkapan

1. DPA-SKPD Dinas P3A- PPKB Prov. Kalteng
2. Buku Agenda Surat Keluar

Pencatatan & Pendataan

ati ilaks an, Proses pelaksanaa 2piats a Bid »rling i 4 itas Ke \ ; ’ .
B}Ja tidak l].]l"-llfbai'lakd'"‘l roses pehksarlrnn Kepiatan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Keranigka Acuan Kegiatan Bidang Perlindungan Perempian dan Kualitas Kelgarga
tidak akan berjalan sesuai jadwal yang ditentulkan,




Prosedur Pemanggilan Peserta Kegiatan Bldang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Kelsarga

FELAKSANA MUTU BAKU
Na. KEGIATAN Sub Koordh Keterangan
Kepala Dinas Kepala Bidang I(e(llnr]:;: ;:'::I‘:“ Staf/Pelaksana Peserta Kelenghkapan Waktu Cutput
Muddal
DPA-SKEPD DPIAPPKR, Rencana | 15 menit |Diposisi
1 Menugaskan untuk melaksanakan kegiatan Bidang Perlindungan t : Kegiatan Bidang Perlindungan
Perempuan dan Kualitas Keluarga. Perempuan dan Kualitas
Keluarga
\ DPA-SKFD DP3AFPKB, Rencana | 15 menit [DPA-SKPE DPIAPPKE, Rencana
| I Keglatan Bidang Ferlindungan Keglatan Bidang Ferlindungan
Menindaklanjuti tugas yang diberikan Kepala Dinas dengan porenipil dan Kitallias 5 Perevapumrdan l(nalitasf
2 [membuat merencanakan konsep pemanggilan pesarta yang telah :::luu‘rggl dan disposisi dari ;gluarga <:spnslsi dari Kepala
disepakati, wpala Dinas inas dan konsep
pemanyailan peserta
DFA-SKPD DPIAPPKEE, Rengana | 15 menit |Draft Surat Pemanggllan
Kepala lidang menugasian Sub Koardinator yang memegang | l_——ﬁ |_ :ﬂgtgm 8|dda|'ng|:’m':t|:|dunnnn Pt
3 |kendali kegiatan untuk membuat dral surat pemanggllan pessrta [ K::'Empfm dl‘m L:E: d asi Keoal
yang kemudian diteruskan ke stafy pelaksana unoul diketlk i s et ool
Dinas dan ltonsep pemangg|ian
peserta
Memerilsa dralt surat pemanggilan peserta, jlka tidak sesuat Tidagk Drid Susk Pempmrnin PRmE | 10 TeRR ]Elrm S:.n'aL Femznggiian
4 |dhembalikan kepada scaffpelaksana untuk diperbaiki, Jila Sesuai = et e e
maka diparal dan disampnikan kepaca Selerataris untuk mendapat e =
Persetjuan, THidoK Yo
Memertksa draft surat pemanggilan peserta, |Ika tidak sesuai /\ Ya PratSuracemengetian Peverta| 10 memit| Dislt burstfemimpgion
o [dikembalilan kepada Sub Koordinator wntuk dipecbaik, Jika Sesual S © Faeora
maka diparaf dan disampailean kepada Kepala Dinas untuk Tidak \ /
mendapat persetofuan,
\Ia Draft Surat Pemanggilan Peserta | Smenlt | Surat Pemanggilan Peserta yang
Memeriksa draft surat pemanggilan pescrta, Jlka tidak sesoai & Lelah ditandatangani oleh
b (dikembalikan kepada Kepaia Bidang untuk diperbaiki, |lka Sesual / Kepala Dinas, diregister dan di
malca ditandatangani vleh Kepala Dinas. cap stempel Dinas
Surat Pemanggilan Peserty yang | 10 menit |Surat Pemanggilin Peserta yang
Setelah i lakukan register pada buku agenda dan di cap stempel telah ditandatangani oleh Kepala telah ditandatangani uleh
7 |maka surat pemanggilan peserta dikirimkan kepada calon peserta PI Dinas Kepala Dinas, divegister dan
vang telabh ditunjuk, dicap stempel Dinas
Sural Pemanggilan Peserta yang | 1-2harl |sural jawahan calon peserta
W sk .
Calon Peserty menjawab surat vang telal diterima vang berisi oS .dtangan{ it gne
8 i 3 Dinas, diregister dan dicap
Peserta beesedia untuk menglloni keglatan, 5
: stempel Dinas
surat |awaban calon peserta 1Thari  |Kesediaan calon peserta untule
¥ menjadi peserta Kegiatan
9 Calon Feserta bersediz untuk menjad) peserta dalam Kegiatan 1 j Bidlang Perlindungan
Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Perempuin dan Kualitas
Keluarga




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP :|000.8.3.3/ 3£ /SEKRE/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan B januaf 2025

Tanggal Revisi g ki

T

Tanggal Efektif Januarf2025- DN
Disahkan oleh g ;}" >/ ¢ Kepala Dings P3APPKB
[ Itl'nla’ Provinsi Kalifgman Tengah,
|\ If
\\ =2 ‘1_‘ 8 Af g 'f'
".‘ \ Yo P = -/}_._ "’;
%\ dr.LINAEVICTDRIA ADEN, M.M.Kes.
7'/ ;; Pembina Utama Muda

“SNIP. 1968071719990302006

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nama SOP 3 Pengelolaan Surat Masuk

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur

di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
(SOP-AP).

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Keterkaitan SOP

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat/terkendala.

Kualifikasi Pelaksana

Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui dan Memahami tentang Tata Kearsipan.

3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip.

Peralatan/ Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buku Agenda Surat Masuk

3. Lembar disposisi

Pencatatan & Pendataan

1. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi

Surat Masuk terlebih dahulu diregister dalam Buku Agenda Surat Masuk

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Prosedur Pengelolaan Surat Masuk
PELAKSANA MUTU BAKU
- KEGIATAN Sub Koordinator
(JFT Analis
Kepala Dinas Kepala Bidang Kebijakan Ahli Staf/Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Muda)
1 |Menerima dan Meregister Surat Masuk dalam Buku Surat Masuk, Lembar 5 menit Kartu Surat Masuk
Agenda Surat Masuk Bidang Pengendalian Disposisi Kepala Dinas,
Penduduk dan KB. dan Buku Agenda Bidang|
2 |Meneruskan Lembar Disposisi Surat Masuk ke A Surat Masuk dan Lembar| 5 menit Lembar Disposisi, Surat
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KE. Disposisi Kepala Dinas Masuk
3 |Menindaklanjuti Disposisi Kepala Dinas. Surat Masuk dan Lembar| 10menit | Surat Masuk dan Lembar
Disposisi Kepala Dinas Disposisl Kepala Dinas
4 |Melaksanakan Disposisi apabila Kepala Bidang v Surat Masuk dan Lembar| 10menit | Surat Masuk dan Lembar
Melaksanakan Disposisi dan Berkoordinasi dengan \:l Disposisi Kepala Dinas Disposisi Kepala Dinas
JFT (Sub Koordinator) terkait. </
5 |Melakukan Koordinasi dengan Kepala Bidang untuk i Surat Masuk, Lembar 10 menit Surat Masuk, Lembar
Menindaklanjuti Disposisi Disposisi Kepala Dinas, Disposisi Kepala Dinas,
Lembar Disposisi Kepala Lembar Disposisi Kepala
Bidang Bidang
6 |Melaksanakan Disposisi dan Melaporkannya ke Surat Masuk, Disposisi 10 menit Surat Masuk, Lembar
Kepala Dinas. Kepala Dinas, Lembar Disposisi Kepala Dinas,
Disposisi Kepala Bidang Lembar Disposisi Kepala
dan Dokumen Laporan Bidang, Dokumen Laporan

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP :1000.8.3.3/ ?‘5 /SEKRE/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2025
Tanggal Revisi : e
Tanggal Efektif : Januari 20255\ 1O LS
as P3APPKB
‘Provinsi Kaffpantan Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Wit s \\

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

{ft
|

Disahkan oleh : , /;; / ,__Kepala Di
‘__I'-’- 'Ir
=

4> /peinbing Utama Muda
34 /NIP;1968071719990302006

* \dr, LINAE VIFORIA ADEN, M.M.Kes.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nama SOP : Peng{l}alaan Surat Keluar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah (SOP-AP).

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan
terhambat/terkendala.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi

Kalimantan Tengah.
2. Mengetahul dan Memahami tentang Tata Kearsipan.

3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip.

Peralatan/ Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Buku Agenda Surat Keluar
3. Lembar disposisi

Pencatatan & Pendataan

Surat Keluar terlebih dahulu diregister dalam Buku Agenda Surat Keluar.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Prosedur Pengelolaan Surat Keluar

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Sub Koordinator
(JFT Analls
Kepala Dinas Kepala Bidang Kebijakan Ahl} Staf/Pelaksana Kelengkapan Walktu Output
Muda)

1 FMemmushn Konsep Surat Keluar Bidang Konsep Surat Keluar 5 menit Rumusan Konsep Surat

Pengendalian Penduduk dan KB. ( ) Keluar
2 |Membuat Konsep Surat Keluar Bidang Pengendalian Rumusan Konsep Surat 5 menit Konsep Surat Keluar

Penduduk dan KB yang Kemudlan Diteruskan ke Staf/ Keluar

Pelaksana untuk Diketik. “ s

,_-__I

3 |Memeriksa Draft Surat Keluar, Jika Tidak Sesual Tidak Draft Surat Keluar yang 10 menit Draf Surat Keluar yang

Dikembalikan kepada Staf/Pelaksana untuk Diperbaiki, Sudah Diketik Sudah Diperbaiki

Jika sesual maka Diparaf dan Disampalkan Kepada

Kepala Bidang untuk mendapat Persetujuan. Tidak \ / Ya

#

4 1Merneriksn Draft Surat Keluar, Jika Tidak Sesual Ya Draf Surat Keluar yang 10 menit Draf Surat Keluar yang

Dikembalikan kepada Sub Koordinator untuk \ Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki

| Diperbaiki, Jika Sesual maka Diparaf dan Disampaikan

kepada Kepala Dinas untuk Mendapat Persetujuan. Tidak \ /

N

5 |Memeriksa Draft Surat Keluar, Jika Tidak sesuai W Draf Surat Keluar yang 10 menit Surat Keluar yang Telah

Dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk Diperbaiki, \ v Sudah Diperbaiki Ditandatangani Kepala Dinas

Jika Sesuai maka Ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Surat Keluar yang Telah 10 menit Surat keluar yang Telah

Surat keluar yang Sudah Ditandatangani oleh Kepala

Dinas Dikembalikan Kemball ke Bidang untuk o Ditandatangani Kepala Ditandatangani Kepala Dinas
Dilakukan Register dan Pemberian Cap Stempel Dinas. i Dinas dan telah Diregister dan
Dicap Stempel Dinas
7 |Surat Keluar yang Telah Diregister dan Cap Stempel Surat keluar yang Telah 10 menit Surat keluar Siap untuk
Ditandatanganl Kepala Dikirim

Kemudian Dikirimkan ke Alamat yang Hendak Dituju.

Dinas dan Telah Diregister
dan di Cap Stempel Dinas

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP :1000.8.3.3/ 24 /SEKRE/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan |:|  Januari 2025

Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan |: Januari 20257 - :

Disahkan oleh : x / __Kepala Diffas P3APPKB

’ 7/ (Provinsi tan Tengah,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH \ N1 /48
D ENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA i b e
NIP. 1968071719990302006

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Nama SOP : Pembuatan Surat Tugas

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah (SOP-AP).

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan
terhambat/terkendala.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah Dinas di Lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah.

2. Mengetahui Dasar Penugasan Pegawai.

Peralatan/ Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Permohonan Surat Tugas

3. Surat Undangan/Permintaan

4 DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah
Pencatatan & Pendataan

Dicatat dan Direkam Secara Manual dan Elektronik

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Prosedur Pembuatan Surat Tugas

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Sub Koordinator Keterangan
Kepala Dinas Kepala Bidang Ka(:imlhl;ll Staf/Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Mudal

1 |Mengajukan Permohonan Pembuatan Surat Disposisl Kepala Dinas,| 10 menit | Permohonan Surat tugas
Tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan ‘ } Undangan
KB.

2 |Membuat Konsep Surat Tugas yang Permohonan Surat S menit Konsep Surat Tugas
Kemudian Diteruskan ke Staf/ Pelaksana Tugas
untuk Diketik. T

3 |Memeriksa Draft Surat Tugas. Jika Masth Ada Tidak Konsep Surat Tugas | 5 menit Draft Surat tugas yang
yang Salah Dikembalikan kepada Pembuat Tidsk sudah diparaf Sub
Konsep untuk Diperbaiki, Jika sudah Benar T S Koordinator, Staf/
Diparaf. ~" Pelaksana

4 |Memeriksa Draft Surat Tugas. Jika Masih Ada Draft Surat Tugasyang| 5 menit Draft Surat Tugas yang
yang Salah Dikembalikan Kepada Sub Tidak P i W sudah Diparaf Sub Sudah Diparaf Kepala
Koordinator untuk diperbaiki, jika sudah > \/‘ s Koordinator dan Bidang, Sub Koordinator
Benar diparaf. Staf/Pelaksana dan Staf/ Pelaksana

5 |Memeriksa draft Surat Tugas. Jika Masih Ada Draft Surat Tugas yang| 5 menit Draft Surat Tugas yang
yang Salah Dikembalikan Kepada Kepala R Sudah Diparaf Kepala Sudah
Bidang untuk Diperbaiki, Jika Sudah Benar /‘ Bidang, Sub Kepala Dinas
Ditandatangani. b Koordinator dan

Staf/Pelaksana

6 |Memberikan Nomor dan Stempel Surat Draft Surat Tugas yang| 5 menit Surat Tugas

I Tugas dan Mencatatnya dalam Kartu Kendali. o Sudah Ditandatangani
) Kepala Dinas dan
» Kartu Kendali

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP :1000.8.3.3/ Y2 /SEKRE/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan lanuar'i 2025
‘Tanggal Revisi Ty
Tanggal Pengesahan Januaf( 2025 — L,
Disahkan oleh ! ~/ 2~ —Kepala
|| [Provinsi K#li
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH A
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN H E‘J
KELUARGA BERENCANA Dot
\ \ !( /, r}..,‘__“__-'___ ' .4
N7 NP2 1968071719990302006
—
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Nama SOP :| Pelaksanaan Keglatan Bldang Pengendalian Penduduk dan KB

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP).

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah.

Keterkaitan SOP

Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat/terkendala.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan Memahami Proses Melaksanakan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.

1. DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah

2. Buku Agenda Surat Keluar

Pencatatan & Pendataan

Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Prosedur Pelakanasn dan Kualias
PELAKSANA MUTU BAKU
LS KEGIATAN Bub Koordinster
NopataDinas | Kepatadidang | T AR Kelengrapen Waken Outpat
Kebijakan AN
Mudal
DPA-SKPD DFIAFPHD, Rencans Kegistan Bidang Pengendaiisn | 15 mennt [Dipasisl
" " — - D_ Penduduk dan KB

!l I

DFA-SKFD DF3APPKE, Rancans Kegiatan Bidang Pangendailan | 15 menit | Koasep TOR Kegiatan Bideng Pengendalian

E duduk dan KB dan disposis! s | Pemdeduk dan XB

2 Tugas yang Diberfian Kepals Dinas.

Konsep TOR 60 menin | Draft TOR Kegiatan Bidang Peagendalisn

Draft TOR. Kaglatan Bidang Pengendalien Penduduk dan KB

Fmﬂ
10menit | Draft TOR Kegiatan Bidang Pengendadian

P TOR Kegiatan, likan kepads. e
] ™ dip
\apada Kapals Bidang untuk mendapat pervarujusn. Tiduk i
Draft TOR Kaglatan Bidh Penduduk dan KB 10 menit | Graft TOR Kegiatan Bidang Pemgedalisn
TOR, e da Sub b . 5 e ) Panduduk dan B
s . +
E‘mmnmmmmun Smenit | Sidany Pengendedian Penduduk dan KB yang
TOR . Ja U an kwpada Kepala = adh ditandatangani oleh Kepals Dinas
N = o o~ |
Persmpuan dan Kualitas Keluarge.
TOR Kegl Bidang dan KB, Draft u—-!u-qwr—u-ul.w
Surat Undangan den Surst Penanggilan Peserta, Surat surat andangan din surst pemacggilan peserta,
2T 4 I——q Peminjaman Gedung/ Ruang Rapat surai peminjaman gedung/reang rapat
¥ kdl kotik "

[TOR. Naglatan Pangandalian Pacdut dan KE, TOment | Bidang Pampendaian Panduduk das KB Draft
e e P
P | Gedung, Ruang R surat paminjaman pedung/ruang rapat
» lacti e = Tiak S ung/
kroals
TOR Kegiatsn Pengendalian Pendudul dan KB, Draft Surst umhuuwm—d-n,m
ngan dan Surat 1 Surt I
P e e Gedung/ Ruang Rapat
» |sab [ e . Tuk TN | surnt permintasn narwsumber
lespady Kepals Dinas anfiak Svendanst persensaan.
TOR Kegiatan Bidang Pengendalisn Pendudak dan KB, 10 menix s dan
|~ dungan dun Surat Pusarts, Surst | surat peminjaman gedung/rang rapat yang.
o PR Aikarbealikan kemads. o Gedung Ruang Rapat telah ditandatan gani oleh kepals Tnay
10 | Kepala Bictang untak diperbadd, ik Sesus maka ditandstangand oleh Kepals
Dinas & 1 i
Surat undangan, Surat Pamanggilan Peserts, Surat Peminjaman 1-lhlmumm
- ¥ _1 h Gedung, Ruang Rapat dan Surat Permintaen Narasumber yang Periindungan Perempuaan dan Kualitas Keluargs
o | t talah Ditandatanguni oleh Kepala Dinas
‘l-n-:—mmh“zmmwl—“
10 Menit | Dok L Rens Timdak Lanjut

11

Pembahrmn Peiaporan e rulan ng Peogendal, L1 ]
krpada kepala Dinat.

G Hasil Kegiwtan Bidang 7 Penduduk da
X8

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : [000.8.3.3/ %/ /SEKRE/DP3APPKB
Mai Pembuatan g Januari 2025
Tanggal Revisi : 7 PR
Tanggal Pengesahan : Januar}2025"° —
Disahkan oleh g L))
«x / ¢/ KepalaDi
L[ \pfovinsi Kal
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH § WX
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA W + \ g
BERENCANA \\ &r\L_[NJ\E VIC
Y 4, Pémbina Utama Muda
N MNIP, 196807171999032006
————
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Nama SOP i Prosedur Permintaan Narasumber

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 1. Mengetahui dan memahaml proses permintaan Narasumber untuk kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. dan KB.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP).

3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Kelerkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
1. DPA-SKPD Dinas P3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Buku Agenda Surat Keluar

Pencatatan & Pendataan

Bila tidak dilaksanakan, proses pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan KB tidak akan Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dan Buku Agenda Bidang Pengendalian
berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Penduduk dan KB

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Sub Koordinater
Kepala Dinas Kepala Bidang mqg:;ﬂﬂu Seal/Py b Kelenghap Waktu Dutput
Mudal
gaskan untuk melak [ Bidang DPA-SKPD DPIAPPKB, 15 menit |Diposisi
Pe datian Penduduk dan Kel B Rencana Keglatan
t } BidangPengendalian

Penduduk dan Keluarga

perecn

DPA-SKPD DP3APPKB 15 menit |DPA-SKPD DP3APPKB,

Menindaklanjuti tugas diberikan Kepala Dinas dengan
b '—,.':mpr N t Rencsna I(nﬁlunlldl-g Rencana Keglatan Bldang
telah disepakati. Peng F
pas I |Kdulfpamnun- dm Keluarga Berencana ,
disposisi darl Kepala Dinas disposisi dari Kepala Dinas
dan konsep permintaan
|Kepala Bidang menugaskan Sub Keordinator yang DPA-SKPD DP3APFKE, 15 menit |Draf Surat Permintaan
mmhndﬂlhﬂmmnﬁnmhmdnﬂwm k Rencana Keglatan Bidang Narasumber
uskan ke Pengendalian Penduduk dan
stal, nﬂrdllwuln. Keluarga Berencana,
- I—]_ disposisi dari Kepala Dinas
dan konsep permintaan
— >

umumdmnw.. [ ber, jila tidak Tidak Draft Surat Permintaan 10 menit | Draf Surat Permintaan

dikembalik Iup-dl!lf," k k Narasumber Narasumber
diperbaik, Jika Sesuai maka diparal dan disampaikan kepada :\ €
Kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Tidak r v
B k dapat p
Memeriksa draft surat p Jikca tidak Draft Surat Permintaan 10 menit |Draf Surat Permintaan
sesual dikembalfican kepada Sub Koordinator untuk N N Narasumber Narasumber
diperbaild, Jlka Sesual maka diparaf dan disampaikan kepada Tidak ~_
Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.

ft surat . jika tidak Draft Surat Permintaan

dan Keluarga Berencana,

5 menit
sesusi dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaila, G SO Narasumber '-h d
Jika Sesuai maka ditandatangani oleh Kepala Dinas. /-
mmmwwmmwnmw m‘muxm 10 menit m vt
] dilarimkan Ya ditandatangani
e et et s ¥ Daeneres 4 T
berist ber bersedi atau
tidak bersedia, jika ber tidak bersedia maka Dinas Tidsk - |ditandatangani oleh Kepala
P3AFPKB di Bidang Pengendalian F duk dan Keluarga \ Dinas, diregister dan di cap
B kan berd kembali ke kepala Dinas stempel Dinas
untuk mencari Narasumber yang lain. Ya
Calon untuk menjadl surat jawaban calon 1hari |Kesediaan calon Narasumber
pemateri dalam Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk b m:mﬂﬂimhr

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Nomor S0P :[000.8.3.3/ P /SEKRE/DP3APPKR
Tanggal Pembuatan 2 Janudri 2025

Tanggal Revisi : ——
Tanggal Pengesahan 1 Januari 2025 - L
[Disahkan oleh H o/

N /- Pemb
Nyl 7/NIP. 196B07171999032006
NS ANT Y

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nama SOP : Prosedur Pemanggilan Peserta

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP).

3 Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Keterkaitan SOP

Peringatan

Bila tidak dilaksanakan , Proses pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
tidak akan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami proses pemanggilan peserta untuk kegiatan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Peralatan/ Perlengkapan

1. DPA-SKPD Dinas P3A- PPKB Prov. Kalteng
2. Buku Agenda Surat Keluar

Pencatatan & Pendataan

Kerangka Acuan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Prosedur Pemanggilan Peserta Keglatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Sub Koordinator
Kepala Dinas Kepala Bidang "l:l.:::::;n Stal/Pelaksana Peserta Kelengkapan Waktu Crutput
Hudal DPA-SKPD DPIAPPKB , R 15 menit |Dipostsi
Kegiatan Pengendalian
Mﬂwsh:.:nuv:khmwmw Q Penduduk dan Keluarga
. Berencana
DPA-SKPD DP3APPKB, Rencana | 15 menit |DPA-SKPD DP3APPKB,
ﬂ Kegl Bidang Peng) Rencana Kegiatan Bidang
| Penduduk dan Keluarga Pengendalian Penduduk dan
Menindaklanjutl tugas yang diberikan Kepala Dinas dengan Berencana dan disposst dari Keluargs P
membuat merencanakan konsep pemanggilan peserta yang telah Kepala Dinas dari Kepala Dinas dan konsep
disepakatl. pemanggilan peserta
4 DPA-SKPD DP3APPKB, Rencana | 15 menit | Draft Surat Pemanggilan
I._.I_—{_.. Kegi Bidang Pengendali; Peserta
Kepala Bidang menugaskan Sub Koordinator yang memegang - Penduduk dan Keluarga
g untuk buat draf surat pemanggilan Berencana , disposisi dari
yang kemudian diterusican ke staf/pelalesana untuk diketl Kepala Dinas dan konsep
|pemanggilan peserta
Tidak | Draft Surat Pemanggilan Peserta| 10 menit |Draft Surat Pemanggiian
Memertksa draft surat pemanggflan peserta, jlka tidak sesual |Peserta
dikembaltkan kepada staf fpelaksans untuk diperbatid, fka Sesuai /\:
maka diparaf dan disampatkan kepada Sekretaris untuk mendapat sk e v
peTsetujuan
Draft Surat Pemanggilan Peserta| 10 menit |Draft Surat Pemanggilan
Memerilksa draft surat pemanggilan peserta, Jlka tidak sesusi LN Peserta
ﬁm—hwmmmmmm Tidak
| mendapat persetujuan.
Ya Draft Surat Pemanggilan Peserta| Smenit [Surat Pemanggilan Peserta
Memeriksa draft surat pemanggilan peserta, jlka tidak sesuai <\: yang telah ditandatangani olek
dikembaltkan kepada Kepals Bidang untuk diperbaild, Jia Sesual " Kepala Dinas, diregister dan di
mala ditandatangani oleh Kepala Dinas. cap stempel Dinas

Surat Pemanggilan Peserta yang

Setelah di lalmkan register pada buku agenda dan di cap stempel telah ditandatangani oleh telah ditandatangani oleh
maka surat pemanggilan peserta dikirimkan kepada calon peserta L I Kepala Dinas mm,mh
| yang telah ditunjulc dicap stempel Dinas
Surat Pemanggilan Peserta yang | 1-2 hari |surat jawaban calon peserta
Y |utah¢|undll:npnldeh
Calon Peserta mepjawab surat yang telabh diterima yang berisi !::l Kepala Dinas, diregister dan
Peserta bersedia untuk mengikuti kegiatan, dicap stempel Dinas
surat jawaban calon peserta 1hari |Kesediaan calon peserta untuk
2 menjadi peserta Kegiatan
Calon Peserta bersedia untuk menjadi peserta dalam Kegiatan Bidang Pengendalian
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Penduduk dan Keluarga

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

STANDAR OPERASIONAL PROSDUR (SOP)

UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025



DAFTAR NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) :

1.
2,
3.
4.
5.
6.
r
8.
9.

SOP Layanan Pengaduan Langsung
SOP Layanan Pengaduan Tidak Langsung
SOP Layanan Penjangkauan Korban
SOP Layanan pengelolaan Kasus
SOP Pelimpahan Kasus

SOP Penerimaan Rujukan

SOP Layanan Psikologi

SOP Layanan Mediasi

SOP Layanan Rumah Perlindungan
10. SOP Layanan Pendampingan Hukum
11. SOP Layanan Home Visit



Nomor SOP :1061.1/8 L /UPT-PPA/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan | ; [24 Maret 2025 == o
r il 7/

20
=T

Tanggal Revisi |- _{C&V\ﬂ/\i‘\\
Tanggal Efektif :|1 April 2025 ;; \‘/ A=\ X. “\
Disahkan oleh : 7 RALIAD N

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nama SOP T
UPT-PPA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1. Memahami peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2. Memahami pendampingan korban yang sensitif gender.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi
dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
1. Prosedur Layanan Pengaduan Langsung 1. Ruang Pengaduan
2. Form Pengaduan
3. KTP
4. ATK
Peringatan | Pencatatan & Pendataan
Peringatan : Kode etik yang perlu ditaati oleh petugas 1. Laporan Intervensi
1. Mengembangkan rasa hormat dengan korban 2. Data Korban
Wajib menjaga kerahasiaan korban da informasi yang diberikan korban 3. Laporan Assesment

2.
3. Menghargai pendapat korban, Empati, Sabar
4. Dalam pelayanan pengaduan korban kekerasan tidak dapat dilayani hanya dengan satu orang petugas dan satu
orang korban di ruang tertutup
5. Petugas pelayanan dilarang untuk :
a. Menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi maupun sumber informasi lain.
b. Berlaku diskriminatifatau menbeda-bedakanantara satu korban dengan yang lain.
c. Memanfaatkan Posisi sebagai Petugas Unit Pelayanan untuk mengambil keuntungan/imbalan dari korban
atau keluarganya dalam bentk apapun
d. Melakukan kekerasan pada korban dalam bentuk apapun




Pelaksana Mutu Baku
Petugas
No. Kegiatan Petugas Lk asn Kasi Keterangan
Pengaduan y Kepala UPT Kelengkapan Waktu Output
Tindak Pengaduan
UPT-PPA
Lanjut
Prosedur Layanan Pengaduan Langsung
1. |Pelapor melakukan pengaduan kasus terkait perempuan Data Kasus 15 Menit Resume Kasus
dan anak ke petugas layanan; @‘—
2. |Petugas layanan menerima pengaduan, melakukan Tidak Form Register 30 Menit Laporan hasil
klarifikasi dan mengidentifikasi jenis kasus; identifikasi kasus
lenis
Kasus
3. |Petugas layanan melakukan registrasi kasus; Yo Laporan hasil 15 Menit Form Register
I I identifikasi kasus
4. |Petugas layanan menyampaikan laporan rencana Form Register 180 Menit
intervensi kasus kepada Kasl Pengaduan; E 1
5. |Kasi Pengaduan melapor hasil rencana intervensi Laporan hasil 15 Menit Form Tindak Lanjut
kepada Kepala UPT PPA untuk mendapatkan identifikasi kasus Kasus
rekomendasi tindak lanjut;
6. |Kepala UPT PPA memberikan rekomendasi tindak lanjut Form Tindak Lanjut 1 hari kerja Rekomendasi
kepada Kasi Pengaduan; Kasus
7. |Kasi Pengaduan menindaklanjuti rekomendasi dan Rekomendasi 15 Menit Form Tindak Lanjut
melakukan pelimpahan tindak lanjut kasus sesuai Kasus
rekomendasi;
8. |Pelimpahan tindak lanjut kasus sesuai hasil intervensi Form Tindak Lanjut 15 Menit Form serah terima T
kasus dan rekomendasi kasus; Kasus kasus dan input data
9. |Pencatatan dan Pelaporan. Form serah terima kasus 30 Meni: Form penerimaan
‘ > dan input data layanan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP

:[061.1/02/UPT-PPA/J

Tanggal Pembuatan

;|24 Maret 2025 _ZAH PR N

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

77— o\
=3 >\

:[1April 2025 @/

Disahkan oleh

UPT - PPA

Nama SOP

¢ |Layanan Pengaduan Tidak Langsung

Dasar Hukum

Perlindungan Anak.

wn

dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keterkaitan SOP
1. Prosedur Layanan Pengaduan Tidak Langsung

Peringatan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undan

g-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan.

2. Memahami pendampingan korban yang sensitif gender.

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer
2. ATK
3. Peraturan Terkait

Pencatatan & Pendataan




Mutu Baku
Petugas
No Kegiatan petugas Kasi Kepala UPT- Layagan Keterangar
: Layanan - Kelengkapan | Waktu Output
y Pengaduan PPA Tindak G L
Pengaduan X
Lanjut
Prosedur Layanan Pengaduan Tidak Langsung
1. |Petugas pengaduan menyampaikan pengaduan yang masuk Data Kasus 15 Menit Resume Kasus
melalui hotline/surat kepada petugas layanan untuk
diberikan layanan;
K
2. |Petugas layanan melakukan klarifikasi dan identifikasi Resume Kasus 30 Menit Laporan hasil
\_Tidak :
kasus; < identifikasi kasus
Ya
3. |Petugas layanan melakukan registrasi kasus; ! Laporan hasil 15 Menit Form Register
| | identifikasi kasus
4. |Kasi Pengaduan menelaah hasil klairifikasi yang dilakukan Form Register 60 menit Hasil laporan
oleh petugas layanan dan merekomendasikan kepada Kepala rekomendasi
UPT-PPA agar diberikan layanan tindak lanjut;
5. |Kepala UPT-PPA mendisposisikan untuk diberikan layanan Hasil laporan 30 menit Disposisi Layanan
sesuai kebutuhan kepada pelapor berdasarkan hasil rekomendasi
rekomendasi Kasi Pengaduan;
6. |Kasi Pengaduan menindaklanjuti rekomendasi dan Disposisi Layanan 30 menit Hasil Rekomendasi
melakukan pelimpahan tindak lanjut kasus sesuai
rekomendasi;
7. |Pelimpahan tindak lanjut kasus sesuai hasil intervensi kasus Hasil Rekomendasi 10 menit Form Tindak Lanjut
dan rekomendasi kasus; kasus dan Input Data
8. |Pencatatan dan Pelaporan. Form Tindak Lanjut 10 menit Form penerimaan

kasus dan input Data

layanan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP

-1061.1/ O3 /UPT-PPA/D.

Tanggal Pembuatan

1|24 Maret 2025

ZaiM PR,

Tanggal Revisi

7 )

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

: -lApril2025 /fé?

&y
a

~.

UPT - PPA

Nama SOP

: |Layanan Penjangkauan Korban

D

A WwN e

o

asar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.

Keterkaitan SOP

Prosedur Layanan Penjangkauan Korban

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dan anak dari

kekerasan

2. Memahami koordinasi pelaksanaan proses penjangkauan
3. Memahami Instrumen wawancara

4. Memahami prinsip dasar pendampingan

5. Petugas Penjangkauan

Peralatan/ Perlengkapan

. Kendaraan MOLIN dan TORLIN

. Surat Tugas

. Peraturan Terkait

. Recorder

1

2

3

4, Identitas
5

6. ATK

Pencatatan & Pendataan




Pelaksana Mutu Baku
, g Petugas
No. Kegiatan Kepala UPT- Kasi & Keterangan
Layanan Kelengkapan | Waktu Output
PPA Pengaduan
Pengaduan
Prosedur Layanan Penjangkauan Korban

1. [Kasi Pengaduan memerintahkan petugas untuk Disposisi 10 Menit Disposisi
melakukan penjangkauan;

2. |Petugas membuat surat penugasan tentang 1 Disposisi 10 Menit Surat Tugas
penjangkauan yang dilakukan oleh petugas
layanan yang ditandatangani oleh Kepala
Dinas;

3. |Petugas layanan melakukan penjangkauan ke Surat Tugas 3 hari Resume Kasus
tempat tinggal pelapor dengan berkoordinasi
dengan pihak-pihak terkait dan mengajukan
pertanyaan kepada pelapor tentang kasusnya;

4. |Petugas layanan menyampaikan laporan hasil Laporan Hasil 1 hari kerja Laporan Hasil
identifikasi kasus dan need assessment kepada Penjangkauan Identifikasi Kasus
Kasi Pengaduan;

5. |Kasi Pengaduan menyampaikan laporan Laporan Hasil 10 menit Laporan
pelaksanaan penjangkauan serta kebutuhan Identifikasi Kasus Rekomendasi
korban kepada Kepala UPT-PPA untuk -
mendapat rekomendasi tindak lanjutnya;

6. |Kepala UPT-PPA memberikan rekomendasi Laporan Rekomendasi| 10 Menit Rekomendasi
kepada Kasi Pengaduan untuk ditindaklanjuti; |.

7. |Kasi Pengaduan menindaklanjuti rekomendasi Rekomendasi 10 Menit | Form Tindak Lanjut

dan melakukan pelimpahan tindak lanjut kasus
sesuai rekomendasi.

kasus




pINAS PEM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

UPT - PPA

Nama SOP : |Layanan Pengelolaan Kasus

ng-Unjan
-Un
ng
_Unda
perlin

srandar

dan Ke

. )
Kaitan SO

ster
Keté€ - Laya

prosedV

|’ul‘i "u.ll-l n

yUndang Hukum Pidana.
g Nomor 13 Tahun
ang Nomor 21 Tahun
ng Nomor 35Tahun 2
dungan Anak.
merintah Nomor
rban Tin
teri Ne
7. peratufaLa ::an Perlindu
enteri Negara

a peratura?® bentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
. pedoman Pgrlernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
. u 5
g, peratd’ ;ekefasa" di Provinsi Kalimantan Tengah.

an Gubernur ;
10. Pel‘alu,rdan Tata Kerja Unit
Juarga Berencana.

mor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi
dak Pidana Perdagangan Orang.

gara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang
ngan Perempuan dan Anak.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas,
Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Pendudu

nan Pengelolaan Kasus

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dan anak ¢
kekerasan

2. Memahami koordinasi pelaksanaan proses penjangkauan

3. Memahami Instrumen wawancara

4. Memahami prinsip dasar pendampingan

5. Petugas Pengelolaan Kasus

Peralatan/ Perlengkapan

1. Kendaraan MOLIN dan TORLIN
2. Sural Tugas

3. Peraturan Terkait

4. ldentitas

5. Recorder

6. ATK

Pencatatan & Pendataan




Mutu Baku

: Petugas Petugas
No. Kegiatan ¢ & Kasi |Kepala UPTH Keterangan
Layanan Layanan Kelengkapan | Waktu Output
. Pengaduan PPA
Pengaduan | Tindak Lanjut
Prosedur Layanan Pengelolaan Kasus
1. |Pelapor datang langsung/tidak langsung Data Kasus 10 Menit Resume Kasus
mengadu melalui hotline atau bersurat ke
Dinas/UPT-PPA; < )
2. |Petugas layanan melakukan klarifikasi dan Resume Kasus 1 hari kerja Laporan Hasil Jika Bukan
R Tidak
analisis terhadap aduan masuk untuk Identifikasi Kasus | Kewenangan Provinsi
mengidentifikasi kewenangan penanganan Masuk SOP Rujukan
kasus;
3. |Petugas layanan melakukan registrasi Ya Laporan Hasll 15 Menit Form Register
kasus; 2 Identifikasi Kasus
4. |Petugas layanan melakukan pengelolaan Form Register 2 hari kerja |Laporan hasil rencana
kasus untuk mengahasilkan rencana intervensi
intervens| kasus kemudian melaporkan
kepada Kasi Pengaduan;
5. |Kasi Pengaduan melapor hasil rencana Laporan hasil rencana | 1 harikerja | laporan Rencana
intervensi kepada Kepala UPT PPA untuk intervensi Rekomendasi
mendapatkan rekomendasi tindak lanjut;
6. |Kepala UPT PPA memberikan rekomendasi Laporan Rencana 1 hari kerja Rekomendast
tindak lanjut kepada Kasi Pengaduan; Rekomendasi
7. |Kasi Pengaduan menindaklanjuti Rekomendasi 15 Menit | Form Tindak Lanjut
rekomendasi dan melakukan pelimpahan Kasus
tindak lanjut kasus sesuai rekomendasi;
8. |Pelimpahan tindak lanjut kasus sesual Form Tindak Lanjut 15 Menit Form serah terima
rekomendasi; - Kasus kesus dan input data
9, |Pencatatan dan Pelaporan. Form serah terima 30 Menit Form penerimaan
Q kasus dan input data layanan




Nomor SOP

061.1/ 0% /UPT-PPA/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan

24 Maret 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahaan

1 April 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Disahkan Oleh
DINAS P3APPKB

INAE um;
\w'\‘.i‘,._./

Nama SOP SOP Pelimpahan Kasus (dari Seksi Pengaduan ke Seksi Tindak Lanjut)
Dasar Hukum : Kualifikasi dan Kompetensi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; a. Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas;
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun b. Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan;
2002 tentang Perlindungan Anak; ¢. Memahami dengan baik acuan Standar Layanan Perempuan dan Anak yang dipenuhi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Scksual; d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan;
4. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar e. Memiliki pemahaman dasar tentang kekerasan berbasis gender;
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; f. Memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 g. Memiliki keterampilan dasar melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi deng
Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; h. Memiliki komitmen untuk mematuhi prinsip dasar dan etika sebagai petugas pelaksana;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013 tentang 1. Memiliki kemampuan intervensi krisis, bak medis maupun psikologis (pertolongan pert
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang
pembentukan, susunan organisasi, tugas. fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
Keterkaitaan : Peralatan / Perlengkapan :
a. Formulir pengaduan, formulir persctujuan, formulir assesmen, formulir pelimp,
assesmen, kelengkapan berkas kasus lainnya;
b. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, a. Dokumentasi, surat-surat, formulir, berkas pelayanan
ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan b. Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir disimpan sebagai data clektronik dal
penanganan tindak lanjut kasus. PPA dan data manual UPT PPA
2. Semua pengaduan terkait masalah perempuan dan anak diterima tanpa diskriminasi.
3. Petugas wajib menjaga kerahasiaan penerima manfaat




PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
No AKTIVITAS "
Konselor/Petugas Seksi
fretigs Kepala Seksi Tindak Lanjut | Kepala UPT / Kepala Dinas | Persyaratan dan Kelengkapan Waktu Output
Tindak Lanjut
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Melakukn pengecekaan berkas Serah (} Eoriiiili Seral
1 |Terima Kasus dan Mencatat kedalam Berkas Pengaduan Kasus S Menit
Terima Kasus
Agenda
Melaporkan Kasus Kepada Kepala Seksi
2 Tindak Lanjut Formulir Serah Terima Kasus 15 Menit Informasi Kasus
Menerima perintah dan arahan Disposisi perintah
3 |pelaksanaan tindak lanjut untuk E_! Informasi Kasus 15 Menit dan arahan
Konselor seksi tindak lanjut — pelaksanaan
Membuat Surat Tugas yang ditanda
tangani oleh pimpinan (jika Lokasi ¢/> Disposisi perintah dan arahan
4
pelaksanaan tindak lanjut berada diluar W pelaksanaan A5 phenlt S Rerwtwigs
kantor)
Melakukan Verifikasi dan identifikasi )
5 kibitihan korbern | le= Surat Perintah Tugas 5 Menit Identifikasi Kasus
M kan A sesuai
6 dengan kebutuhan korban d; Identifikasi Kasus 30 Menit Rencana Assesment
Memberikan Informasi pada klien s
Informasi rencana
7 |rencana assessment yang akan Rencana Assesment 15 - 30 Menit
assesment
dilaksanakan
Surat pernyata
Klien menandatangani surat pernyataan EL\ Surat:petnyataan penolalakan
s persetujuan ¥
8 persetujuan penanganan kasus (jika i . 4 MR eanan Uik pelayanan (Ji
klien bersedia) dan dilanjutkan dengan PAOO] TCaR al AMen kz:l::: /:eluaraa korban /kelua
P ibutu |
SOP layanan yang dibutuhkan korban setuju) korban .Nda
setuju
Melaporkan hasil verifikasi dan Surat pernyataan persetujuan Tlr:d:k ;;":"‘::::
9 |identifikasi kasus pada kepala seksi pelayanan (Jika korban /keluarga 30 Menit s:s:;: de n:a;'remm
tindak lanjut korban setuju) Intervens
Konselor melakukan Pencatatan dan D Tindak lanjut kasus untuk Dokumentasi
10 [mendokumentasikan Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan 10 Menit laporan penanganan
Verifikasi dan Identifikasi Kasus rencana intervensi kasus




| Nomor SOP 061.1/0L/UPT-PPA/DP3APPKB
Tanggal Pembuatan 24 Maret 2025
Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan 1 April 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Disahkan Oleh
DINAS P3APPKB
L Nama SOP SOP Penerimaan Rujukan

| Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; a. Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas:
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 | b. Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan;
tentang Perlindungan Anak: ¢. Memahami dengan baik acuan Standar Layanan Perempuan dan Anak yang dipenuhi:
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan:
4. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar | ¢. Memiliki pemahaman dasar tentang kekerasan berbasis gender,
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; f.  Memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 | g. Memiliki keterammpilan dasar melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi.
Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; h. Memiliki komitmen untuk mematuhi prinsip dasar sebagai petugas pelaksana;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013 tentang | i. Memiliki kemampuan intervensi krisis, baik medis maupun psikologis (pertolongan p
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah; j.  Memiliki kemampuan menganailis permintaan layanan rujukan dan mendistribusik:
7. Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang sesuai dengan kebutuham dan kompetensi.
pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
Keterkaitaan : Peralatan / Perlengkapan :
a. Peralatan komputer, buku register kasus, buku register surat masuk, lembar disposisi:
‘. b. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto:
¢. Surat Rujukan dan berkas kasus.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

(35

SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan,
ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan penanganan
tindak lanjut kasus,
Penerimaan rujukan dengan memperhatikan bahwa asal pemberi rujukan yang umumnya tidak
mempunyai petugas pelaksana yang kompeten maupun sarana / prasarana pendukung serta urgensi dan
kewenangan kasus.

a. Dokumentasi, surat-surat, formulir, register kasus rujukan, berkas pelayanan
b. Pencatatan dan pelaporan sesuai desgan formulir disimpan scbagai data elekt
Simfoni PPA dan manualUPT PPA




PELAKSANA

MUTU BAKU Keterangan
No AKTIVITAS
Konselor/Petugas Seksi Tindak | Kepala Seksi Tindak Kepala UPT / Kepala
1t
Lanjut Lanjut Dinas Persyaratan dan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 L} 6 7 8 9
Surat rujukan S Menit Administrasi surat rujukan
1 |Menerima dan mencatat surat rujukan dari lembaga lain. ( \( I
Administrasi surat rujukan 15 Menit Lembar disposisi
2 [Menyampaikan Surat Rujukan Kepada Kepala UPT
Lembar disposisi 10 Menit | Identifikasi Kasus dan Arahan
3 |Menerima Disposisidan Identifikasi Kasus Pelaksanaan
. . . Identifikasi Kasus dan Arahan S Menit Rencana Tindak
4 Menerima perintah dan arah.aq pelaksanaan tindak lanjut Pelaksanaan Lanjut/Assesment
untuk Konselor/Petugas seksi tindak lanjut l T
SPT
Membuat Surat Tugas yang ditanda tangani oleh I.:: ;:’ 3"3 T'"d::t 10N
5 | pimpinan (jika Lokasi pelaksanaan tindak lanjut berada
diluar kantor)
SPT 15 Menit Laporan koordinasi kasus
Menghubungi lembaga lay lain, melengkap dengan lembaga yang
¢ dokumen surat rujukan dan melaksanakan koordinasi Dﬁ merujuk
Laporan koordinasi kasus 30 Menit | Disposisi perintah dan arahan
7 Melaporkan kepada atasan mengenal hasil koordinasi " dengan lembaga yong merujuk pelaksanaan
kasus dengan lembaga layanan yang merujuk TN
Disposisi perintah dan arahan | 10 Menit SPT
Membuat Surat Tugas yang ditanda tangani oleh :;illsanaan
8 |pimpinan (jika Lokasi pelaksanaan tindak lanjut berada =<>
diluar kantor)
SPT 10 Menit | Surat pernyataan persetujuan
Bertemu klien, menjelaskan layanan yang akan diberikan, pelayanan
Klien menandatangani surat pernyataan persetujuan
9 penanganan kasus (jika klien bersedia) dan dilanjutkan
dengan SOP layanan yang dibutuhkan. CATATAN : Untuk
kosus berkaitan dengon masalah hukum (rujukan APH)
dapat langsung dengan inform consent
Surat pernyataan persetujuan Sesuai Laporan kasus
Melaksanakan layanan tindak lanjut sesuai dengan e :ltmn:: J Waktu o
10 |rencana (dapat dilanjutkan sesuai dengan SOP Layanan
layanan yang diberikan)
Laporan kasus 10 menit Dokumentasi Laporan
Penanganan Kasus
1 Konselor melakukan Pencatatan dan mendokumentasikan
Pelaksanaan Verifikasi dan |dentifikasi Kasus




Nomor SOP

061.1/©F/UPT-PPA/DP3APPKB

Tanggal Pembuatan 24 Maret 2025

Tanggal Pengesahan 1 April 2025

Tanggal Revisi
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Disahkan Oleh
DINAS P3APPKB
Nama SOP

SOP Layanan Psikologi

Dasar Huk_um :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Scksual;

4. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang
pembentukan. susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Memahami dengan baik pelavanan yang harus diberikan petugas:
Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan;
Memahami dengan baik acuan Standar Layanan Perempuan dan Anak vang dipenuhi;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan:
Memiliki pemahaman dasar tentang kekerasan berbasis gender:;
Memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak serta konsep perlindungan perempuan
Memiliki keterammpilan dasar melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi deng;
Memiliki komitmen untuk mematuhi prinsip dasar sebagai petugas pelaksana;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan;
Mematuhi Kode Etik Psikologi;
Memiliki Surat ljin Praktek Psikologi dan Surat [jin Praktek Psikologi Klinis:
Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Psikolog Klinis:

. Memiliki kompetensi psikologi forensik untuk layanan psikologi berkaitan dengan masalal
Memenuhi kriteria dan kompetensi sebagai ahli psikologi untuk layanan psikologi berka
masalah hukum.

BgrrTrER e RO TS

Keterkaitaan : Peralatan / Perlengkapan :
a.  Ruangan khusus konseling, peralatan computer, kamera. alat rekam, telepon, dan internet:
b. Alat Test Psikologi / Assesment psikologi, formulir kesepakatan (inform consent);
c. Sarana intervensi/terapi psikologi;
d. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto;
e. Surat Perintah Tugas (SPT)
. Berkas kasus
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan,
ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam assesment dan
intervensi psikologi

a. Dokumentasi, surat-surat, formulir, register kasus rujukan, berkas pelayanan
b. Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir disimpan scbagai data elektronik dal
PPA dan manualUPT PPA




PELAKSANA MUTU BAKU
No AKTIVITAS
D
Konselor Seksi Tindak Lanjut Psikolog Kepsis L::;‘Z:::;la inas Persyaratan dan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 8 9 10
|dentitas diri korban, Formulir 10 Menit Administrasi kasus lay
Menyerahkan kelengkapan berkas kasus dan ( > Registrasi, dll (berkas kasus) psikologi
1 |formulir persetujuan korban untuk menerima
pelayanan psikologi
" & Administrasi kasus lay 10 Menit Identifikasi awal layanan
Menerima kelengkapan berkas kasus dan formulir LL psikologi psikologi dan mebuat rencana
2 |persetujuan korban utuk menerima pelayanan assesment psikologi
psikologi
Identifikasi awal layanan psikologi 10 Menit SPT
Membuat Surat Tugas Pemeriksaan Psikologi dan mebuat rencana assesmert
3 |Korban yang ditanda tangani oleh pimpinan (lika psikologi
lokasi layanan berada di luar kantor)
SPT Sesuai waktu layanan Laporan
Layanan/Pendampingan
4 |Melaksanakan layanan psikologi r'l. PR ;sikologi Gl
Laporan Layanan/Pendampingan 10 menit Laporan perkembangan
Menerima laporan hasil layanan/pendampingan Psikologi kasus/intervensi
5 psikologi. CATATAN : (Hasil pemeriksaan Psikologi l *
dapat diberikan kepada APH dengon permi 1
secara resmi)
Laporan perkembangan 15 - 30 Menit Dokumentasi laporan
Mendokumentasikan serta melaporkan kepada kasus/intervensi penanganan kasus

atasan laporan penanganan kasus.




Nomor SOP 061.1/08 7UPT -PPA/DP3APPKB 27 o o
Tanggal Pembuatan 24 Maret 2025 A -
Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan 1 April 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN ‘ Disahkan Oleh
TENGAH
DINAS P3APPKB
Nama SOP SOP Layanan Mediasi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: a. Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas;
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 b. Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan: ) ‘
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; ¢. Memahami dengan baik acuan Standar Layanan Perempuan dan Anak yang dipenuhi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: d.  Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan;
4. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar | ¢ Memiliki pemahaman dasar tentang kekerasan berbasis gender;
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; f. Memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak serta konsep perlindungan perempuan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor | g Memiliki keterammpilan dasar melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi deng:
2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak: h. Memiliki komitmen untuk mematuhi prinsip dasar sebagai petugas pclakse_ma;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013 tentang | i. Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan;
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah; J. Memiliki Sertifikat Mediator bagi petugas mediator.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang
pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterkaitaan : Peralatan / Perlengkapan :
a. Ruangan khusus konseling, peralatan computer, kamera, alat rekam. telepon, dan internet;
b. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto:
¢. Berkas kasus
d. Formulir kesediaan bermediasi
¢. Formulir penunjukan mediator
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. SOP ini merupakan prosedur baku, Jjika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, a.  Dokumentasi, surat-surat, formulir, register kasus rujukan. berkas pelayanan

ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidaklancaran dan ketidakiepatan dalam pelayanan b.
penanganan tindak lanjut kasus.

Semua pengaduan terkait masalah perempuan dan anak diterima tanpa diskriminasi,
Petugas wajib menjaga kerahasiaan penerima manfaat

Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir disimpan sebagai data elektronik dalam S
PPA dan data manual UPT PPA




PELAKSANA

MUTU BAKU KETERANGA
Ho AREIES K lor Seksi Tindak Kepala Seksi Tindak Py d.
onselor Seksi Tindal X epala a ersyaratan dan
Mediat Out
Lanjut ediator Lanjut Kepala UPT Kalangkapan Waktu put
1 2 3 4 6 7 8 9 10
i Menit Administrasi
Menyerahkan kelengkapan berkas kasus dan Identitas dir_' korba, 10Men AR
1 [formulir persetujuan korban untuk menerima Formulir Registrasi, dll kasus layanao
pe . (berkas kasus) mediasi
pelayanan mediasi
Administrasi kasus layanan 5 Menit Disposisi
N I Pelaks
2 [Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan 'I_ mexdiast clarsanaan
Disposisi Pelaksanaan 10 Menit SPT
Membuat Surat Tugas untuk melakukan pra
5 mediasi kepada para plhak yang akan di =
mediasi (ditanda tangani oleh pimpinan jika <
lokasi pemeriksaan berada di luar kantor)
SPT Sesuai waktu Laporan pra
3 |Melaksanakan pra mediasi dengan para pihak | _* lay mediasi
it Jadwal
Menghubungi mediator , lembaga layanan / Laporan pra mediast 15men acwa
organisasi / Toga / Tomas, dll (jika dibutuhkan
4 |hadir dalam proses mediasi) dan mengatur |
jadwal pelaksanaan mediasi serta administrasi
pelaksanaan
t j Jadwal Sesuai waktu Hasil mediasi
5 |Melaksanakan mediasi layanan
Hasil mediasi 15 Menit Surat Perjanjian
Membuat surat perjanjian (bermaterai) yang
6 |ditanda tangani oleh para pihak sesual dengan
hasil medias|
(“j Surat Perjanjian 10 menit Dokumentasi
, [Mendokumentasikan serta melaporkan kepad laporan
atasan laporan penanganan kasus. penanganan

kasus




Nomor SOP 061.1/ (09 /UPT-PPA/DP3APPKRB
Tanggal Pembuatan 24 Maret 2025
Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan 1 April 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Disahkan Oleh
DINAS P3APPKB
Nama SOP SOP Layanan Pendampingan Hu

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang
pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

FUoremoao o

Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas:

Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan;

Memahami dengan baik acuan Standar Layanan Perempuan dan Anak vang dipenuhi;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan;
Memiliki pemahaman dasar tentang kekerasan berbasis gender;

Memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak serta konsep perlindungan perempuan
Memiliki keterammpilan dasar melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi denga
Memiliki komitmen untuk mematuhi prinsip dasar sebagai petugas pelaksana;

Memiliki kemampuan intervensi krisis;

Memiliki keahlian / kompetensi sesuai dengan permintaan layanan rujukan;

Memiliki Kompetensi / keahlian sesuai dengan kebutuhan layanan pendampingan hukum.

Keterkaitaan :

Peralatan / Perlengkapan :

a.

Ruangan khusus konseling, peralatan computer, kamera, alat rekam, telepon, dan internet:

b. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto.
c. Surat Perintah Tugas (SPT);

d. Berkas kasus.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, a.  Dokumentasi, surat-surat, formulir, register kasus rujukan, berkas pelayanan

i

ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan
penanganan tindak lanjut kasus.

Semua pengaduan terkait masalah perempuan dan anak diterima tanpa diskriminasi.

Petugas wajib menjaga kerahasiaan penerima manfaat

b.

Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir disimpan sebagai data elektronik dalam S
PPA dan data manual UPT PPA




PELAKSANA

kasus.

MUTU BAKU
KETERANGAN
Ne AKTIVITAS K lor Seksi Kepala Seksi la UPT/I | d
onselor epala Seks| Kepala UPT/Kepala Persyaratan dan
t
Tindak Lanjut Tindak Lanjut Dinas Kelengkapan Wikt Quitput
i e E s 3 i 0 TR TR e ] s s
44 et e 109 - | R et i gk B
Identitas diri korban, 10 Menit Administrasi kasus
R 7 A K
Menyerahkan kelengkapan berkas kasus dan Forr?: ":k::ilsza:)" o laysnasieen
1 |formulir persetujuan korban untuk menerima < > € =
pelayanan Hukum
Administrasi kasus 5 Menit Arahan pelaksanaan
layanan hukum
2 |Memberikan arahan pelaksanaan
I SP
Membuat Surat Tugas untuk persetujuan Arshan pelsiyansa Yolenit T
melakukan pendampingan hukum sesuai
3 |dengan kebutuhan (ditanda tangani oleh
pimpinan jika lokasi pemeriksaan berada di luar
kantor)
SPT Sesuai waktu layanan Laporan
pendampingan
4 Melaksanakan pendampingan hukum dan hukum
berkoordinas dengan APH / lembaga terkait
Laporan 10 menit Dokumentasi laporan
Mendokumentasikan serta melaporkan D ppendampingan hukum penanganan kasus
5 |kepada atasan laporan penanganan




( Nomor SOP 061.1/W0 /UPT-PPA/DP3APPKB
\ Tanggal Pembuatan 24 Maret 2025
i Tanggal Revisi -
* Tanggal Pengesahan 1 April 2025
‘ PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Disahkan Oleh
i DINAS P3APPKB
‘ Nama SOP SOP Layanan Rumah Perlindungan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: a. Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas;
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 | b. Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan;
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: c. Memahami dengan baik acuan Standar Layanan Perempuan dan Anak yang dipenuhi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kckerasan Seksual; d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan.
4. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar | e. Memiliki pemahaman dasar tentang kekerasan berbasis gender
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; f. Memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak serta konsep perlindungan perempuan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor | g. Memiliki keterammpilan dasar melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi denga
2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak: h. Memiliki komitmen untuk mematuhi prinsip dasar sebagai petugas pelaksana
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013 tentang | i, Memiliki kemampuan intervensi krisis, baik medis maupun psikologis (pertolongan pertam:
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah: j. Memiliki keahlian / kompetensi sesuai dengan permintaan layanan
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2019, tanggal 16 agustus 2019 tentang
pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah.
Keterkaitaan : Peralatan / Perlengkapan :
a. Ruangan khusus konseling, peralatan computer, kamera, alat rekam, telepon, dan internet:
b. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto.
c. Formulir persetujuan dan kescpakatan, formulir kepulangan atas permintaan sendi
pemulangan biasa
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, a. Dokumentasi, surat-surat, formulir, berkas pelayanan
ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan b. Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir disimpan scbagai data elektronik dalam
penanganan tindak lanjut kasus. dan data manual UPT PPA
2. Semua pengaduan terkait masalah perempuan dan anak diterima tanpa diskriminasi.
3. Petugas wajib menjaga kerahasiaan penerima manfaat




PELAKSANA

MUTU BAKU KETERANGAN
AKTIVITAS Konselor Seksi Tindak Kepala Seksi Tindak
i 3 i Tin ’
Lanjut Lanjut Kepala UPT/Kepala Dinas | Persyaratan dan Kelengkapan Waktu QOutput
2 3 5 6 7 8 9
|dentitas diri korban, Formulir 10 Menit Identifikasi Kasus dan Kebutuhan
Menerima kelengkapan berkas kasus dan < > Registrasi, dil (berkas kasus) Rumah Perlindungan
formulir persetujuan korban utuk
menerima pelayanan rehabilitasi sosial
Identifikasi Kasus dan Kebutuhan S Menit Laporan Kasus
Melaporkan Kepada Atasan untuk Rumah Perlindungan
persetujuan penggunaan rumah > = I
perlindungan
Laporan Kasus 5 Menit Persetujuan Pimpinan Terhadap
Penggunaan Rumah
Persetujuan Pimpinan e perlindungan
Persetujuan Pimpinan Terhadap 15-30 Menit Laporan Hasil koordinasi
Melakukan koordinasi dengan lembaga Penggunaan Rumah
layanan lainnya rehabilitasi sosial perlindungan
Laporan Hasil koordinasi 10 menit Berkas rumah perlindungan
Menyiapkan administrasi rumah
perlindungan dan persiapan korban/klien
Berkas rumah perlindungan 10 menit SPT

Meomb

t Surat Tugas untuk melakukan
pendampingan korban sesuai dengan
kebutuhan (ditanda tangani oleh pimpinan
jika lokasi layanan berada di luar kantor)

Membawa korban ke rumah
perlindungan/tempat penanganan atau
keternpat yang lebihaman ( bila perlu
minta b et k )

petuga

SPT

Sesual waktu layanan

Laporan Layanan Korban

Memantau korban secara berkala di rumah
perlindungan

Laporan Layanan Korban

14 hari layanan

Laporan Perkembangan Layanan
Korban




i Nomor SOP 061.1/ IV /UPT-PPA/DP3APPKB 2 anm
Tanggal Pembuatan 24 Maret 2025 SRV N
Tanggal Revisi - /[Q-‘>
Tanggal Pengesahan 1 April 2025 >/
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Disahkan Oleh W
DINAS P3APPKB
Nama SOP SOP Pelayanan Home Visite
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

I;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kckerasan Dalam Rumah
Tangga.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kckerasan Seksual,

Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 71 Tahun 2013, tanggal 02 Oktober 2013 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah.;
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang
pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan petugas;

Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan;

Memahami dengan baik acuan Standar Layanan Perempuan dan Anak yang dipenuhi;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam sctiap tahapan.
Memiliki pemahaman dasar tentang kekerasan berbasis gender

Memiliki pemahaman dasar mengenai hak-hak anak

Memiliki keterammpilan dasar melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi deng:
Memiliki komitmen untuk mematuhi prinsip dasar sebagai petugas pelaksana

Memiliki kemampuan intervensi krisis

Memiliki keahlian / kompetensi sesuai dengan permintaan layanan rujukan

e Gl

Keterkaitaan :

Peralatan / Perlengkapan :

a. Ruangan khusus konseling, peralatan computer, kamera, alat rekam, telepon, dan internet:
b. Filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto.
c. Surat Tugas, Berita Acara Home Visite, Lembar Persetujuan/Penolakan Home Visite

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1

SOP ini merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan,
ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidaklancaran dan ketidaktepatan dalam pelavanan
penanganan tindak lanjut kasus.

Semua pengaduan terkait masalah perempuan dan anak diterima tanpa diskriminasi,

Petugas wajib menjaga kerahasiaan penerima manfaat

a. Dokumentasi, surat-surat, formulir, berkas pelayanan
b. Pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir




—-——*—

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
AKTIVITAS -
e Konselor Seksi Kepala Seksi Tindak | Kepala UPT / Kepala Persyaratan dan Wkt S
Tindak Lanjut Lanjut Dinas Kelengkapan e AFau
i - i =
2 L ,“ ‘ ; 0
|dentitas diri korban, 10 Menit Administrasi kasus
Formulir Registrasi, dil layanan home visite
Menyerahkan kelengkapan berkas kasus (berkas kasus)
1 |dan formulir persetujuan korban untuk
menerima pelayanan home visite
Administrasi kasus 10 Menit Lembar Disposisi
layanan mediasi
2 |Analisis kasus dan Home Visite
Lembar Disposisi 10 Menit SPT
Surat Tugas untuk persetujuan
3 |melakukan home visite sesuai dengan
kebutuhan
3 SPT Sesuai waktu Laporan home visite
layanan
4 |Melaksanakan home visite
Laporan home visite 10 menit Dokumentasi laporan
Mendokumentasikan serta penanganan kasus
5 |melaporkan kepada atasan laporan
penanganan kasus.




